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BAB |
PENDAHULUAN
Umum.
a. Kementerian Pertahanan (Kemhan) selaku salah satu Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang melaksanaan penyusunan dan penyampaian
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Penyusunan laporan keuangan berdasarkan data hasil dari Entitas Akuntansi
dan Entitas Pelaporan di lingkungan Kemhan dan TNI atas pelaksanaan
anggaran yang diterima.

Dalam rangka informasi yang disampaikan pada laporan keuangan dapat
memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat SAl.
SAI memproses data transaksi keuangan dan transaksi barang dengan
menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan laporan
keuangan dan laporan barang pada Kementerian Pertahanan dan TNI.

Sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunan laporan keuangan dan
dukungan teknologi informasi, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi untuk efisiensi pelaksanaan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf ¢, serta selaras dengan program simplifikasi regulasi dan
terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi maka perlu menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) Kapuslapbinkuhan tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Maksud dan Tujuan.

a.

Maksud disusunnya Juklak ini adalah sebagai pedoman penyusunan dan
penyampaian laporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.



Tujuan disusunnya Juklak ini adalah untuk keseragaman dan ketertiban
penyusunan laporan keuangan yang berdasar pada Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (SAPKPP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan sistem SAKTI.

Dasar:

a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK .05/2018 tanggal 31 Oktober
2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK .05/2022 tanggal 30 Desember
2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Ruang Lingkup Juklak ini meliputi pedoman pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI dengan tata urut sebagai berikut:

a
b
C.
d
e
f.

BAB | Pendahuluan

BAB Il  Ketentuan Umum

BAB Ill  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
BAB IV  Akuntansi dan Pelaporan BMN
BABV Rekonsiliasi

BAB VI Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data serta Telaah Laporan
Keuangan

BAB VII Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan

BAB VIII Reviu atas Laporan Keuangan

BAB IX Pernyataan Tanggung Jawab

BAB X Tata Cara Pengenaan Sanksi

BAB XI Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
BAB XlIlI Penutup
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Umum. Untuk mencapai tertib administrasi, kesatuan pemahaman dan
kebenaran serta keakuratan data dalam penyiapan/pelaksanaan penyusunan
Laporan Keuangan perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat
SAl adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan, dan operasi keuangan pada kementerian/ lembaga.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertangggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo
anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah,
yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPE,
dan LPSAL dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Laporan Keuangan yang disusun
oleh pemerintah pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan
kementerian/lembaga dan Laporan Keuangan bendahara umum negara.

Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir
suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.

Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat LKjKL
adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kementerian/lembaga.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada pemerintah pusat dalam rangka menghasilkan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat.

Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang mengintegrasikan
seluruh proses terkait dengan pengelolaan APBN, dimulai dari proses
penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada bendahara umum negara
dan kementerian/lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI
adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja
negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem
pengelolaan keuangan negara.

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu
pemerintahan.

Lembaga adalah organisasi nonkementerian dan instansi lain pengguna
anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan
perundang-undangan lainnya.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah.



Ww.

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

gg.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini
Kementerian/Lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang
melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran/
penggunaan barang.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan
akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi pada
tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang
melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang
berada dalam wilayah kerjanya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon | yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada unit
eselon | yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh
UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPAyang langsung berada
di bawahnya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian/Lembaga
(Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan
Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya
disingkat UAKPB adalah Satker/kuasa pengguna barang yang memiliki
wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang
selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi pada tingkat kantor
wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W yang melakukan
kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB yang berada dalam
wilayah kerjanya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon | yang
selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat eselon |
yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W
yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang langsung berada di
bawahnya.
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Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat
UAPB adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian/Lembaga (Pengguna
Barang) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh
UAPPB-E1 yang berada di bawahnya.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen
sumber yang sama.

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK
adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan
merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi
kuasa bendahara umum negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat
KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor
wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

SAl merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga.

SAl sebagaimana dimaksud pada huruf mm. diselenggarakan secara
berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat Kementerian/Lembaga meliputi
akuntansi dan pelaporan keuangan serta akuntansi dan pelaporan BMN yang
memroses data transaksi keuangan dan transaksi barang.

Pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf nn. dilakukan
dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan
Laporan Keuangan dan laporan barang pada Kementerian/Lembaga.

Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan
sistem SAKTI.

BAB Il
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan di
lingkungan Kemhan dan TNI agar Satker berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:



a.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1)

2)

3)

Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Kemhan
dan TNI membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri
atas:

a) UAKPA;

b) UAPPA-W;

c) UAPPA-E1; dan/atau
d) UAPA.

UAKPA sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) termasuk Satker
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
(BLU).

Pembentukan UAPPA-W dan UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada
angka 1) huruf b) dan huruf c) berpedoman pada ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Juklak Kapuslapbinkuhan ini.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Satker selaku UAKPA memproses transaksi keuangan dan barang untuk
menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA.

Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud pada angka 1)
terdiri atas:

a) LRA;

b) LO;

c) LPE;

d) Neraca; dan/atau
e) CalLkK.

UAKPA sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyampaikan Laporan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada KPPN berupa
Laporan Keuangan semester | dan tahunan .

UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
angka 2) kepada UAPPA-W berupa Laporan Keuangan triwulan |, semester
[, triwulan 1ll, dan tahunan.

Dalam hal tidak dibentuk UAPPA-W, UAKPA menyampaikan Laporan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada UAPPA-E1
berupa Laporan Keuangan triwulan I, semester |, triwulan Ill, dan tahunan.

Dalam hal tidak dibentuk UAPPA-W dan UAPPA-E1, UAKPA



7)

8)

menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2)
kepada UAPA berupa Laporan Keuangan triwulan |, semester I, triwulan Ill,
dan tahunan.

Untuk CaLK sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e) disampaikan
pada semester | dan tahunan kepada KPPN dan Laporan Keuangan
triwulan 1, semester I, triwulan 111, dan tahunan kepada UAPPA-W.

UAKPA yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPPN
sebagaimana dimaksud pada angka 3) dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPPA-W

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kantor wilayah atau Satker yang ditunjuk selaku UAPPA-W menyusun
Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan Laporan Keuangan
tingkat UAKPA di wilayah kerjanya.

Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada angka
1) terdiri atas:

a) LRA;
b) LO;
c) LPE;

d) Neraca; dan/atau
e) CalLkK.

UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada angka 2) kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
berupa Laporan Keuangan semester | dan tahunan.

UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada angka 2) kepada UAPPA-E1 berupa Laporan Keuangan triwulan I,
semester |, triwulan Ill, dan tahunan.

Untuk CalLK sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e) disampaikan
pada Laporan Keuangan semester | dan tahunan kepada kantor wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Laporan Keuangan triwulan I,
semester |, triwulan 111, dan tahunan kepada UAPPA-EL1.

Dalam hal UAPPA-W tidak menyampaikan Laporan Keuangan kepada
kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana
dimaksud pada (3), kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap UAKPA terkait yang
bertindak selaku UAPPA-W.



d.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPPA-E1

1)

2)

3)

4)

UAPPA-E1 menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan
data Laporan Keuangan dan informasi Laporan Keuangan yang
disampaikan oleh UAPPA-W.

Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E 1 sebagaimana dimaksud pada angka
1) terdiri atas:

a) LRA;

b) LO;

c) LPE;

d) Neraca; dan/atau
e) CalLkK.

UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada angka 2) kepada UAPA berupa Laporan Keuangan triwulan I,
semester |, triwulan Ill, dan tahunan.

Untuk CaLK sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e) disampaikan
pada Laporan Keuangan triwulan I, semester I, triwulan Ill, dan tahunan.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPA

1)

2)

3)

4)

5)

UAPA menyusun Laporan Keuangan Kementerian berdasarkan data
Laporan Keuangan dan informasi Laporan Keuangan yang disampaikan
oleh UAPPA-EL1.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:

a) LRA;

b) LO;

c) LPE;

d) Neraca; dan/atau
e) CalLkK.

UAPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
angka 2) kepada Menteri Keuangan c.qg. Direktur Jenderal Perbendaharaan
dalam rangka pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan Laporan
Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) berupa Laporan
Keuangan triwulan I, semester I, triwulan Ill, dan tahunan.

UAPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
angka 2) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka
pelaksanaan pemeriksaan keuangan.



6)

7

8)

9)

10

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa Laporan
Keuangan tahunan.

Untuk CaLK sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e) disampaikan
pada Laporan Keuangan triwulan I, semester I, triwulan Ill, dan tahunan.

Penyampaian Laporan Keuangan semester | dan tahunan dilakukan
bersamaan dengan penyampaian LKjKL semester | dan tahunan.

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat
menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai periode penyampaian
Laporan Keuangan, komponen/jenis Laporan Keuangan yang disampaikan,
dokumen-dokumen yang menjadi lampiran Laporan Keuangan, dan
tambahan pengungkapan dalam CaLK.

Unit Akuntansi Konsolidasi

1)

2)

3)

4)

5)

Dalam kondisi tertentu, Kemhan dan TNI dapat membentuk unit akuntansi
konsolidasi.

Penanggung jawab unit akuntansi konsolidasi adalah pejabat eselon Il yang
memiliki tugas dan fungsi penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPA.

Unit akuntansi konsolidasi memproses transaksi yang memenuhi kriteria:

a) Diamanatkan dalam kebijakan akuntansi;

b) Eliminasi transaksi resiprokal dalam lingkup satu Kementerian;
dan/atau

c) Koreksi audit dari BPK.

Koreksi audit dari BPK sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c)
merupakan:

a) Koreksiyang tidak secara spesifik menyebutkan agar koreksi tersebut
dilakukan pada UAKPA tertentu; dan/atau

b) Koreksi yang penyampaiannya mendekati batas waktu penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian sehingga pencatatan pada masing-
masing UAKPA tidak dimungkinkan lagi.

Unit akuntansi konsolidasi membuat penjelasan atas transaksi
sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang sekurang-kurangnya
mencakup:

a) Jenis dan kronologi transaksi;

b) UAKPA yang terlibat dalam transaksi tersebut;

c) Komponen/jenis Laporan Keuangan yang terdampak; dan

d) Nilai transaksi.
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Unit akuntansi konsolidasi menyampaikan penjelasan atas transaksi
sebagaimana dimaksud pada angka 5) kepada UAPA sebagai bahan
pengungkapan dalam CalLK.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Layanan Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Satker yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU wajib
menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 1)
diselenggarakan oleh UAKPA dengan mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 2) terdiri dari:

a) LRA;

b) LPSAL;

c) Neraca;

d LO;

e) LAK;

f) LPE; dan/atau
g) CalLk.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 3) digunakan:

a) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam
Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan; dan

b)  Sebagai lampiran Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan.

Laporan Keuangan BLU yang digunakan sebagai lampiran Laporan
Keuangan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada 4) huruf
b) merupakan Laporan Keuangan BLU bentuk ringkas.

Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada angka 3) berupa
Laporan Keuangan triwulan I, semester I, triwulan Ill, dan tahunan yang
dikirimkan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan
UAPA.

Penyampaian Laporan Keuangan BLU harus mengikuti jadwal yang sudah
ditentukan oleh Kementerian Pertahanan.

Satker BLU menekankan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
ditunjuk untuk melakukan percepatan pemeriksaan Laporan Keuangan
BLU tahunan sehingga tidak terjadi keterlambatan penyampaian Laporan
Keuangan BLU tahunan.
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9) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian Kementerian
Pertahanan, Satker BLU memberikan informasi transaksi antar entitas yang
perlu dilakukan eliminasi.

10) Satker yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU
sebagaimana dimaksud pada 1) menyampaikan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada 3) kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum berupa Laporan Keuangan semester | dan tahunan.

11) Ketentuan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dilaksanakan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.

BAB IV
AKUNTANSI DAN PELAPORAN BMN

BMN merupakan aset negara yang pengelolaannya harus teratur dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. BMN
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainya yang sah
yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi kementerian. Unit akuntansi dan pelaporan Instansi terdiri dari unit akuntansi
dan pelaporan keuangan dan unit akuntansi dan pelaporan BMN. BMN merupakan
bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga sepanjang memenuhi prinsip-prinsip
akuntansi dan kaidah akuntansi maka harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

a. Akuntansi dan Pelaporan BMN

1) Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan BMN Kemhan dan
TNI membentuk unit akuntansi dan pelaporan BMN yang terdiri atas.

a) UAKPB;

b) UAPPB-W;

c) UAPPB-E1; dan/atau
d) UAPB.

2) Pembentukan UAPPB-W dan UAPPB-E1 dengan berpedoman pada
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Juklak ini.

3) UAKPB memroses transaksi BMN dalam rangka penyusunan Laporan
Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA,
Satker selaku UAKPA memroses transaksi keuangan dan barang untuk
menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA.

4) LBKP sebagaimana dimaksud pada angka 3) digunakan sebagai bahan
penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA.
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UAKPB menyampaikan LBKP sebagaimana dimaksud pada angka 4)
kepada UAPPB-W dan KPKNL berupa LBKP semesteran dan tahunan.

Penyampaian LBKP sebagaimana dimaksud pada angka 5) disertai dengan
catatan atas Laporan BMN.

Penyusunan dan penyampaian LBKP berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penatausahaan BMN.

Penyusunan dan penyampaian LBKP berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penatausahaan BMN.

Akuntansi dan Pelaporan BMN pada UAKPB

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

UAKPB memroses transaksi BMN dalam rangka penyusunan Laporan
Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA
sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b angka 1) s.d. angka 8).

LBKP sebagaimana dimaksud pada angka 1) digunakan sebagai bahan
penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA.

UAKPB menyampaikan LBKP sebagaimana dimaksud pada angka 1)
kepada UAPPB-W dan KPKNL berupa LBKP semesteran dan tahunan.

Dalam hal tidak dibentuk UAPPB-W, UAKPB menyampaikan LBKP
sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada UAPPB-EI berupa LBKP
semesteran dan tahunan.

Dalam hal tidak dibentuk UAPPB-W dan UAPPB-El, UAKPB
menyampaikan LBKP sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada
UAPB berupa LBKP semesteran dan tahunan.

Penyampaian LBKP sebagaimana dimaksud pada angka 3), angka 4), dan
angka 5) disertai dengan catatan atas Laporan BMN.

Penyusunan dan penyampaian LBKP berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penatausahaan BMN.

Akuntansi dan Pelaporan BMN pada UAPPB-W

1)

2)

3)

4)

UAPPB-W menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W)
berdasarkan LBKP di wilayah kerjanya.

LBP-W sebagaimana dimaksud pada angka 1) digunakan sebagai bahan
penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W.

UAPPB-W menyampaikan LBP-W sebagaimana dimaksud angka 1)
kepada UAPPB-E1 dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara berupa LBP-W semesteran dan tahunan.

Penyampaian LBP-W sebagaimana dimaksud pada angka 3) disertai
dengan catatan atas Laporan BMN.
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Penyusunan dan penyampaian LBP-W berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai penatausahaan BMN.

d. Akuntansi dan Pelaporan BMN pada UAPPB-E1

1)

2)

3)

4)

5)

UAPPB-E1 menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon | (LBP-E1)
berdasarkan data LBKP seluruh UAKPB-W di bawahnya.

LBP-E1 sebagaimana dimaksud pada angka 1) digunakan sebagai bahan
penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-EL1.

UAPPB-E1 menyampaikan LBP-E1 sebagaimana dimaksud pada angka 1)
kepada UAPB berupa LBP-E1 semesteran dan tahunan.

Penyampaian LBP-E1 sebagaimana dimaksud pada angka 3) disertai
dengan catatan atas Laporan BMN.

Penyusunan dan penyampaian LBP-E1 berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai penatausahaan BMN.

e. Akuntansi dan Pelaporan BMN pada UAPB

1)

2)

3)

4)

5)

UAPB menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) berdasarkan LBP-E1 di
bawahnya.

LBP sebagaimana dimaksud pada angka 1) digunakan sebagai bahan
penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPA.

UAPB menyampaikan LBP sebagaimana dimaksud pada (1) kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara berupa LBP
semesteran dan tahunan.

Penyampaian LBP sebagaimana dimaksud pada (3) disertai dengan
catatan atas Laporan BMN.

Penyusunan dan penyampaian LBP berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penatausahaan BMN.

BAB V
REKONSILIASI

Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan,
UAKPA melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah pusat dan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang Rekonsiliasi
yang kemudian akan diatur dalam Surat Edaran Kapuslapbinkuhan.
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BAB VI
MONITORING DAN TINDAK LANJUT KUALITAS DATA
SERTA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

9. Dalam rangka meyakinkan keandalan Laporan Keuangan, Kementerian/Lembaga
melakukan monitoring dan tindak lanjut kualitas data serta telaah Laporan Keuangan.

a. Monitoring kualitas data dilakukan oleh seluruh unit akuntansi dan pelaporan
keuangan dan/atau unit akuntansi dan pelaporan BMN secara periodik.

b. Dalam hal masih terdapat kualitas data Laporan Keuangan yang tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, UAKPA dan/atau
UAKPB melakukan tindak lanjut atas kualitas data Laporan Keuangan.

c. Dalam hal sampai dengan periode tertentu masih terdapat kualitas data Laporan
Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mempengaruhi
penyampaian Laporan Keuangan, KPPN dapat menolak Surat Perintah
Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satker.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualitas data Laporan Keuangan, monitoring
dan tindak lanjut, dan periode monitoring dan tindak lanjut kualitas data Laporan
Keuangan, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
pusat.

e. Telaah Laporan Keuangan dilakukan oleh penyusun Laporan Keuangan pada
UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA secara berjenjang.

f. Telaah Laporan Keuangan oleh penyusun Laporan Keuangan dilakukan sebelum
Laporan Keuangan disampaikan kepada unit akuntansi yang secara
organisatoris membawahi penyusun Laporan Keuangan, Menteri Keuangan,
dan/atau BPK.

g. Telaah Laporan Keuangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf e
dituangkan dalam kertas kerja telaah Laporan Keuangan.

h. Pelaksanaan telaah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pada
huruf e berpedoman pada modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

10. Dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan
dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai, setiap Entitas Akuntansi
dan Entitas Pelaporan menerapkan PIPK.
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Dalam rangka menjaga efektivitas penerapan PIPK, dilakukan penilaian PIPK
oleh tim penilai pada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan
Kementerian/Lembaga, dilakukan reviu efektivitas penerapan PIPK oleh aparat
pengawasan intern pemerintah.

Penerapan, penilaian, dan reviu PIPK dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah pusat dan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai pedoman penerapan, penilaian, dan reviu PIPK pemerintah pusat.

Peraturan terkait pelaksanaan PIPK di lingkungan Kemhan dan TNI tercantum
dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 tahun 2022 tentang Pedoman
Penerapan, Penilaian, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Juklak Kapuslapbinkuhan Juklak/33/111/2022 tentang
Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Di Lingkungan
Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Pelaksanaan PIPK sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan oleh
seluruh Satker dijajaran Kemhan dan TNI sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIlI
REVIU ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan
Keuangan, perlu dilakukan reviu atas Laporan Keuangan.

a.

Reviu atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh aparat
pengawasan intern pemerintah pada Kemhan dan TNI yang bersangkutan.

Hasil reviu atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dituangkan ke dalam pernyataan telah direviu.

Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah pusat dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga.

BAB IX
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

12. Menteri/Pimpinan selaku Pengguna Anggaran dan kepala Satker/pejabat lain yang
ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat pernyataan tanggung jawab
atas Laporan Keuangan yang disampaikan.
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a. Pernyataan tanggung jawab juga disusun oleh penanggung jawab UAPPA-W
dan UAPPA-EL.

b. Dalam hal terdapat pergantian Menteri/Pengguna Anggaran unit
akuntansi/Kuasa Pengguna Anggaran, pernyataan tanggung jawab disusun oleh
pejabat yang menggantikan sesuai dengan kewenangannya.

c. Pernyataan tanggung jawab pada Laporan Keuangan tingkat Kemhan dan TNI
sebagaimana dimaksud angka 12 berlaku untuk Laporan Keuangan semester |
dan tahunan.

d. Pernyataan tanggung jawab untuk Laporan Keuangan tingkat Kemhan dan TNI
triwulanan, dapat disusun oleh pejabat setingkat lebih rendah dari
Menteri/Pengguna Anggaran.

e. Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d disusun
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB X
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pengenaan sanksi bagi setiap keterlambatan unit akuntansi dalam menyampaikan
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b ayat 8) dan angka
6 huruf ¢ angka 6) berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan
pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

a. Penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana
sebagaimana dimaksud pada angka 13 berupa penolakan SPM.

b. Penolakan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan terhadap
SPM-LS belanja pegawai, SPM- langsung kepada pihak ketiga, dan SPM
pengembalian.

c. Tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
pusat.

d. Pelaksanaan sanksi tidak membebaskan UAKPA/UAPPA-W dari kewajiban
untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Juklak
Kapuslapbinkuhan ini.
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BAB Xl
MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI

Penerapan SAIl dilaksanakan sesuai dengan modul pelaksanaan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juklak Kapuslapbinkuhan ini.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan Kapuslapbinkuhan Kemhan ini mulai berlaku,
Untuk kelancaran pelaksanaan Juklak ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku

Angkatan dan Karorenku Setjien Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku
Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.

17. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai digunakan untuk penyusunan dan penyampaian
Laporan Keuangan tahun 2023.
18. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian.
19. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024
Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,
. Delvi, S:I.P., M.Si, CFrA.
Kepada Yths Brigadir Jenderal TNI
1.  Kapusku TNI :
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4, Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.
Tembusan;
1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) / Pengguna
Barang (PB) berwenang untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya menggunakan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara (BUN). Dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan instansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas,
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah mengembangkan sistem
aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara sejak
perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan. Sistem
Aplikasi Terintegrasi tersebut diterapkan di seluruh Kementerian/Lembaga sejak tahun
2022.

Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi di seluruh Kementerian/ Lembaga dan

pengembangannya yang masih berkelanjutan, penerbitan dan penyempurnaan
regulasi-regulasi terkait, serta dinamika dan perkembangan variasi transaksi yang
terjadi pada Kementerian/Lembaga berdampak pada kebutuhan penyesuaian proses
bisnis terkait pelaporan keuangan. Untuk memayungi proses bisnis penyusunan dan
penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam kerangka
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu disusun Modul
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).

TUJUAN
Penyusunan Modul SAI bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman mengenai tanggung jawab serta prosedur penyusunan
dan penyampaian laporan keuangan yang berkualitas di setiap level unit
akuntansi pelaporan pada Kemhan dan TNI.

2. Menyeragamkan pemahaman pengelola keuangan pada Kemhan dan TNI

mengenai perlakuan, tata cara pencatatan, penyajian transaksi-transaksi dalam
laporan keuangan, serta pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Modul SAI mencakup penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan
keuangan pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kemhan dan TNI.
Penerapan SAI oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kemhan dan TNI
tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang bertujuan umum,
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)



D.

SISTEMATIKA

Modul SAI disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN
Bab | terdiri dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika Modul
SAL.

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA

Bab Il meliputi jenis dan periode pelaporan, prosedur penyusunan laporan
keuangan, pencatatan dan verifikasi, waktu penyampaian laporan keuangan,
serta jadwal penyusunan dan pengiriman Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Bab Il mencakup unit akuntansi dan pelaporan keuangan, penanggung
jawab unit akuntansi dan pelaporan keuangan, serta struktur organisasi unit
akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian / Lembaga.

TRANSAKSI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Bab IV menjelaskan perlakuan, tata cara pencatatan, dan penyajian
transaksi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang terjadi pada
Kementerian/Lembaga, antara lain terdiri dari transaksi keuangan, transaksi
persediaan, transaksi aset tetap dan aset lainnya, transaksi piutang, serta
penyesuaian dan koreksi. Selain itu, Bab ini juga menguraikan dokumen
sumber, jurnal, buku besar, neraca percobaan, dan komponen laporan
keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga.

SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN

BAB V menjelaskan sistematika laporan keuangan Kementerian/ Lembaga
yang terdiri dari Pernyataan Telah Direviu, Pernyataan Tanggung Jawab,
Ringkasan Laporan Keuangan, LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK, dan Ikhtisar
Laporan BLU.

ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Bab VI berisi ilustrasi laporan keuangan pada setiap level unit akuntansi dan
pelaporan keuangan yang mencakup UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan
UAPA



BAB Il
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
KEMHAN DAN TNI

Kemhan dan TNI selaku PA dan PB menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
keuangan dan barang yang berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan negara serta mengatur pengelolaan anggaran dan barang milik negara. Menteri
Keuangan juga menghimpun laporan keuangan dan laporan barang dari seluruh
Kementerian/Lembaga untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan barang
milik negara.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang digunakan sebagai
pertanggungjawaban keuangan Kementerian/Lembaga meliputi Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) yang disertai dengan Pernyataan Telah
Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan
Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri sebagai Pengguna
Anggaran.

A. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN
Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas akuntansi dan entitas
pelaporan mengikuti sistematika laporan keuangan sebagaimana diatur dalam
Bab Il modul ini.

Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA ke KPPN
Dilakukan oleh UAKPA dengan jenis kewenangan: Kantor Pusat (KP) dan Kantor
Daerah (KD)

NO | PERIODE PELAPORAN *) JENIS PELAPORAN KETERANGAN
1) |Laporan Semesteran - Laporan Keuangan Softcopy dengan
Semester | Semesteran - mengikuti format .pdf

sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

2) |Laporan Tahunan Laporan Keuangan Tahunan [Softcopy dengan
- mengikuti sistematika format .pdf
laporan keuangan Bab I
modul ini.

*) sekurang-kurangnya



4.

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA ke tingkat UAPPA-W/

UAPPA-E1
NO | PERIODE PELAPORAN *) JENIS PELAPORAN KETERANGAN
1) |Laporan Laporan Keuangan Triwulanan |Softcopy
Triwulanan - Triwulan | |- mengikuti sistematika laporan |[dengan format
keuangan Bab Il modul ini. pdf
2) |Laporan Laporan Keuangan Softcopy
Semesteran - Semester | |Semesteran - mengikuti dengan format
sistematika laporan keuangan |.pdf
Bab Il modul ini.
3) |Laporan Laporan Keuangan Triwulanan |Softcopy
Triwulanan - Triwulan Il |- mengikuti sistematika laporan |[dengan format
keuangan Bab Il modul ini. pdf
4) |Laporan Tahunan Laporan Keuangan Softcopy
Tahunan — mengikuti dengan format
sistematika laporan keuangan |.pdf
Bab Il modul ini.

*) sekurang-kurangnya

Penyampaian Laporan Keuangan

tingkat

UAPPA-W ke Kanwil

Ditjen

Perbendaharaan Dilakukan oleh UAPPA-W dengan jenis kewenangan Kantor

Daerah (KD)

Tahunan - mengikuti
sistematika laporan keuangan
Bab Il modul ini.

NO | PERIODE PELAPORAN *) JENIS PELAPORAN KETERANGAN
1) |Laporan Laporan Keuangan Softcopy
Semesteran — Semester | |Semesteran - mengikuti dengan format
sistematika laporan keuangan |.pdf
Bab Il modul ini.
2) |Laporan Tahunan Laporan Keuangan Softcopy

dengan format
pdf

*) sekurang-kurangnya

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA E1

sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

NO | PERIODE PELAPORAN *)| JENIS PELAPORAN KETERANGAN
1) |Laporan Triwulanan - Laporan Keuangan Softcopy dengan
Triwulan | Triwulanan - mengikuti format .pdf
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.
2) |Laporan Semesteran - Laporan Keuangan Softcopy dengan
Semester | Semesteran - mengikuti  [format .pdf




3) [Laporan Triwulanan
Triwulan Il

Laporan Keuangan
Triwulanan - mengikuti
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

Softcopy dengan
format .pdf

4) |Laporan Tahunan

Laporan Keuangan
Tahunan - mengikuti
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

Softcopy dengan
format .pdf

*) sekurang-kurangnya

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPA

sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

NO | PERIODE PELAPORAN *)| JENIS PELAPORAN KETERANGAN
1) |Laporan Triwulanan - Laporan Keuangan Softcopy dengan
Triwulan | Triwulanan - mengikuti format .pdf
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.
2) |Laporan Semesteran - Laporan Keuangan Softcopy dengan
Semester | Semesteran - mengikuti  [format .pdf

3) [Laporan Triwulanan
Triwulan Il

Laporan Keuangan
Triwulanan - mengikuti
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

Softcopy dengan
format .pdf

4) |Laporan Tahunan

Laporan Keuangan
Tahunan - mengikuti
sistematika laporan

keuangan Bab Il modul ini.

Softcopy dengan
format .pdf

*) sekurang-kurangnya

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPPA E1 ke tingkat UAPA

sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

NO | PERIODE PELAPORAN *)| JENIS PELAPORAN KETERANGAN
1) Laporan Triwulanan - Laporan Keuangan Softcopy dengan
Triwulan | Triwulanan - mengikuti format .pdf

2) |Laporan Semesteran -
Semester |

Laporan Keuangan
Semesteran - mengikuti
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

Softcopy dengan
format .pdf

3) [Laporan Triwulanan
Triwulan Il

Laporan Keuangan
Triwulanan - mengikuti
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

Softcopy dengan
format .pdf




4)

Laporan Tahunan Laporan Keuangan Softcopy dengan
Tahunan - mengikuti format .pdf
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

*) sekurang-kurangnya

7. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q.
Ditjen Perbendaharaan

NO | PERIODE PELAPORAN *)| JENIS PELAPORAN KETERANGAN
1) |Laporan Triwulanan - Laporan Keuangan Softcopy dengan
Triwulan | Triwulanan - mengikuti format .pdf
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.
2) |Laporan Semesteran - Laporan Keuangan Softcopy dengan
Semester | Semesteran - mengikuti format .pdf
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.
3) |Laporan Triwulanan Laporan Keuangan Softcopy dengan
Triwulan 1l Triwulanan - mengikuti format .pdf
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

4) |Laporan Tahunan Laporan Keuangan Softcopy dengan
Tahunan - mengikuti format .pdf
sistematika laporan
keuangan Bab Il modul ini.

*) sekurang-kurangnya

Keterangan:

1.

LRA yang disampaikan kepada UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA meliputi
LRA Satuan Kerja/Wilayah/Eselon I/Kementerian/Lembaga (triwulan,
semesteran, dan tahunan), LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA
Pendapatan, dan LRA Pengembalian Pendapatan.

LRA semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA
semester | tahun berjalan dengan LRA semester | tabun sebelumnya
(realisasi sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan realisasi sampai dengan 30
Juni 2XXO0).

LRA triwulanan yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA
triwulan | atau Ill tahun berjalan dengan LRA triwulan | atau Ill tahun
sebelumnya (realisasi sampai dengan 31 Maret 2XX1 dan realisasi sampai
dengan 31 Maret 2XX0 serta realisasi sampai dengan 30 September 2XX1
dan realisasi sampai dengan 30 September 2XX0).

LO semesteran yang disampaikan adalah LO perbandingan antara LO
semester | tahun berjalan dengan LO semester | tahun sebelumnya
(periode sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan periode sampai dengan 30 Juni
2XXO0).



LO triwulanan yang disampaikan adalah LO perbandingan antara LO
triwulan | atau Ill tahun berjalan dengan LO triwulanan | atau lll tahun
sebelumnya (periode sampai dengan 31 Maret 2XX1 dan periode sampai
dengan 31 Maret 2XX0 serta 30 September 2XX1 dan periode sampai
dengan 30 September 2XXO0).

LPE semesteran yang disampaikan adalah LPE perbandingan antara LPE
semester | tahun berjalan dengan LPE semester | tahun sebelumnya
(periode sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan periode sampai dengan 30 Juni
2XXO0).

LPE triwulanan yang disampaikan adalah LPE perbandingan antara LPE
triwulan | atau Il tahun berjalan dengan LPE triwulan | atau Ill tahun
sebelumnya (periode sampai dengan 31 Maret 2XX1 dan periode sampai
dengan 31 Maret 2XX0 serta 30 September 2XX1 dan periode sampai
dengan 30 September 2XX0).

Neraca semesteran yang disampaikan adalah Neraca perbandingan antara
Neraca per 30 Juni tahun berjalan dengan Neraca per 31 Desember tahun
sebelumnya.

Neraca triwulanan yang disampaikan adalah Neraca perbandingan antara
Neraca per 31 Maret atau 30 September tahun berjalan dengan Neraca per
31 Desember tahun sebelumnya.

B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semesteran

a.

LRA Kementerian/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun
anggaran Dberjalan pada lingkup Kementerian/ Lembaga yang
bersangkutan.

LRA UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan
LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja
eselon | masing-masing sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan.

LRA UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan
LRA UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan

a.

LRA Kementerian/Lembaga Triwulanan disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Maret atau 30
September tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian/Lembaga
yang bersangkutan.



LRA UAPPA-E1 Triwulanan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA
UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja
eselon | masing-masing sampai dengan 31 Maret atau 30 September tahun
anggaran berjalan.

LRA UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan
LRA UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 31 Maret atau 30
September tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang
bersangkutan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan

a.

LRA Tahunan Kementerian/Lembaga disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember
tahun anggaran berjalan lingkup Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.

LRA UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA
UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon
I masing-masing sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.

LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA
UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan
pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

Laporan Operasional (LO) Semesteran

a.

LO Kementerian/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan pada lingkup Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

LO UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO
UAPPA-W dan/atau LO UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja
eselon | masing-masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan.

LO UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO
UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

Laporan Operasional (LO) Triwulanan

a.

LO Kementerian/Lembaga Triwulanan disusun berdasarkan hasil
penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Maret atau 30
September tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian/Lembaga
yang bersangkutan.

LO UAPPA-E1 Triwulanan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO
UAPPA-W dan/atau LO UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja



eselon | masing-masing sampai dengan tanggal 31 Maret atau 30
September tahun anggaran berjalan.

LO UAPPA-W Triwulanan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO
UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 31 Maret atau 30 September
tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

Laporan Operasional (LO) Tahunan

a.

LO Kementerian/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil
penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
anggaran beijalan pada lingkup Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

LO UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO
UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon |
masing-masing sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.

LO UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO
UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan
pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semesteran

a.

LPE Kementerian/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan pada lingkup Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

LPE UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan
LPE UAPPA-W dan/atau LPE UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja
eselon | masing-masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan.

LPE UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE
UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Triwulanan

a.

LPE Kementerian/Lembaga Triwulanan disusun berdasarkan hasil
penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Maret atau 30
September tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian/Lembaga
yang bersangkutan.

LPE UAPPA-E1 Triwulanan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE
UAPPA-W dan/atau LPE UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja
eselon | masing-masing sampai dengan tanggal 31 Maret atau 30
September tahun anggaran berjalan.

LPE UAPPA-W Triwulanan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE
UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Maret atau 30 September
tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
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11.

12.
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Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahunan

a.

LPE Kementerian/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil
penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember
tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.

LPE UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil LPE UAPPA- W,
dan/atau LPE UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon | masing-
masing sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

LPE UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE
UAKPA Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran
berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

Neraca Semesteran

a.

Neraca Kementerian/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan.

Neraca UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan
Neraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA Semesteran di
bawah wilayah kerja eselon | masing- masing per 30 Juni tahun anggaran
berjalan.

Neraca UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan
Neraca UAKPA per tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Neraca Triwulanan

a.

Neraca Kementerian/Lembaga Triwulanan disusun berdasarkan hasil
penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal 31 Maret atau 30 September
tahun anggaran berjalan.

Neraca UAPPA-E1 Triwulanan disusun berdasarkan hasil penggabungan
Neraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA Semesteran di bawah wilayah
kerja eselon | masing-masing per 30 Maret atau 30 September tahun
anggaran berjalan.

Neraca UAPPA-W Triwulanan disusun berdasarkan hasil penggabungan
Neraca UAKPA per tanggal 31 Maret atau 30 September tahun anggaran
berjalan.

Neraca Tahunan

a.

Neraca Kementerian/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil
penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal 31 Desember tahun
anggaran berjalan.
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b. Neraca UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan
Neraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA Tahunan di bawah wilayah
kerja eselon | masing-masing per tanggal 31 Desember tahun anggaran
berjalan.

c. Neraca UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan
Neraca UAKPA per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

C. PENCATATAN DAN VERIFIKASI

1.

Pencatatan dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Web

Pencatatan transaksi keuangan pemerintah dilakukan hanya pada tingkat
UAKPA berdasarkan dokumen sumber sehingga segala perbaikan pencatatan
transaksi keuangan pemerintah sebagai hasil verifikasi oleh entitas akuntansi
atau pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi, hanya dilaksanakan pada tingkat
UAKPA.

Pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan jurnal dan buku
besar sampai dengan penyajian laporan keuangan menggunakan SAKTI yang
dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan - Kementerian Keuangan.

Verifikasi
Kegiatan verifikasi bertujuan untuk:
a. Memastikan seluruh dokumen sumber telah direkam pada SAKTI,

b. Memastikan bahwa perekaman transaksi pada setiap modul di SAKTI telah
dilakukan dengan tepat;

c. Memastikan jurnal manual telah dilakukan dengan tepat;

d. Memastikan bahwa seluruh transaksi telah dilakukan validasi, persetujuan,
dan posting; dan

e. Memastikan output Laporan Keuangan telah sesuai dengan perekaman
dokumen sumber.
Rekonsiliasi

Kegiatan rekonsiliasi adalah proses pencocokkan data transaksi keuangan yang
diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber yang sama.

Kegiatan rekonsiliasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Rekonsiliasi Internal
Rekonsiliasi Internal menyajikan monitoring terhadap data rekonsiliasi
internal pada modul Persediaan, modul Aset Tetap, dan modul Piutang
serta rekonsiliasi dengan modul Bendahara yang mengindikasikan adanya
data atau saldo tidak normal.
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b. Rekonsiliasi Eksternal

Menyajikan hasil rekonsiliasi Nilai SPAN dan Nilai SAKTI dengan status

data sama (selisih 0) atau data rekonsiliasi yang masih terdapat selisih

dengan status Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). TDK meliputi TDK

Rupiah, TDK CoA, dan TDK Detail.

1) TDK Rupiah merupakan penyajian selisih data secara nilai rupiah
(Nilai SPAN dan Nilai SAKTI) per elemen data rekonsiliasi.

2) TDK CoA (Chart of Account) merupakan penyajian selisih data antara
Nilai SPAN dan Nilai SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga
tingkat CoA.

3) TDK Detail merupakan penyajian selisih data antara Nilai SPAN dan
Nilai SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat CoA dan
pencatatan tanggal serta nomor dokumen sumber.

Hasil rekonsiliasi tersebut dituangkan ke dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).

WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Triwulan | disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April
tahun anggaran berjalan;

2. Laporan Keuangan Semester | disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli
tahun anggaran berjalan;

3. Laporan Keuangan Triwulan Il disampaikan paling lambat pada tanggal 31
Oktober tahun anggaran berjalan;

4.  Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
a. Laporan Keuangan Unaudited disampaikan paling lambat pada tanggal
terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir; dan
b. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai
dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa
Keuangan.

Dalam hal tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar, maka Laporan Keuangan
disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA

Unit Jadwal Penyampaian
Organisasi| Bulanan | LK Semester 1 LK Tahunan (Unaudited}
UAKPA - - -
UAPPA-W - - -
UAPPA- - - -
UAPA - 31 Juli 2XX0 Akhir Februari 2XX1
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*) Batas waktu penyampaian laporan keungan tingkat UAKPA sd UAPA-E1 mengikuti
batas waktu penyampaian LKKL.

Keterangan:

1.

wn

Laporan Keuangan yang disampaikan ke unit akuntansi dan pelaporan keuangan
di atasnya adalah Laporan Keuangan vyang transaksi keuangannya
direkonsiliasi/dikonfirmasi dengan KPPN.

Tahun 2XX0 adalah untuk tahun anggaran berjalan.

Tahun 2XX1 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan.

Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan
jadwal penyampaian Laporan Keuangan selain ketentuan di atas berdasarkan
kebutuhan internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun kebutuhan tiap
Kementerian/Lembaga dengan tidak melewati batas waktu penyampaian laporan
keuangan triwulan | pada 30 April, semester | pada 31 Juli, triwulan Il pada 31
Oktober, dan tahunan pada akhir Februari untuk UAPA.

FORMAT TELAAH LRA, CALK, DAN TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN
(MENYESUAIKAN TEMPLATE LK TW 2022/SEMESTER | 2022)

1.

Tingkat Satker
KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTERAN/TRIWULANAN/TAHUNAN TA 20XX

Kode dan Nama UAKPA
Kode dan Nama UAPPAW
Kode dan Nama Eselon |
Kode dan Nama K/L

Objek Penelaahan Kondisi LK Seharusnya

Beri tanda centang fV) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok Ada Tidak  |Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab Ada
2. Face LRA, Neraca, LO dan LPE Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan Ada
Laporan Keuangan Tambahan Ada Tidak  |Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal Ada
2. Neraca Percobaan Akrual Ada
3. Neraca Percobaan Kas Ada

Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun

KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MonSAKTI
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Kesesuaian Saldo

Sama(Tidak

Seharusnya

1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama

dengan cetakan

laporan pada SAKTI/ MonSAKTI

Sama

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada
yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan Dasar Akuntansi Sama - Tidak Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - Sama
LO" di LPE
2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Sama
Neraca
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas Sama
PENGECEKAN PADA MonSAKTI
To Do List Ya Tidak Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Ya
Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)
: —— Tidak
3. Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal Tidak
pelaporan
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan ;
. Tidak
per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan
ketidaksesuaian di catatan telaah
I Tidak
6. Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per Tidak
tanggal pelaporan
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer| Tidak
Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan
9. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per ;
. Tidak
tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan
ketidaksesuaian di catatan telaah)
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal Tidak
pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang
L Tidak
11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan
. Tidak
12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan AdaTidak Seharusnya
Rekonsiliasi)
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA? Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA? Tidak
3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA? Tidak
a. Pagu/DIPA Tidak
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b. Estimasi PNBP Tidak
c. Belanja Tidak
d. Pengembalian Belanja Tidak
e. Pendapatan Tidak
f. Pengembalian Pendapatan Tidak
g. Kas BLU Tidak
h. Kas Di Bendahara Pengeluaran Tidak
i. Kas Hibah Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung Tidak

Rekon Internal Ya Tidak Seharusnya

1. Terdapat Selisih Rekon Internal Tidak

Daftar MOnSAKTI Ada Tidak Seharusnya

2. Adakah akun "B(?Ium Dirggist_er"? (Untuk LK Tahunan tidak Ada/Tidak
boleh ada akun 'belum diregister)

3. Adakah Neraca Tidak Balance? Tidak

4. Adakah Pagu Minus (Basis SP2D) Tidak

5. Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi? Tidak

6. Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan Tidak

DJBC seharusnya tidak ada)
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL

Pengecekan Saldo Neraca Percobaan Ada Tidak Seharusnya

1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Tidak
Akrual

2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Tidak
Percobaan Kas

3. Terdapat Saldo bernilai desimal Tidak

Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit) Ya ([Tidak Seharusnya

1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Ya
Akumulasi)

2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan Ya
(137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)

3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K) Ya

4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) Ya

5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D) Ya

6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Ya
Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)

7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K) Ya

Akun-Akun yang tidak boleh ada Ya ([Tidak Seharusnya

1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak Ada/Tidak

boleh ada)

2. Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang
boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, Tidak
selainnya akun BUN)

3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain- Tidak
lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)

4. Terdapat Akun  114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Tidak
Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain

5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis / ber jaga- Tidak
jaga”

6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Tidak
Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar

Tidak

7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)
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8. Terdapat akun 41XXXX /43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Tidak
Hibah)
9. Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS Tidak
BUN
10. Terdapat akun 425xxX Khusus BUN
(425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815 Tidak
/816/998)
11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja
Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/  Lain- Tidak
Lain/Transfer TAYL)
12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga / Subsidi/ Tidak
Hibah / Lain-Lain)
13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.
(misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak Tidak
terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang
ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)
Jika Bukan Satker BLU Ada [Tidak Seharusnya
1. Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa .
" " Tidak
BLU
2. Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU) Tidak
3. Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU) Tidak
4. Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU) Tidak
Terkait Satker BLU Ya [Tidak Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK Ada/Tidak
tahunan tidak boleh ada)
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di
catatan telaah
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? _
(cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Tidak
Resiprokal)
Zr?tnitgaescekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi Ada idak Seharusnya
1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada
persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan Tidak
pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi
Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial
2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di Tidak
RRI dan POLRI aa
Hibah Langsung Ada [Tidak Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ -
. ) I . Ada/Tidak
barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya
1. Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), Ada/Tidak
akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena
masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh
muncul pada laporan keuangan tahunan.
. . Ada/Tidak
2. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan
pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)
3. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya Ya
sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung
TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun
391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)
4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di Ya
akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum
disahkan?
5. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum
disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama va

dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum

Disahkan)?
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Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke

. Ada/Tidak
pertanyaan berikutnya
1. Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk padal
Monitoring TK/TM pada MonSAKTI
2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)
3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI?
(cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Tidak
Resiprokal)
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL) Ya [Tidak Seharusnya
1. Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas? Ya/Tidak
2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset
sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Ya/Tidak
Tetap?
3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode
berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus Ya
425913 di NP Akrual?
Ya ([Tidak Seharusnya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Ya/Tidak
Lainnya)
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam va/Tidak
aplikasi atau salah kode akun saat men jurnal?
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan| Ya |[Tidak Seharusnya
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
1. Apakah terdapat saldo akun 491511/5933117? Jika ada, maka
agar dijelaskan di CalLK terkait koreksi persediaan, serta Ya/Tidak
dicantumkan dalam catatan telaah.
PENGECEKAN NERACA
Pengecekan Pos-pos Neraca Ya [Tidak Seharusnya
1. Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Y
. a
Audited tahun sebelumnya
2. Saldo pada neraca bemilai wajar Ya
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN Ya
4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Ya
Bendahara) *Cek LPJ, Rekening
5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). va
Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo
kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito
6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai :
= : Tidak
per pos Neraca yang tidak wajar?
7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah Ya
asetnya mengalami peningkatan?
8. Terdapat saldo bernilai desimal Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL
Pengecekan Pos-pos LO Ya ([Tidak Seharusnya
1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015) Tidak
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2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran

313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)

kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah Tidak
(56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa
(6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN
3. Terdapat kodefikasi atau uraian akun null Tidak
4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang Ya
5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya,
apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang Ya/Tidak
signifikan?
6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar Ya/Tidak
7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Pengecekan Pos-pos LPE Ya ([Tidak Seharusnya
1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas v
Akhir" a
2. Terdapat kenaikan / penurunan saldo yang signifikan Ya/Tidak
dibandingkan dengan periode sebelumnya
3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset”, Bila ada, cek apakah
berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya Tidak
khusus dari IP
4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas Ya ([Tidak Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun y
. a
koreksi dimaksud?
Contoh: Pengungkapan 391116 senilai
Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai
Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai
Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST
2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun
pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJ

A dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

akan ada akun:

Pengecekan Pos-pos LRA/B/P Ya |[Tidak Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB Tidak
2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu) Tidak
3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Tidak
Belanjanya
4. Terdapat uraian denis Belanja “Tidak Ada” Tidak
5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan
Pandemi  Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai Ya/Tidak
penanganan pandemi)
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka
Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut
sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Ya
Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai
penanganan pandemi)
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan Ya [Tidak Seharusnva
seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", y
maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka Ya/Tidak
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- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/

Penyisihan TP/TGR (Neraca) Ya/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO) Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang Ya/Tidak
2. Ada akun Plut.ang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka Ya/Tidak
akan ada akun:
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panj ang Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun: Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO) Ya/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: Ya/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca) Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) Ya/Tidak
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas va/Tidak
dan Akrual?
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Ya
Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban va |Tidak Seharusnya
Bansos
1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat? Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 526 XXX pada Neraca Percobaan Ya
Kas
2. Apakah ada Beban Bansos? Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Ya
Kas
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, .
Karwas dan/atau Memo Hanis Ditatausakahan) Ya  [Tidak Seharusnya
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Ya/Tidak
Percobaan Akrual
2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas Ya/Tidak
(425131 /2/3 atau 42492X)
- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Ya/Tidak
(219211) pada Neraca Percobaan Akrual
3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neracal Ya/Tidak
Percobaan Akrual
Neraca Percobaan Akrual
4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca
Percobaan Kas (522111/2/3/9) Ya/Tidak
- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
pada Neraca Percobaan Akrual Ya/Tidak
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada
Neraca Percobaan Akrual Ya/Tidak
TELAAH LK BLU
LPSAL BLU Ya Tidak Seharusnya
1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai? Ya
2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus? Tidak
3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai? Ya
4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun
1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Ya
Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?
5. Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) v
a
pada LRA
6. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun
1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Ya
Neraca Percobaan Kas BLU?
LAK BLU Ya Tidak Seharusnya
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1. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx,

111914 pada Neraca Percobaan BLU

111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neracal Ya
Percobaan Akrual BLU?

2. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas
LAK? va

3. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca Ya

4. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya va
di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU

5. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU Ya
pada Neraca

6. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Ya
Neraca

7. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

“Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal
lainnya yang diperlukan termasuk perbedaan dengan MonSAKTI”

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL

Nama
Nip

Nama
Nip

Tingkat Wilayah

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH

(UAPPA-W)

SEMESTERAN/TRIWULANAN/TAHUNAN TA 20XX

Kode dan Nama UAKPA
Kode dan Nama UAPPAW
Kode dan Nama Eselon |
Kode dan Nama K/L

—~ o~ o~ o~
o o

Objek Penelaahan

Kondisi LK

Seharusnya

N/A

Beri tanda centang ("!) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok | Ada | Tidak [Seharusnya
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1. Pernyataan Tanggung Jawab Ada
2. Face LRA, Neraca, LO, dan LPE Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan Ada
Laporan Keuangan Tambahan Ada Tidak |Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal Ada
2. Neraca Percobaan Akrual Ada
3. Neraca Percobaan Kas Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI
Kesesuaian Saldo Sama [Tidak |Seharusnya
1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama Sama
dengan cetakan laporan pada SAKTI / MonSAKTI

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada
yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan Dasar Akuntansi SamafTidak Seharusnya

1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - Sama
LO" di LPE

2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Sama
Neraca

3. Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas Sama

PENGECEKAN PADA MonSAKTI

To Do List Ya Tidak |Seharusnya

1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan Tidak

2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Ya
Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)

3. Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Tidak

4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per Tidak
tanggal pelaporan

5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan )
per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan Tidak
ketidaksesuaian di catatan telaah

6. Terdapat Aset Belum Didetailkan per tanggal pelaporan Tidak

7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per Tidak
tanggal pelaporan

8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Tidak
Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan

9. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per
tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan Tidak
ketidaksesuaian di catatan telaah)

10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal Tidak

pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang
11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan Tidak
12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah
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Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan AdaTidak  [Seharusnya
Rekonsiliasi)
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BED A? Tidak
2. Adakah "TDK COA” Yang BED A? Tidak
3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BED A? Tidak
i. Pagu/DIPA Tidak
ii.Estimasi PNBP Tidak
iii. Belanja Tidak
iv.Pengembalian Belanja Tidak
v. Pendapatan Tidak
vi.Pengembalian Pendapatan Tidak
vii.Kas BLU Tidak
viii.Kas Di Bendahara Pengeluaran Tidak
ix.Kas Hibah Tidak
x.Pengesahan Hibah Langsung Tidak
Rekon Internal Ya [Tidak Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal Tidak
Daftar MOnSAKTI Ada ([Tidak |Seharusnya
1. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan Ada/Tidak
alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)
n H H Ilf) 1
2. Adakah akun B?Ium Dlre.gls'ger ? (Untuk LK Tahunan tidak Ada/Tidak
boleh ada akun 'belum diregister)
3. Adakah Neraca Tidak Balance? Tidak
4. Adakah Pagu Minus (Basis SP2D) Tidak
5. Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi? Tidak
6. Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan Tidak
DJBC seharusnya tidak ada)
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan Ada [Tidak Seharusnya
1. Terdapat akun dengan uraian "null* pada Neraca Percobaan ;
Tidak
Akrual
2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca| Tidak
Percobaan Kas
3. Terdapat Saldo bernilai desimal Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit) Ya [Tidak Seharusnya
1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Ya
Akumulasi)
2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan Ya
(137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)
3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K) Ya
4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) Ya
5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D) Ya
6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Ya
Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)
7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K) Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada Ya [Tidak Seharusnya
1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak Ada/Tidak
boleh ada)
2. Terdapat Akun lllixx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh
ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya Tidak

akun BUN)
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3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain- Tidak
lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)
4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanjal Tidak
Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain
5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis / berj aga-j Tidak
aga"
6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Tidak
Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar
7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan) Tidak
8. Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Tidak
Hibah)
9. Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS Tidak
BUN
10. Terdapat akun 425xxX Khusus BUN Tidak
(425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815 /816/998)
11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja
Pembayaran  Kewajiban  Utang/Subsidi/Hibah/  Lain- Tidak
Lain/Transfer TAYL)
12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga / Subsidi / Tidak
Hibah / Lain-Lain)
13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.
(misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak _
terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang Tidak
ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau
DJBC)
Jika Bukan Satker BLU Ada [Tidak Seharusnya
1. Terdapat akun Neraca (Ixxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa Tidak
"BLU"
2. Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU) Tidak
3. Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU) Tidak
4. Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU) Tidak
Terkait Satker BLU Ya [Tidak Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK Ada/Tidak
tahunan tidak boleh ada)
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di
catatan telaah
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? _
(cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Tidak
Resiprokal)
Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi Ada [Tidak Sebarusnya
entitas
1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada
persediaan/realisasi  belanja dalam rangka bantuan Tidak
pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi
Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial
2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di Tidak
RRI dan POLRI
Hibah Langsung Ada [Tidak Sebarusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ Ada/Tidak
barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya
1. Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan),
akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena Ada/Tidak
masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh
muncul pada laporan keuangan tahunan.
2. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan Ada/Tidak

pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)
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3. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya
sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung

asetnya mengalami peningkatan?

TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun va
391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)
4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di
akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum Ya
disahkan?
5. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum
disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama va
dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum
Disahkan)?
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke Ada/Tidak
pertanyaan berikutnya
1. Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada
Monitoring TK/TM pada MonSAKTI
2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)
3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI?
(cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Tidak
Resiprokal)
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL) Ya [Tidak Sebarusnya
1. Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas? Ya/Tidak
2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset
sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Ya/Tidak
Tetap?
3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode
berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus Ya
425913 di NP Akrual?
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Ya [Tidak Sebarusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu
dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjumal? Ya/Tidak
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Ya |[Tidak Sebarusnya
Apakah terdapat saldo akun 491511/5933117 Jika ada, maka agar
dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan Ya/Tidak
dalam catatan telaah.
PENGECEKAN NERACA
Pengecekan Pos-pos Neraca Ya [Tidak Seharusnya
1. Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Y
; a
Audited tahun sebelumnya
2. Saldo pada neraca bernilai wajar Ya
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN Ya
4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Ya
Bendahara) *Cek LPJ, Rekening
5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara).
Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo Ya
kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito
6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai Ti
- ¢ idak
per pos Neraca yang tidak wajar?
7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah va




25

pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111,
313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)

8. Terdapat saldo bernilai desimal | | Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL
Pengecekan Pos-pos LO Ya [Tidak Seharusnya
1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015) Tidak
2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran
kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah Tidak
(56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa
(6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN
3. Terdapat kodefikasi atau uraian akun null Tidak
4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang Ya
5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya,
apakah terdapat peningkatan / penurunan saldo yang Ya/Tidak
signifikan?
6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar Ya/Tidak
7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Pengecekan Pos-pos LPE Ya ([Tidak Seharusnya
1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas va
Akhir"
2. Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan Ya/Tidak
dibandingkan dengan periode sebelumnya
3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah
berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanyal Tidak
khusus dari IP
4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas Ya [Tidak Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun va
koreksi dimaksud?
Contoh: Pengungkapan 391116 senilai
Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai
Rp100.000.000, transaksi Koreksi
Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber
BAST
2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun v
a

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

penanganan pandemi)

Pengecekan Pos-pos LRA/B/P Ya [Tidak Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB Tidak

2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu) Tidak

3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Tidak

Belanjanya

4. Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada” Tidak

5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak

6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan

Pandemi Covid-19? (Mengikutiketentuan mengenai Ya/Tidak
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7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka
Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut

sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Ya
Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai
penanganan pandemi)
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan )
seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", Ya [Tidak Seharusnya
maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"
1. Ada Akun P|uFang/P|utang TP/Piutang TGR (Neraca) makal va/Tidak
akan ada akun:
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Ya/Tidak
Penyisihan TP/TGR (Neraca)
- Beban Penyisihan Piutang (di LO) Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang Ya/Tidak
2. Ada akun Plutar\g Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka va/Tidak
akan ada akun:
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun: Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO) Ya/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: Ya/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca) Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) Ya/Tidak
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas Ya/Tidak
dan Akrual?
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Ya
Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban va [Tidak Seharusnya
Bansos
1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat? Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Ya
Kas
2. Apakah ada Beban Bansos? Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Ya
Kas
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (JikaAda,| Ya [Tidak Seharusnya
Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausakahan)
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Ya/Tidak
Percobaan Akrual
2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas Ya/Tidak
(425131/2/3 atau 42492X)
- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Ya/Tidak
(219211) pada Neraca Percobaan Akrual
3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (1141IX) pada Neraca Ya/Tidak
Percobaan Akrual
4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neracal Ya/Tidak
Percobaan Kas (522111/2/3/9)
- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Ya/Tidak
Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada .
Ya/Tidak
Neraca Percobaan Akrual
TELAAH LK BLU
LPSAL BLU Ya Tidak Seharusnya
1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai? Ya
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. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bemilai minus? Tidak
. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai? Ya
. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun
1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Ya
Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?
. Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus / va
(defisit) pada LRA
. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun
1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Ya
Neraca Percobaan Kas BLU?
LAK BLU Ya Tidak Seharusnya
. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx,
111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Ya
Percobaan Akrual BLU?
. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas v
LAK? a
. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca Ya
. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnyal Ya
di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU
. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU va
pada Neraca
. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU padal va
Neraca
. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun Ya
111914 pada Neraca Percobaan BLU

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

“Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal
lainnya yang diperlukan termasuk perbedaan dengan MonSAKTI”

Mengetahi - .. yeereasrenanraannens
Pejabat Penyusun LKKL

Nama Nama
Nip Nip
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3. Tingkat Eselon |

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON |

(UAPPA-E1)

SEMESTERAN/TRIWULANAN/TAHUNAN TA 20XX

Kode dan Nama UAKPA
Kode dan Nama UAPPAW
Kode dan Nama Eselon |
Kode dan Nama K/L

~ A~~~

Objek Penelaahan

Kondisi LK

Seharusnya

Beri tanda centang
dengan N/A

sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok Ada Tidak [Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab Ada
2. Face LRA, Neraca, LO dan LPE Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan Ada
Laporan Keuangan Tambahan Ada Tidak [Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal Ada
2. Neraca Percobaan Akrual Ada
3. Neraca Percobaan Kas Ada
Ada

KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI

Kesesuaian Saldo

Sama|Tidak

Seharusnya

1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama
dengan cetakan laporan pada SAKTI/ MonSAKTI

Sama

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga hams sama, apabila ada
yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan Dasar Akuntansi Sama [Tidak  Seharusnya

1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - Sama
LO" di LPE

2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Sama
Neraca

3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas Sama

PENGECEKAN PADA MonSAKTI
To Do List Ya [Tidak Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan Tidak
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2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut

DJBC seharusnya tidak ada)

Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali) va
3. Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal Tidak
pelaporan
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan )
per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan Tidak
ketidaksesuaian di catatan telaah
6. Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Tidak
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per Tidak
tanggal pelaporan
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Tidak
Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan
9. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per
tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan Tidak
ketidaksesuaian di catatan telaah)
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal Tidak
pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang
11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan Tidak
12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Ada [Tidak Seharusnya
Rekonsiliasi)
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA? Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA? Tidak
3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA? Tidak
a. Pagu/DIPA Tidak
b. Estimasi PNPB Tidak
c. Belanja Tidak
d. Pengembalian Belanja Tidak
e. Pendapatan Tidak
f. Pengembalian Pendapatan Tidak
g. Kas BLU Tidak
h. Kas Di Bendahara Pengeluaran Tidak
i. Kas Hibah Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung Tidak
Rekon Internal Ya ([Tidak Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal Tidak
Daftar MonSAKTI Ada [Tidak Seharusnya
1. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan Ada/Tidak
alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)
2. Adakah akun B(lalum Dlrgglst_er ? (Untuk LK Tahunan tidak Ada/Tidak
boleh ada akun 'belum diregister)
3. Adakah Neraca Tidak Balance? Tidak
4. Adakah Pagu Minus (Basis SP2D) Tidak
5. Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi? Tidak
6. Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL
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Pengecekan Saldo Neraca Percobaan Ada [Tidak Seharusnya
1. Terdapat akun dengan uraian "null” pada Neraca Percobaan Tidak
Akrual
2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Tidak
Percobaan Kas
3. Terdapat Saldo bernilai desimal Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit) Ya [Tidak Seharusnya
1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Ya
Akumulasi)
2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan Ya
(137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)
3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K) Ya
4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) Ya
5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D) Ya
6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Ya
Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)
7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K) Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada Ya ([Tidak Seharusnya
1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak Ada/Tidak
boleh ada)
2. Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang
boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, Tidak
selainnya akun BUN)
3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/ Lain- Tidak
lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)
4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Tidak
Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain
5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis / berj aga-j Tidak
aga"
6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Tidak
Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar
7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan) Tidak
8. Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Tidak
Hibah)
9. Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN Tidak
10. Terdapat akun 425xxx Khusus BUN Tidak
(425143/144/161/162/719/745/772/773/774/81 5/816/998)
11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja
Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain- Tidak
Lain/Transfer TAYL)
12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/ Subsidi / Tidak
Hibah / Lain-Lain)
13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.
(misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak Tidak
terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang
ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)
Jika Bukan Satker BLU Ada | Tidak Seharusnya
1. Terdapat akun Neraca (Ixxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa Tidak
"BLU"
2. Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU) Tidak
3. Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU) Tidak
4. Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU) Tidak
Terkait Satker BLU Ya Tidak Seharusnya
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1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK
tahunan tidak boleh ada)

Ada/Tidak

Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di
catatan telaah

2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI?
(cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap
Resiprokal)

Tidak

Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi
entitas

Ada

Tidak

Seharusnya

1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada
persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan
pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi
Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial

Tidak

2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, Kecuali Di
RRI dan POLRI

Tidak

Hibah Langsung

Ada

Tidak

Seharusnya

Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/
barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Ada/Tidak

1. Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan),
akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena
masih dalam proses pengesahan). Akun terse but tidak boleh
muncul pada laporan keuangan tahunan.

Ada/Tidak

2. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan
pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)

Ada/Tidak

3. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya
sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung
TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun
391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)

Ya

4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di
akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum
disahkan?

Ya

5. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum
disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama
dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum
Disahkan)?

Ya

Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke
pertanyaan berikutnya

Ada/Tidak

1. Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang

Ya

Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal

1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada
Monitoring TK/TM pada MonSAKTI

2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)

3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI?
(cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap
Resiprokal)

Tidak

Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)

Ya

Tidak

Seharusnya

1. Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?

Ya/Tidak

2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset
sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset
Tetap?

Ya/Tidak

3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode
beijalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus
425913 di NP Akrual?

Ya

Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)

Ya

Tidak

Seharusnya
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1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset

khusus dari IP

; Ya/Tidak
Lainnya)
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam Ya/Tidak
aplikasi atau salah kode akun saat meniurnal?
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan| v5  Tidak Seharusnya
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
1. Apakah terdapat saldo akun 491511/5933117? Jika ada, maka _
agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta Ya/Tidak
dicantumkan dalam catatan telaah.
PENGECEKAN NERACA
Pengecekan Pos-pos Neraca Ya Tidak | Seharusnya
1. Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo v
) a
Audited tahun sebelumnya
2. Saldo pada neraca bernilai wajar Ya
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN va
4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Ya
Bendahara) *Cek LPJ, Rekening
5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara).
Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo Ya
kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito
6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai :
- ; Tidak
per pos Neraca yang tidak wajar?
7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah Ya
asetnya mengalami peningkatan?
8. Terdapat saldo bernilai desimal Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL
Pengecekan Pos-pos LO Ya Tidak | Seharusnya
1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015) Tidak
2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), be ban
pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi
(55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah Tidak
dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang
merupakan akun BUN
3. Terdapat kodefikasi atau uraian akun null Tidak
4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang va
5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya,
apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang Ya/Tidak
signifikan?
6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar Ya/Tidak
7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Pengecekan Pos-pos LPE Ya Tidak | Seharusnya
1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Ya
Akhir"
2. Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan va/Tidak
dibandingkan dengan periode sebelumnya
3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset”, Bila ada, cek apakah .
berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya Tidak
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4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?

Tidak

Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas

Ya

Tidak

Seharusnya

1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun
koreksi dimaksud?

Ya

Contoh: Pengungkapan 391116 senilai
Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai
Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai
Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST

2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun
pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111,

313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)

Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN

(LRA/B/P)
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P Ya Tidak | Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB Tidak
2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu) Tidak
3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Tidak
Belanjanya
4. Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada” Tidak
5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan
Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan  mengenai Ya/Tidak
penanganan pandemi)
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka
Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut
sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Ya
Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai
penanganan pandemi)
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan _
seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", Ya | Tidak | Seharusnya
maka jawaban sub pertanvaan seharusnva "TIDAK"
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka .
. Ya/Tidak
akan ada akun:
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Ya/Tidak
Penyisihan TP/TGR (Neraca)
- Beban Penyisihan Piutang (di LO) Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang Ya/Tidak
2. Ada akun P|ut§ng Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka va/Tidak
akan ada akun:
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun: Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO) Ya/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: Ya/Tidak
- Akumulasi AT /AL (Neraca) Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) Ya/Tidak
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas Ya/Tidak
dan Akrual?
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Ya
Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban va idak Seharusnya

Bansos
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1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat? valTidak
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Ya
Kas

2. Apakah ada Beban Bansos? Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan
Kas

Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (JikaAda, v [Tidak Seharusnya

Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausakahan)

1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca
Percobaan Akrual

2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas Ya/Tidak
(425131/2/3 atau 42492X)

- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Ya/Tidak
(219211) pada Neraca Percobaan Akrual

3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Ya/Tidak
Percobaan Akrual

4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Ya/Tidak
Percobaan Kas (522111/2/3/9)

- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Ya/Tidak
pada Neraca Percobaan Akrual -

5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) Ya/Tidak
pada Neraca Percobaan Akrual

TELAAH LK BLU

LPSAL BLU Ya | Tidak | Seharusnya

1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai? Ya

2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus? Tidak

3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah Ya
sesuai?

4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo
akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 Ya
pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?

5. Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus / Ya
(defisit) pada LRA

6. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah
saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun Ya
166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?

LAK BLU Ya | Tidak | Seharusnya

1. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun
1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Ya
Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?

2. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Ya
Akhir Kas L AK?

3. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Ya
Neraca

4. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Ya
Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU

5. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Ya
Pendek BLU pada Neraca

6. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU Ya

pada Neraca
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. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo

akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

“Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA,
serta hal-hal lainnya yang diperlukan termasuk perbedaan dengan MonSAKTI”

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL

Nama Nama
Nip Nip
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4. Tingkat K/L
KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
SEMESTERAN/TRIWULANAN/TAHUNAN TA 20XX

Kode dan Nama UAKPAn :(...)
Kode dan Nama UAPPAW : (...

Kode dan Nama Eselon | : (...)
Kode dan Nama K/L ()
Objek Penelaahan \ Kondisi LK Seharusnya

Beri tanda centang fl) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan
N/A

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok Ada Tidak |Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab Ada
2. Face LRA, Neraca, LO dan LPE Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan Ada
Laporan Keuangan Tambahan Ada Tidak |Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal Ada
2. Neraca Percobaan Akrual Ada
3. Neraca Percobaan Kas Ada

o ) Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun

KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI
Kesesuaian Saldo Sama [Tidak  |Seharusnya
1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama Sama

dengan cetakan laporan pada SAKTI/ MonSAKTI

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada
yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan Dasar Akuntansi Sama | Tidak Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - Sama
LO" di LPE
2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Sama
Neraca
Sama

3. Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas

PENGECEKAN PADA MonSAKTI

To Do List Ya |Tidak Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut
S . : Ya
Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)
3. Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per Tidak

tanggal pelaporan
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5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan

per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan Tidak
ketidaksesuaian di catatan telaah

6. Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Tidak

7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per| Tidak
tanggal pelaporan

8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Tidak
Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan

9. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per )
tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan Tidak
ketidaksesuaian di catatan telaah)

10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal :

. - ) Tidak
pelanoran dan Belum dilakukan Penvisihan Piutana

11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan Tidak

12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan Tidak

Dalarn hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Ada[Tidak  [Seharusnya

Rekonsiliasi)

1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA? Tidak

2. Adakah "TDK CO A" Yang BEDA? Tidak

3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA? Tidak
a. Pagu/DIPA Tidak
b. Estimasi PNBP Tidak
c. Belanja Tidak
d. Pengembalian Belanja Tidak
e. Pendapatan Tidak
f. Pengembalian Pendapatan Tidak
g. KasBLU Tidak
h. Kas Di Bendahara Pengeluaran Tidak
i. Kas Hibah Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung Tidak

Rekon Internal Ya Tidak Seharusnya

1. Terdapat Selisih Rekon Internal Tidak

Daftar MonSAKTI Ada Tidak Seharusnya

1. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan Ada/Tidak
alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)

2. Adakah akun "B'elum Dlrgagls_ter"? (Untuk LK Tahunan tidak Ada/Tidak
boleh ada akun 'belum diregister)

3. Adakah Neraca Tidak Balance? Tidak

4. Adakah Pagu Minus (Basis SP2D) Tidak

5. Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi? Tidak

6. Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan Tidak
DJBC seharusnya tidak ada)

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL

Pengecekan Saldo Neraca Percobaan Ada [Tidak Seharusnya

1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Tidak
Akrual

2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Tidak
Percobaan Kas

3. Terdapat Saldo bernilai desimal Tidak
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Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit) Ya ([Tidak Seharusnya
1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Ya
Akumulasi)
2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan va
(137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)
3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)
4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) Ya
5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D) Ya
6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Ya
Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)
7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K) Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada Ya Tidak Seharusnya
1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak Ada/Tidak
boleh ada)
2. Terdapat Akun lllixx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh
ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya Tidak
akun BUN)
3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/ Lain- Tidak
lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)
4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanjd Tidak
Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain
5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis / berjaga-
jaga"
6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Tidak
Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar
Tidak
7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)
8. Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan
Perpajakan/ Hibah)
9. Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS Tidak
BUN
10. Terdapat akun 425XxX Khusus BUN
(425143/144/161/162/719/745/772/773/774/81 Tidak
5/816/998)
11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja
Pembayaran  Kewajiban  Utang/Subsidi/Hibah/  Lain- Tidak
Lain/Transfer TAYL)
12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga / Subsidi / Tidak
Hibah / Lain-Lain)
13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.
(misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak
terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang Tidak
ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau
DJBC)
Jika Bukan Satker BLU Ada | Tidak Seharusnya
1. Terdapat akun Neraca (Ixxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa .
"BLU" Tidak
2. Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU) Tidak
3. Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU) Tidak
4. Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU) Tidak
Terkait Satker BLU Ya [Tidak Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK Ada/Tidak

tahunan tidak boleh ada)

Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di
catatan telaah
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2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI?
(cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap|
Resiprokal)

Tidak

Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi
entitas

Ada

Tidak

Seharusnya

1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya adal
persediaan/realisasi  belanja dalam rangka bantuan

pemerintah/Bantuan Sosial pada KL

Tidak

yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah /
Bantuan So sial

2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di
RRI dan POLRI

Tidak

Hibah Langsung

Ada

Tidak

Seharusnya

Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/
barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Ada/Tidak

1. Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan),
akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena
masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh
muncul pada laporan keuangan tahunan.

Ada/Tidak

2. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan
pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)

Ada/Tidak

3. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya
sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung
TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun
391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)

Ya

4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di
akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum
disahkan?

Ya

5. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum
disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama
dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum
Disahkan)?

Ya

Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke
pertanyaan berikutnya

Ada/Tidak

1. Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang

Ya

Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal

1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada
Monitoring TK/TM pada MonSAKTI

2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)

3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI?
(cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap
Resiprokal)

Tidak

Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)

Ya

Tidak

Seharusnya

1. Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca
Percobaan Kas?

Ya/Tidak

2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset|
sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset
Tetap?

Ya/Tidak

3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode
berjalan, adakah jumal manual pada GLP untuk menghapus
425913 di NP Akrual?

Ya

Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)

Ya_

Tidak

Seharusnya

1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset
Lainnya)

Ya/Tidak

2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam
aplikasi atau salah kode akun saat meniurnal?

Ya/Tidak

Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk
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Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan| vg | Tidak Seharusnya
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
1. Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka
agar dijelaskan di CalLK terkait koreksi persediaan, serta Ya/Tidak
dicantumkan dalam catatan telaah.
PENGECEKAN NERACA
Pengecekan Pos-pos Neraca Ya | Tidak Seharusnya
1. SaldoAwal 1 Jan 20XX di MonSAKT]I telah sesuai dengan saldo Ya
Audited tahun sebelumnya
2. Saldo pada neraca bernilai wajar Ya
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN Ya
4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Ya
Bendahara) *Cek LPJ, Rekening
5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara).
Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo Ya
kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito
6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai Tidak
per pos Neraca yang tidak wajar?
7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah Ya
asetnya mengalami peningkatan?
8. Terdapat saldo bernilai desimal Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL
Pengecekan Pos-pos LO Ya Tidak Seharusnya
1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015) Tidak
2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran
kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah Tidak
(56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa
(6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN
3. Terdapat kodefikasi atau uraian akun null Tidak
4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang Ya
5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode
sebelumnya,apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo| Ya/Tidak
yang signifikan?
6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar Ya/Tidak
7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Pengecekan Pos-pos LPE Ya Tidak | Seharusnya
1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas
- Ya
Akhir
2. Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan va/Tidak
dibandingkan dengan periode sebelumnya
3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah
berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya Tidak
khusus dari IP
4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun Ya
koreksi dimaksud?
Contoh: Pengungkapan 391116 senilai
Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal
senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi
Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber
BAST
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2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun
pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111,
313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)

Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

Pengecekan Pos-pos LRA/B/P Ya Tidak Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB Tidak
2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu) Tidak
3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Tidak
Belanjanya
4. Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada” Tidak
5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? Tidak
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan
Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai Ya/Tidak
penanganan pandemi)
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka
Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut
sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Ya
Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan  mengenai
penanganan pandemi)
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan
seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", Ya [Tidak Seharusnya
maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka Ya/Tidak
akan ada akun:
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ va/Tidak
Penyisihan TP/TGR (Neraca)
- Beban Penyisihan Piutang (di LO) Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang Ya/Tidak
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka va/Tidak
akan ada akun:
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun: Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO) Ya/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: Ya/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca) Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) Ya/Tidak
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas Ya/Tidak
dan Akrual?
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Ya
Pelepasan Aset Non Lancar” di LO?
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban va [idak Seharusnya
Bansos
1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Ya
Kas
2. Apakah ada Beban Bansos? Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Ya
Kas
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Ya
Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausakahan)
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Ya/Tidak
Percobaan Akrual
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111914 pada Neraca Percobaan BLU

2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas Ya/Tidak
(425131/2/3 atau 42492X)
- Maka ada akun Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Ya/Tidak
kas percobaan Akrual
3. Ada Akun Belanja Di Bayar Dimuka (11411X) pada Neraca Yaltidak
Percobaan Akrual
4. Ada realisasi Belanja Jasa listri/airitelepon di Neraca Ya/Tidak
Percobaan Akrusl
-. Maka ada Akun Belanja Barang Yang Harus Dibayar di Ya/Tidak
Neraca percobaan Awal
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Di bayar (2121XX) pada _
Neraca Percobaan Akrual. Ya/Tidak
TELAAH LK BLU
LPSAL BLU Ya Tidak Seharusnya
1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai? Ya
2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus? Tidak
3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai? Ya
4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun
1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Ya
Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?
5. Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit)
Ya
pada LRA
6. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun
1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Ya
Neraca Percobaan Kas BLU?
LAK BLU Ya Tidak Seharusnya
1. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx,
111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Ya
Percobaan Akrual BLU?
2. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas|
LAK? va
3. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca va
4. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya va
di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU
5. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU Ya
pada Neraca
6. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Ya
Neraca
7. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

“Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal

lainnya yang diperlukan termasuk perbedaan dengan MonSAKTI”

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL

Nama
Nip

Nama
Nip

......... grssssssssnnnnnnnnnn
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STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam rangka mewujudkan penyajian laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan
transparan, Kementerian Pertahanan melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan instansi. Salah satu unsur dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
tersebut adalah tersedianya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan di
dalam entitas pelaporan.

Unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada masing-masing Kementerian Pertahanan
dimungkinkan berbeda-beda, tergantung pada karakteristik dan struktur organisasi
Kementerian Pertahanan tersebut. Kementerian Pertahanan yang membawahi banyak
satker dan tersebar lokasinya di berbagai wilayah, struktur organisasi unit akuntansi dan
pelaporan keuangannya dapat mencakup UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA.

Ketentuan mengenai pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada
Kementerian Pertahanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.
Dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi, Kementerian
Pertahanan membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan serta unit akuntansi

dan pelaporan barang yang terdiri atas:

1.  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
dan Unit Akuntansi dan Keuangan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W).

Kementerian Pertahanan atau unit Eselon 1 dapat membentuk UAPPA-W/
UAPPB-W dalam hal:

a. Secara organisatoris dibutuhkan; dan/atau
b.  Memiliki jumlah satker lebih dari satu dalam satu wilayah.

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon 1 (UAPPA-E1) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-EL1).

Kementerian Pertahanan dapat membentuk UAPPA-E1/UAPPB-E1 dalam hal:

a. Secara organisatoris dibutuhkan atau telah terdapat penetapan yang
mengikat dalam struktur organisasi; atau

b.  Memiliki lebih dari satu unit Eselon 1 atau unit yang dipersamakan.
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PENANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
UAKPA merupakan unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan
pelaporan pada tingkat Satuan Kerja. Penanggung jawab UAKPA adalah Kepala
Satuan Kerja (Kasatker).

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W)

UAPPA-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang menggabungkan
seluruh laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA (satuan kerja) yang
berada di wilayah kerjanya atau UAKPA yang berada langsung di bawahnya.
UAPPA-W dibentuk dengan penetapan dan penunjukan kantor wilayah atau
satuan kerja yang bertindak sebagai UAPPA-W oleh UAPA atau UAPPA-EL1.
Penanggung jawab UAPPA-W adalah kepala kantor wilayah atau kepala satuan
kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W.

UAPPA-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat Eselon 1 atau unit organisasi
yang ditunjuk sebagai Eselon 1, penanggung jawabnya adalah pejabat Eselon 1
atau pejabat yang ditunjuk.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA).

UAPA merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Pertahanan
(Pengguna Anggaran), penanggung jawabnya adalah Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.

Dengan adanya pembentukan dan penunjukan unit akuntansi dan pelaporan
keuangan, diperlukan adanya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan
keuangan.

Struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

a.

UAKPA.

KEPALA SATUAN KERJA/
PEJABAT YANG DITUNJUK

|

| |
| |
1 |
I I I
| KASUBBAG TU/PEJABAT YANG 1
| |
| |
1 |
| |

MENANGANI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG DITUNJUK

PETUGAS AKUNTANSI/ PENGGUNA/
VERIFIKASI USER SAKTI

T I Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi Keuangan

----------------------
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Tugas pokok penanggung jawab UAKPA adalah menyelenggarakan akuntansi
keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan;

b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan
memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a. Penanggung jawab UAKPA.

1)

2)

Kepala Satuan Kerja, Kepala Subbagian TU/pejabat yang menangani
keuangan/verifikasi ~dan  akuntansi/pejabat yang  ditunjuk
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah
ditetapkan;

b) Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai
pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di
lingkungannya;

c) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan;

d) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;

e) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak
luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem;

f) Memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi
monitoring dan transaksi SAKTI,

g) Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan
didistribusikan;

h)  Menandatangani Laporan Keuangan tingkat UAKPA; dan

)] Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA vyang sudah
ditandatangani ke KPPN, UAPPA-W, dan UAPPA-E1.

Pejabat Eselon IV/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi
keuangan/verifikasi dan  akuntansi/pejabat yang  ditunjuk
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
berdasarkan target yang telah ditetapkan;
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b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para
pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan;

c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem
akuntansi keuangan di lingkup UAKPA,;

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
laporan barang dengan laporan keuangan;

e) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN
setiap bulan;

f) Memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi
Monitoring dan transaksi SAKTI; dan

g) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan tingkat UAKPA
yang akan didistribusikan.

Petugas Akuntansi Keuangan.

Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA vyang terdiri dari Petugas
Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

1) Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi;

2)  Membukukan/menginput dokumen sumber ke dalam aplikasi SAKTI;

3) Melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/buku besar yang dihasilkan
aplikasi SAKTI dengan dokumen sumber;

4) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan
laporan barang dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang
disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

5) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan
koreksi apabila ditemukan kesalahan;

6) Memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi monitoring
dan transaksi SAKTI dan menindaklanjuti perbaikan data melalui
aplikasi SAKTI,

7)  Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA,;

8) Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAKPA;

9) Melakukan analisis untuk membuat CalLK; dan

10)

Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAKPA.
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UAPPA-W.

KEPALA SATKER YANG
DITETAPKAN/PIMPINAN YANG
DITUNJUK

1 |
1 |
1 1
1 |
1 |

|
: KABAG KEUANGAN/KABAG 1
1 VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ 1
1 PEJABAT YANG MEMBIDANGI |
| KEUANGAN/VERIFIKASI DAN 1
| AKINTANSI/PEJABAT YANG 1
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |

DITUNJUK
|

KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG DITUNJUK
DITUNJUK

PETUGAS AKUNTANSI/ PENGGUNA/
VERIFIKASI USER SAKTI

llustrasi Struktur Organisasi UAPPA-W

Keterangan:
______ |
! , Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi Keuangan

Pada tingkat wilayah, Kementerian Pertahanan menunjuk dan menetapkan
satuan kerja sebagai UAPPA-W untuk unit vertikal instansi yang berada di
wilayah. Struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan untuk
satuan kerja yang ditunjuk sebagai UAPPA-W disesuaikan dengan struktur
organisasi Kementerian Pertahanan:

a. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan;

b.  Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan

c. Memantau pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab UAPPA-W.

1) Kepala Kantor Wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPA-W
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
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Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi
Keuangan di lingkup UAPPA-W;

Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai
pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;

Menetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup wilayahnya;

Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan
prasarana yang diperlukan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di
lingkup UAPPA-W,

Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan;

Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak
luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan antara UAPPA-W dengan UAPPA-E1,
UAPA dan Tim Bimbingan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung
Jawab tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1; dan

Menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W ke
UAPPA-E1 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran.

Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang
membidangi Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang
ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W;

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang
diperlukan;

Menyetujui laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan;

Memonitoring kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W
dan tingkat UAKPA,;



3)

49

e) Memantau kualitas data laporan keuangan melalui aplikasi
monitoring dan transaksi SAKTI; dan

f)  Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan
disampaikan ke UAPPA-E1 sebelum ditandatangani oleh Kepala
Kantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.

Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi Keuangan/
Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:

a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
berdasarkan target yang telah ditetapkan;

b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para
pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan;

c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W;

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
laporan barang dengan laporan keuangan;

e) Memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi
monitoring dan transaksi SAKTI,

f)  meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W
yang akan didistribusikan; dan

g Menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W kepada
UAPPA-E1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor
Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.

Petugas Akuntansi Keuangan.

Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

1) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAKPA,;

2) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan
laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

3) Memantau kualitas data laporan keuangan melalui aplikasi monitoring
dan transaksi SAKTI;

4)  Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W;

5)

Melakukan analisis untuk membuat CaLK;
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6) Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W; dan

7)  Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan UAPPA-W.

c. UAPPA-E1L.

PEJABAT ESELON 1/
PEJABAT YANG DITUNJUK

1
SEKRETARIS ESELON 1/
PEJABAT YANG DITUNJUK
I

|

1

|

|

|

1

|

|

|

1 KABAG KEUANGAN/KABAG
: VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
I

PEJABAT YANG MEMBIDANGI

KEUANGAN/VERIFIKASI DAN

AKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK DITUNJUK

KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG DITUNJUK

PETUGAS VERIFIKASI/ PENGGUNA/USER
AKUNTANSI SAKTI/MonSAKTI

llustrasi Struktur Organisasi UAPPA-E1

I I Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi Keuangan

Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-E1 adalah menyelenggarakan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat unit Eselon 1 dengan fungsi
sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;

b.  Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan

c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-E1 melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab UAPPA-E1.

1) Pejabat Eselon 1 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
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Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan di lingkup unit Eselon 1;

Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1 sebagai
pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang diperlukan;

Menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Eselon 1,

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di
lingkup UAPPA-E1,;

Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggung
jawab tingkat UAPPA-E1 yang akan disampaikan ke
Menteri/Pimpinan Lembaga; dan

Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 kepada Menteri/
Pimpinan Lembaga sebagai laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran.

Sekretaris Eselon 1 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan di lingkup Eselon 1,

Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada
organisasi UAPPA- E1;

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang
diperlukan;

Memonitoring kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA- E1;
dan

Menyetujui Laporan Keuangan tingkat Eselon 1 yang akan
disampaikan ke UAPA, sebelum ditandatangani pejabat
Eselon 1.

Kepala Bagian dan/atau Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasi dan
Akuntansi/pejabat yang membidangi keuangan/verifikasi dan
akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
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Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
berdasarkan target yang telah ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/
petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan;

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E1;

Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak
luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
laporan barang dengan laporan keuangan;

Memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi
monitoring dan transaksi SAKTI; dan

Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1
yang akan didistribusikan.

Petugas Akuntansi Keuangan.

Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-E1 melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAPPA-W;

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan
laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta
memberikan rekomendasi koreksi apabila ditemukan kesalahan;

Memantau kualitas data laporan keuangan melalui aplikasi monitoring
dan transaksi SAKTI;

Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1;

Melakukan analisis untuk membuat CalLK;

Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E 1; dan

Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E 1.
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MENTERI

PEJABAT ESELON 1

MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/
PEJABAT YANG DITUNJUK

YANG

KEUANGAN/VERIFIKA

DITUNJUK

KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI

AKUNTANSI/ PEJABAT YANG

SI DAN

KEUANGAN/VERIFIKA

DITUNJUK

KABAG KEUANGAN/KABAG
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG MEMBIDANGI

AKUNTANSI/ PEJABAT YANG

SI DAN

KEPALA SUBBAGIAN/SE

MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG DITUNJUK

KSI YANG

PETUGAS VERIFIKASI/
AKUNTANSI

PENGGUNA/USER

SAKTI/MonSAKTI

llustrasi Struktur Organisasi UAPA

Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi Keuangan

Tugas pokok penanggung jawab UAPA adalah menyelenggarakan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat Kementerian Pertahanan
dengan fungsi sebagai berikut:

a.
b.

C.

Menyelenggarakan akuntansi keuangan;

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan

Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPA melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a.

Penanggung jawab UAPA

1)

Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan kegiatan berikut:

a) Membina dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan

Kementerian Pertahanan;

di

lingkup
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Membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada PA,
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang
diperlukan;

Menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan;

Membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan di Hhgkup Kementerian Pertahanan;

Menandatangani pernyataan tanggung jawab;

Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan

Menandatangani Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan
yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pejabat Eselon 1 dan/atau kepala biro yang membidangi
keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan berikut:

a)

b)

c)

d)

Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan di lingkup Kementerian;

Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana
dan prasarana yang diperlukan;

Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1 dan tim bimbingan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Negara yang akan
disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri.

Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala
Subbagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau pejabat yang
membidangi keuangan/verifikasi dan akuntansi atau pejabat yang
ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a)

b)

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di
lingkup Kementerian Pertahanan;

Menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh
unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun
daerabh;

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang
diperlukan;
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Memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian /
Lembaga,;

Memberikan petunjuk kepada unit akuntansi dan pelaporan
keuangan di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan
kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan
prasarana serta hal-hal administratif lainnya;

Melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di
lingkup Kementerian Pertahanan;

Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Kementerian
Negara yang akan didistribusikan;

Mengkoordinasikan  pembuatan laporan kegiatan dan
pendistribusiannya;

Mengevaluasi hasil keija petugas akuntansi;

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
laporan barang dengan laporan keuangan;

Memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi
monitoring dan transaksi SAKTI; dan

Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA ke Menteri Keuangan
c.g. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah
ditandatangani oleh Menteri.

Petugas Akuntansi Keuangan.

Petugas akuntansi pada tingkat UAPA melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAPPA- E1;

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan
Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

Memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi monitoring
dan transaksi SAKTI;

Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPA;

Meneliti dan menganalisis laporan keuangan tingkat UAPA untuk
membuat CaLK;

Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPA;

Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan

menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA.
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TRANSAKSI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

GAMBARAN UMUM.

Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas, fungsi,
dan tanggung jawabnya, setiap Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi dana
yang dituangkan dan disahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Anggaran
tersebut dialokasikan ke seluruh unit di lingkup Kementerian Pertahanan sebagai
dasar dalam merealisasikan belanja, memungut pendapatan, menatausahakan
piutang, kewajiban, Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawabnya, dan
lain sebagainya.

Dalam mengelola anggaran yang dialokasikan kepadanya, unit-unit pada Kementerian
Pertahanan melakukan berbagai transaksi, dimana setiap transaksi wajib
dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang disusun secara periodik
(triwulanan, semesteran, dan/atau tahunan). Pengumpulan data, verifikasi dokumen
sumber, perlakuan, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan informasi terkait
seluruh transaksi dan kejadian yang terjadi pada masing-masing unit tersebut
dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAl). Setiap
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyelenggarakan SAl dan bertindak selaku
penanggung jawab entitas akuntansi, dimana SAI dilakukan secara berjenjang dari
tingkat satuan kerja, wilayah, Eselon 1, sampai dengan Kementerian Pertahanan,
sesuai dengan struktur organisasi masing-masing Kementerian Pertahanan.

Transaksi yang dimungkinkan terjadi pada entitas akuntansi terdiri dari transaksi
keuangan dan transaksi BMN. Transaksi keuangan antara lain mencakup penetapan
Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), realisasi belanja dan pengembalian
belanja, realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan, transaksi terkait piutang
dan kewajiban, kas dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara
Penerimaan, dan lain sebagainya. Transaksi BMN meliputi mutasi masuk
(penambahan), mutasi keluar (pengurangan), dan/atau perubahan (penyesuaian dan
koreksi) kuantitas dan/atau nilai BMN.

SAI diselenggarakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), kebijakan akuntansi pemerintah pusat, Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), Bagan Akun Standar (BAS), serta seluruh
regulasi, kebijakan, dan petunjuk teknis mengenai proses bisnis masing-masing
transaksi keuangan dan BMN. Selain itu, penyelenggaraan SAl perlu didukung
dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta infrastruktur yang
memadai. Dalam rangka penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung
pengelolaan APBN sesuai tata kelola yang baik, Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Keuangan secara berkelanjutan melakukan pemutakhiran teknologi informasi,
termasuk pengembangan sistem aplikasi yang mengintegrasikan prosedur
perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan,
termasuk penatausahaan kas, BMN, dan piutang.

Sistem Aplikasi Terintegrasi yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan dalam hal
ini Aplikasi SAKTI mulai digunakan secara bertahap sejak tahun 2015 (pemrosesan
Surat Perintah Membayar/SPM gaji bulan Januari 2016) dan pada akhirnya digunakan
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oleh seluruh satker pada Kementerian Pertahanan mulai tahun 2022. Aplikasi
SAKTI yang digunakan oleh pengelola APBN terdiri dari Modul Administrasi, Modul
Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul
Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul Akuntansi dan Pelaporan
(General Ledger dan Pelaporan/GLP). Penyusunan laporan keuangan berkaitan erat
dengan Modul GLP, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul Piutang. Namun
demikian, pencatatan transaksi yang dihasilkan dalam laporan keuangan juga
dihasilkan oleh modul-modul lain seperti Modul Penganggaran, Modul Komitmen, dan
Modul Bendahara. Hubungan antar modul diilustrasikan pada Gambar 4.1 berikut ini.

S ——— 2 p—

PEM&AYABAN PQKJMEANSPM = e et e

MoDUL MODUL
BENDAHARA -. e PIUTANG
CLOSING PERIOD ‘ CLOSING PERIOD

JURNAL
MODUL T~ -;—-..

.....
PEMBAYARAN ; ———

! p= JURNAL
ASET DAN PERSEDIAAN ‘

l

i INFORMAS(
) MODUL ASET
P TETAP &

PERSEDIAAN

MODUL
KOMITMEN

iﬂ

ASET/JASA

PENDETAILAN
W T M ar

R

Gambar 4.1 Hubungan antar Modul Aplikasi SAKTI
PROSEDUR AKUNTANSI.

Secara umum, akuntansi adalah serangkaian proses mengidentifikasi, mencatat,
mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, data dan informasi untuk disajikan dalam
laporan keuangan. Prosedur akuntansi yang difasilitasi dengan Aplikasi SAKTI diawali
dari pengumpulan data dan verifikasi dokumen sumber transaksi dan peristiwa
akuntansi. Selanjutnya, dilakukan pencatatan atau perekaman dokumen sumber
melalui modul-modul terkait sesuai dengan jenis transaksinya serta validasi dan/atau
persetujuan atas pencatatan yang dilakukan. Dengan demikian, terbentuk jurnal
dengan melibatkan segmen-segmen BAS. Jurnal-jurnal tersebut diklasifikasikan dan
dipindahkan ke dalam buku besar akrual dan/atau buku besar kas berdasarkan akun-
akun yang sesuai. Saldo buku besar tersebut selanjutnya dilakukan pengikhtisaran
dan disajikan dalam neraca percobaan. Dalam hal diperlukan, dilakukan penyesuaian
dan koreksi sebelum saldo-saldo tersebut disajikan dalam laporan keuangan terkait.
Prosedur akuntansi yang difasilitasi Aplikasi SAKTI diilustrasikan sebagaimana
Gambar 4.2.
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Migrasi DOKUMEN VALIDAS| & TUTUP
> sakdo Awal >> SUMBER >> JURNAL >> POSTING >> PERIODE >> PELAPORAN >

[

PERSEDIAAN l JURNAL KOMTTMEN | BUKU BESAR AKRUAL NERACA SALDO m {PEMBURUANSASE
ASET TETAP/ASET [ JURNAL PEMBAYARAN ‘ LAPORAN {PEMBUKUAN BASIS
LAINNYA BUKU BESAR KAS KAS)
SALDO NE I JURNAL BENDAHARA l
REKONSILIASH
(SAIBA) | TRANSAKS! & JURNAL ASET
SALDO NERACA | TETAP/ASET LAINNYA
{SAIBA) | TRANSAKS! & JURNAL LAPORAN RONSOLIDAS!
| PERSEDIAAN
JURNAL PIUTANG
JURNAL PENYESUAIAN
JURNAL TERKAIT

INTERKONEKS! PERPAJAKAN
> > SUMMARY &TUTUP PERIODE > LAPORAN BMN

Gambar 4.2 Prosedur Akuntansi yang Difasilitasi Aplikasi SAKTI

Penjelasan:

>

Dokumen Sumber.

Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi
keuangan dan BMN yang digunakan sebagai sumber dalam melakukan
pencatatan untuk menghasilkan informasi akuntansi. = Dokumen sumber
merupakan data masukan (input) dalam proses akuntansi.

Dokumen sumber terdiri dari dokumen eksternal dan dokumen internal.
Dokumen eksternal merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak di luar
entitas akuntansi (satker) yang bersangkutan, sedangkan dokumen internal
merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh entitas akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan oleh entitas akuntansi pada Kementerian Pertahanan
sebagai dasar pencatatan antara lain meliputi:

% Dokumen saldo awal neraca, misalnya berupa laporan keuangan audited
Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

« Dokumen anggaran berupa DIPA, revisi DIPA, dan/atau Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK).

% Dokumen transaksi Tahun Anggaran Berjalan (TAB), antara lain berupa
Berita Acara Serah Terima (BAST, resume tagihan atau Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan.

X/

%  Dokumen pengesahan antara lain:

o Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)/Surat
Pengesahan Hibah Langsung (SPHL);

o Surat Permintaan Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung (SP4HL)/Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan
Hibah Langsung (SP3HL);
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o Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang dan Jasa (MPHL-
BJS)/Persetujuan  MPHL-BJS, Surat Perintah  Pembukuan/
Pengesahan (SP3); dan

o Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-
BLU)/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B-
BLU).

% Dokumen penyesuaian dan/atau koreksi yang dituangkan dalam memo
penyesuaian.

Jurnal dan Buku Besar.

Jurnal akuntansi pemerintahan merupakan media pencatatan yang
menggunakan klasifikasi akun dalam BAS yang secara umum digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pada prinsipnya, setiap transaksi
dicatat menggunakan sistem pembukuan jurnal ganda (double entry system).
Namun demikian, Pemerintah juga menerapkan sistem pembukuan jurnal
tunggal (single entry system) khusus untuk pencatatan alokasi anggaran.

Pencatatan jurnal akuntansi secara double entry system merupakan pencatatan
transaksi dan/atau kejadian keuangan dan/atau BMN dengan melibatkan dua
akun secara bersamaan pada sisi debit dan kredit, dengan nilai pada masing-
masing sisi secara seimbang. Sedangkan pencatatan jurnal akuntansi secara
single entry merupakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan
dengan hanya melibatkan satu akun atau satu sisi jurnal (debit atau kredit saja)
tanpa penyeimbang. Sistem pembukuan jurnal tunggal biasanya digunakan
untuk kebutuhan manajerial.

Jurnal yang tercatat pada sistem aplikasi terintegrasi disertai segmen-segmen
BAS untuk memudahkan identifikasi transaksi dan/atau kejadian. Segmen BAS
juga digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan dan memindahbukukan
jurnal ke buku besar berdasarkan akun-akun yang sesuai. Buku besar terdiri dari
buku besar akrual dan buku besar kas. Buku besar akrual digunakan untuk
menampung jurnal-jurnal yang dicatat berdasarkan basis akrual, sedangkan
buku besar kas digunakan untuk menampung jurnal yang dicatat menggunakan
basis kas.

Neraca Percobaan.

Neraca percobaan atau disebut juga neraca saldo merupakan kumpulan saldo
setiap akun yang ada dalam buku besar. Neraca percobaan menyajikan
kodefikasi dan uraian akun beserta saldonya. Nilai yang disajikan dalam neraca
percobaan adalah saldo debit dan saldo kredit, sesuai dengan saldo akhir akun-
akun tersebut dalam buku besar. Neraca percobaan merupakan laporan yang
digunakan secara internal oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
untuk memastikan keseimbangan total nilai debit dan kredit atas pencatatan
transaksi dan/atau kejadian dalam entitas tersebut. Neraca percobaan dapat
membantu mendeteksi adanya kesalahan pencatatan, yang diindikasikan
dengan ketidakseimbangan saldo antara sisi debit dan kredit. Sebagaimana
buku besar, neraca percobaan juga terdiri dari neraca percobaan akrual yang
menyajikan saldo-saldo dari buku besar akrual, dan neraca percobaan kas yang
menampung saldo-saldo dari buku besar kas.
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Komponen Laporan Keuangan.

Saldo masing-masing akun yang terdapat dalam neraca percobaan selanjutnya
disajikan dalam laporan keuangan, sesuai dengan karakteristik masing-masing
akun tersebut. Akun-akun belanja dan pendapatan pada buku besar kas
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan akun-akun
beban dan pendapatan pada buku besar akrual disajikan dalam Laporan
Operasional. Akun-akun ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE), akun-akun aset dan kewajiban disajikan dalam neraca. Khusus untuk
satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
(BLU) juga menyajikan Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran lebih (LPSAL). Untuk laporan keuangan semester | dan tahunan,
satker juga menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) yang
menjelaskan saldo-saldo yang disajikan pada masing-masing komponen laporan
keuangan, serta penjelasan atas hal-hal lainnya dalam rangka pengungkapan
secara memadai.

TRANSAKSI KEUANGAN.

Transaksi keuangan terkait pengelolaan APBN yang dimungkinkan terjadi pada entitas
akuntansi di Kementerian Pertahanan antara lain pencatatan dokumen penganggaran,
realisasi pendapatan, realisasi belanja, pengembalian pendapatan, pengembalian
belanja, penatausahaan kas, penatausahaan piutang, transaksi pengesahan,
pencatatan kewajiban, dan lain sebagainya.

1.

Saldo Awal.

Saldo awal merupakan angka nominal dari masing-masing pos yang disajikan
dalam laporan keuangan sebelum teijadi transaksi apapun dalam Tahun
Anggaran Berjalan (TAB). Saldo awal dalam laporan keuangan TAB merupakan
saldo akhir yang disajikan dalam laporan keuangan Tahun Anggaran Yang lalu
(TAYL) audited.

Sehubungan dengan perubahan sistem aplikasi pelaporan dari Aplikasi e-
Rekon&LK, Aplikasi SAIBA, Aplikasi SIMAK BMN, dan Aplikasi Persediaan ke
Aplikasi SAKTI, dilakukan prosedur migrasi data dalam rangka pembentukan
saldo awal pada masing-masing modul di Aplikasi SAKTI, antara lain Modul
Persediaan, Modul Aset Tetap, serta Modul Akuntansi dan Pelaporan (Modul
General Ledger dan Pelaporan/GLP).

Migrasi saldo awal menghasilkan nilai yang tercantum pada neraca percobaan
saldo awal TAB sama dengan neraca percobaan saldo akhir TAYL, kecuali untuk
ekuitas. Hal dikarenakan akun- akun nominal seperti pendapatan dan beban
yang disajikan dalam neraca percobaan TAYL telah ditutup ke dalam akun
ekuitas. Migrasi saldo awal melalui sistem aplikasi pelaporan secara otomatis
menempatkan saldo aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan posisi
normalnya, yaitu sebagai berikut:

Tanggal Keterangan Debit Kredit
1Jan 20x1 | Aset Lancar XXX
Aset Tetap XXX
Aset Lainnya XXX
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Penyisihan piutang tak tertagih XXX
Akumulasi Penyusutan XXX
Kewajiban XXX
Ekuitas XXX

llustrasi neraca percobaan saldo awal yang terbentuk setelah dilakukan migrasi
data adalah sebagai berikut:

Kementerian XX
Direktorat Jenderal XX
Neraca
Per 1 Januari 2022

ASET

| Kas di Bendahara Pengeluaran 1,000,000
Kas di Bendahara Pc;ﬂmnnn 100,000,000 ]
Kas Lainaya d1 Bandahara Peng~luaras 2,000,000
Piutang PNBP 600,000
Penyisihan Puutang Tak Tertag:h {60,000) !

/70,000,000
173,540,000

Persodiaan

Jumilah Aset Lancar
Aset Tetap

Tanah

Peralatan dan Mesin

chu{:gdan Bangunan

1,000,000,000
2,000,000,000
5,000,000,000
{2.500,000.000)
2,500,000,000 |

Axumulas: Penyusutan |
Jumiah As et Tetap |

As:t Lasnnya
Asct Laun-laun

| Jumlah Aset Lainnya
[JUMLAH ASET
KEW AJ [BAN ‘
Kewn)iban Jangka Pendek ]
i Uang Mulka dari KPPN 1,000,000 l
Utang Kepada Pihak Kotiga A?:OOU.LX)U
T Jumiah Kewnjiban B 3,000,000 |
EKUITAS o - 1 |
Ekuitas
[JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

e ——— ==

5,673,540,000

5,670,540,000
5,673,5640,000 |

Setelah diperoleh saldo awal TAB yang sesuai dengan saldo akhir TAYL audited
sebagai hasil migrasi data, entitas akuntansi siap untuk mencatat transaksi dan
kejadian TAB yang berdampak pada laporan keuangan.

Transaksi Anggaran.

Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran
dan/atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), revisi
DIPA, dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), di mana transaksi ini erat
kaitannya dengan manajemen anggaran. Pencatatan alokasi anggaran
dilakukan secara single entry, yaitu dengan mencatat estimasi pendapatan yang
dialokasikan dan allotment belanja sesuai yang tertuang dalam DIPA. Jurnal
yang terbentuk dalam rangka pencatatan estimasi pendapatan dan allotment
belanja melalui Modul Penganggaran sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
Axxxxx |[Estimasi Pendapatan xxx yang| XXX LRA
Dialokasikan
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
Sxxxxx  |Allotment Belanja xxx XXX LRA
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Transaksi Pendapatan.

Pencatatan transaksi realisasi pendapatan dapat dibedakan menjadi tiga jenis,
yaitu pendapatan yang disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar, pendapatan
yang disetorkan ke kas negara oleh bendahara, dan pendapatan melalui
potongan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pada umumnya, pencatatan realisasi pendapatan melibatkan Modul Bendahara
dan Modul Pembayaran. Namun demikian, dimungkinkan pula pengakuan dan
pencatatan pendapatan pada buku besar akrual melalui Modul Piutang dan
Modul GLP, yang dibahas lebih lanjut pada subbab transaksi piutang dan
penyesuaian:

a. Pendapatan yang disetorkan ke Kas Negara oleh wajib bayar.

Untuk pendapatan yang disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar, entitas
akuntansi mencatat berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan. Setelah terjadi penyetoran ke kas
negara, entitas akuntansi mencatat data pendapatan berdasarkan data dari
Modul Penerimaan Negara (MPN) dan/ atau Sistem Informasi PNBP Online
(SIMPONI) melalui Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku
besar sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE
K Axxxxx |Pendapatan xxx XXX LO

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -
K AxxxxX |Pendapatan xxx XXX LRA

b. Pendapatan yang disetorkan ke Kas Negara oleh bendahara.

Untuk pendapatan yang diterima oleh bendahara, kemudian bendahara
yang melakukan penyetoran ke kas negara, satker mencatat pendapatan
dimaksud berdasarkan Surat Bukti Setor (SBS), BPN, atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Ketika pendapatan tersebut diterima oleh bendahara, entitas akuntansi
mencatat melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111711/ |[Kas di Bendahara Penerimaan/ Kas | xxx Neraca
111821 |Lainnya di Bendahara Pengeluaran

K Axxxxx [Pendapatan xxx XXX LO
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Setelah bendahara menyetorkan ke kas negara, satker mencatat
pendapatan  dimaksud melalui Modul Bendahara  sehingga
terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 |Diterima  dari  Entitas  Lain| XXX -
K 4xxxxx [Pendapatan xxx XXX LRA

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -
K AxxxxX  |Pendapatan xxx XXX LRA

c. Pendapatan melalui potongan SPM.

Pendapatan melalui potongan SPM mulai dicatat oleh satker pada saat
penerbitan resume tagihan (dalam hal ini Surat Perintah Pembayaran/SPP)
pada Modul Pembayaran, yaitu dengan membentuk jurnal pada buku besar
akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca
K Axxxxx_ |Pendapatan xxx XXX LO

Akun Piutang Lainnya tereliminasi ketika telah terbit SP2D dan telah
dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, sehingga terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE
K 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca

Selain itu, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -
K 4xxxxx  |Pendapatan xxx XXX LRA

Transaksi Belanja dan Beban.

Pencatatan transaksi realisasi belanja dapat dibedakan berdasarkan mekanisme
pembayarannya, yaitu mekanisme pembayaran langsung (LS) dan mekanisme
uang persediaan (UP). Selain itu, realisasi belanja juga dapat dibedakan
berdasarkan jenisnya, yaitu belanja yang tidak menghasilkan BMN dan belanja
yang menghasilkan BMN. Pada subbab ini, pembahasan dibatasi pada belanja
yang tidak menghasilkan BMN dan belanja yang menghasilkan BMN dengan
mekanisme LS. Sedangkan untuk belanja melalui mekanisme UP dibahas pada
subbab tersendiri.

Pencatatan transaksi belanja dan beban pada umumnya melibatkan Modul
Komitmen, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul Pembayaran.
Namun demikian, dimungkinkan pula terjadi pengakuan dan pencatatan beban
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melalui Modul GLP, yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab penyesuaian.

a.

Belanja barang dengan mekanisme LS yang tidak menghasilkan BMN.

Dokumen sumber yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mencatat
belanja LS yang tidak menghasilkan BMN atau belanja LS nonkontraktual
antara lain BAST, resume tagihan, SP2D, dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan. Belanja yang tidak menghasilkan BMN dapat dilakukan
secara kontraktual maupun non kontraktual.

Untuk belanja non kontraktual, pencatatan diawali dengan penerbitan
resume tagihan melalui Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal pada
buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 5xxxxx |Beban xxx XXX LO
K 21211X |Belanja yang Masih harus Dibayar | xxx | Neraca

Sedangkan untuk belanja kontraktual, pencatatan dimulai dari perekaman
kontrak pada Modul Komitmen namun tidak menghasilkan jurnal akuntansi.
Jurnal pada buku besar akrual mulai terbentuk pada saat dilakukan
pencatatan BAST pada Modul Komitmen:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 5xxxxx |Beban xxx XXX LO

K 218111 Utang  yang Belum Diterima] xxx | Neraca
Tagihannya

Untuk belanja kontraktual, perekaman BAST pada Modul Komitmen
dilanjutkan dengan pebernitan resume tagihan pada Modul Pembayaran
sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan

D 218111 |Utang yang Belum Diterima] xxx | Neraca
Tagihannya

K | 21211X [Belanja yang Masih Harus Dibayar xxx | Neraca

Selanjutnya, untuk belanja kontraktual maupun non kontraktual dilakukan
pengajuan SPM ke KPPN mitra. Setelah terbit SP2D dan dilakukan
pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 21211x |Belanja yang Masih Harus Dibayar xxx | Neraca
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Selain itu, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan

D 5xxxxx |Belanja xxx XXX LRA

K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
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Contoh ilustrasi transaksi belanja non kontraktual dengan mekanisme LS
yang tidak menghasilkan BMN:

Pada Satker A, terdapat pembayaran gaji susulan pegawai sebesar
Rp9.000.000,00 melalui penerbitan resume tagihan, SPM, dan SP2D
belanja pegawai. Pencatatan yang dilakukan oleh Satker A atas transaksi
ini adalah sebagai berikut:

Pada saat dilakukan perekaman resume tagihan pada Modul Pembayaran,
terbentuk jurnal pada buku besar akrual:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 51xxxx [Beban Pegawai 9.000.000 LO
K 212111 |Belanja Pegawai yang Masih| 9.000.000 | Neraca
harus Dibayar

Setelah diterbitkan SP2D oleh KPPN mitra dan dilakukan pencatatan SP2D
pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212111 |Belanja Pegawai yang Masih | 9.000.000 | Neraca
harus Dibayar
K 313111 [Ditagihkan ke Entitas Lain 9.000.000 LPE

Pencatatan SP2D juga menghasilkan jurnal pada bukubesar kas:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 51xxxx |Belanja Pegawai 9.000.000 LRA
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain 9.000.000 -

Belanja barang dengan mekanisme LS yang menghasilkan BMN
intrakomptabel.

BMN intrakomptabel merupakan BMN yang harga satuannya mencapai
nilai minimal kapitalisasi, sesuai ketentuan mengenai penatausahaan BMN.
Dalam hal suatu barang memenuhi definisi serta kriteria aset tetap/aset
lainnya dan harga satuannya memenuhi nilai minimal kapitalisasi, maka
sesuai PSAP dan ketentuan yang mengatur mengenai BAS, pengadaan
barang tersebut dilakukan menggunakan akun belanja modal.

Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan belanja modal
secara LS atau belanja kontraktual yang menghasilkan BMN
intrakomptabel antara lain BAST, BAPP, resume tagihan, SP2D, dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Pencatatan diawali dari perekaman kontrak pada Modul Komitmen, namun
tahapan ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi. Pencatatan kontrak
dilakukan untuk memastikan ketersediaan alokasi dana, sehingga
pengadaan BMN intrakomptabel tersebut dapat dilakukan pembayaran.
Selanjutnya, ketika terjadi penerimaan barang disertai BAST, dilakukan
pencatatan pada Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 139xxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya Belum| xxx |Neraca
16xxxx |Diregister
218111 |(Utang yang Belum Diterima] xxx |Neraca
Tagihannya

K

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen dilalnjutkan dengan pendetailan
BMN intrakomptabel pada Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal
pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya xXx |Neraca
16XXXX

K 139xxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya Belum| xxx |Neraca
16xxxx |Diregister

Dalam rangka pembayaran pengadaan BMN intrakomptabel tersebut,
satker menerbitkan SPP melalui Modul Pembayaran sehingga terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 218111 |Utang vyang Belum Diterima] xxx Neraca
Tagihannya

K 212113 |Belanja Modal yang Masih Harus| xxx Neraca
Dibayar

Setelah SP2D terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul
Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212113 [Belanja Modal yang Masih Harus| xxx Neraca
Dibayar
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Selain itu, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 53xxxx |Belanja Modal XXX LRA
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Contoh ilustrasi transaksi pengadaan BMN intrakomptabel dijelaskan pada
subbab mengenai transaksi aset tetap/aset lainnya.

Belanja barang dengan mekanisme LS yang menghasilkan BMN
ekstrakomptabel.

BMN ekstrakomptabel merupakan BMN yang harga satuannya tidak
mencapai nilai minimal kapitalisasi, sesuai ketentuan mengenai
penatausahaan BMN. Dalam hal suatu barang memenuhi definisi serta
kriteria aset tetap/aset lainnya namun harga satuannya tidak memenuhi
nilai minimal kapitalisasi, maka sesuai PSAP dan ketentuan yang mengatur
mengenai BAS, pengadaan barang tersebut dilakukan menggunakan akun
belanja barang, khususnya belanja barang ekstrakomptabel.
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Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan belanja barang
yang menghasilkan BMN ekstrakomptabel antara lain BAST, BAPP,
resume tagihan, SP2D, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pencatatan diawali dari perekaman kontrak pada Modul Komitmen, namun
tahapan ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi. Pencatatan kontrak
dilakukan untuk memastikan ketersediaan alokasi dana, sehingga
pengadaan BMN tersebut dapat dilakukan pembayaran. Selanjutnya,
ketika terjadi penerimaan barang disertai BAST, dilakukan pencatatan pada
Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 52125x |Beban xxx Ekstrakomptabel XXX LO
K 218111 Utang yang Belum Diterimal xxx Neraca
Tagihannya

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan
barang pada Modul Aset Tetap, namun tidak menghasilkan jurnal
akuntansi. Pendetailan ini bertujuan untuk mencatatkan barang tersebut
dalam laporan BMN ekstrakomptabel.

Dalam rangka pembayaran pengadaan BMN tersebut, satker menerbitkan
SPP melalui Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal pada buku besar
akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218111 (Utang yang Belum Diterimal Xxxx Neraca
Tagihannya

K 212112 Belanja Barang yang Masih| xxx Neraca
Harus Dibayar

Setelah SP2D terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul
Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 212112 Belanja Barang yang Masih| xxx Neraca
Harus Dibayar
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Selain itu, terbentuk jumal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 52125x |Belanja xxx Ekstrakomptabel XXX LRA
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Contoh ilustrasi transaksi pengadaan BMN ekstrakomtabel dijelaskan pada
subbab mengenai transaksi aset tetap/aset lainnya.

Belanja barang dengan mekanisme LS yang menghasilkan persediaan.
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Sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, persediaan dicatat
dengan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap
terjadi transaksi yang mempengaruhi saldo persediaan. Pencatatan
belanja yang menghasilkan persediaan dilakukan dengan pendekatan aset,
di mana realisasi belanja memunculkan akun persediaan. Selanjutnya,
beban dicatat ketika terjadi mutasi keluar persediaan sesuai
peruntukkannya (pemakaian, penyerahan kepada masyarakat/pemerintah
daerah, penyerahan dalam rangka bantuan sosial, dan lain sebagainya).

Berdasarkan ketentuan mengenai BAS, telah tersedia akun-akun belanja
spesifik yang digunakan untuk pengadaan persediaan. Untuk menentukan
apakah suatu barang dapat digolongkan sebagai persediaan, selain
memperhatikan definisi dan kriteria persediaan sesuai PSAP 05 tentang
Akuntansi Persediaan, satker harus memastikan apakah pengadaan
barang tersebut direncanakan untuk digunakan secara kontinyu atau
berkelanjutan dan tidak hanya ditujukan untuk satu kali kegiatan saja.

Pencatatan realisasi belanja dengan mekansime LS yang menghasilkan
persediaan dimulai dari perekaman kontrak pada Modul Komitmen namun
tidak menghasilkan jurnal akuntansi. Selanjutnya, ketika persediaan
diterima disertai BAST, satker mencatat pada Modul Komitmen sehingga
membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911 |Persediaan Belum Diregister XXX Neraca
K 218111 |Utang vyang Belum Diterima] xxx Neraca

Tagihannya

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen diikuti dengan proses pendetailan
barang pada Modul Persediaan sehingga membentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxx |[Persediaan xxx XXX Neraca
K 117911 |Persediaan Belum Diregister XXX Neraca

Selanjutnya, pada saat penerbitan resume tagihan di Modul Pembayaran,
terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218111 Utang vyang Belum Diterimal Xxxx Neraca
Tagihannya
K 212112 Belanja Barang yang Masih Harus| xxx Neraca
Dibayar

Setelah SP2D terbit dan dilakukan pencatatan pada Modul Pembayaran,
terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212112 |Belanja Barang yang Masih Harus| xxx Neraca
Dibayar
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE
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Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran juga membentuk jurnal pada
buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 5xxxxx Belanja Barang yang| XXxx LRA
Menghasilkan Persediaan
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Contoh ilustrasi transaksi pengadaan persediaan dijelaskan pada subbab
mengenai transaksi persediaan.

Transaksi Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP).

Transaksi yang terjadi terkait UP/TUP antara lain mencakup penyediaan UP/TUP
pertama kali, penggantian UP (GUP), penihilan UP (GUP nihil),
pertanggungjawaban TUP (PTUP), serta penyetoran sisa UP/TUP ke kas
negara.

a. Penyediaan UP/TUP pertama kali.

Pencatatan UP/TUP dimulai pada saat penerbitan resume tagihan melalui
Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun RL Laporan
D 825xxx |Pengeluaran UP/TUP XXX -
K 212144 |Pengeluaran Transito yang masih| Xxxx Neraca
harus dibayar
11561x |Piutang dari UP/TUP yang Akan| Xxxx Neraca
Diterima
K 825xxx |Pengeluaran UP/TUP XXX -

Setelah terbit SP2D UP/TUP dan dilakukan pencatatan SP2D UP/TUP
pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai

berikut:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212144 |Pengeluaran Transito yang masih, XXX Neraca
harus dibayar
K 219511 |Uang Muka dari KPPN XXX Neraca
D 11161x |Kas di Bendahara Pengeluaran XxxX Neraca
UP/TUP
K 11561x |Piutang dari UP/TUP yang Akan| XXX Neraca
Diterima

Pencatatan SP2D UP/TUP juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 825xxx |Pengeluaran UP/TUP XXX -
K 219511 |Uang Muka dari KPPN XXX Neraca
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Transaksi penggantian UP (GUP) atas belanja yang tidak menghasilkan
BMN.

Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan verifikasi, satker
menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) melalui Modul Pembayaran
sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 5xxxxx |Beban xxx XXX LO
K 218111 |Utang vyang Belum Diterimal xxx Neraca
Tagihannya

Selanjutnya, penerbitan resume tagihan (SPP GUP) melalui Modul
Pembayaran menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 218111 |Utang vyang Belum Diterima Xxxx Neraca
Tagihannya

K 21211x |Belanja yang Masih Harus Dibayar| xxx Neraca

Setelah SP2D GUP terbit dan dilakukan pencatatan pada Modul
Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 21211x |Belanja yang Masih Harus Dibay | XXX Neraca
ar
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Pencatatan SP2D GUP pada Modul Pembayaran juga membentuk jurnal
pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 5xxxxx [Belanja xxx XXX LRA
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Transaksi penggantian GUP atas belanja yang menghasilkan BMN pptabel
atau persediaan.

Untuk transaksi ini, pencatatan dimulai ketika terjadi penerimaan barang
disertai BAST yang dicatat pada Modul Komitmen sehingga membentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset] xxx Neraca
139xxx/ |Lainnya Belum Diregister
16Xxxxx
K 218111 (Utang yang Belum Diterimal xxx Neraca
Tagihannya

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan
barang pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan, sehingga terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxx/ [Persediaan/Aset Tetap/Aset] xxx Neraca
13xxxx/ |Lainnya
16Xxxxx

K 117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset] xxx Neraca
139xxx/ |Lainnya Belum Diregister

Pada saat penerbitan SPP GUP melalui Modul Pembayaran, terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 218111 Utang yang Belum Diterima] xxx Neraca
Tagihannya

K 21211X |Belanja yang Masih Harus| xxx Neraca
Dibayar

Setelah SP2D GUP terbit dan dilakukan pencatatan SP2D GUP pada Modul
Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 21211x |Belanja yang Masih Harus| xxx Neraca
Dibayar
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Selain itu, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D Sxxxxx |Belanja xxx XXX LRA
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Transaksi penggantian GUP atas belanja yang menghasilkan BMN
ekstrakomptabel.

Pencatatan dimulai ketika terjadi penerimaan barang disertai BAST yang
dicatat pada Modul Komitmen, sehingga membentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 52125x |Beban xxx Ekstrakomptabel XXX LO
K 218111 (Utang yang Belum Diterima] xxx Neraca
Tagihannya

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan
barang pada Modul Aset Tetap namun tidak menghasilkan jurnal akuntansi.
Selanjutnya, pada saat penerbitan SPP GUP melalui Modul Pembayaran,
terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 218111 |Utang yang Belum Diterimal xxx Neraca
Tagihannya
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K 212112 Belanja Barang yang Masih| xxx Neraca
Harus Dibayar

Setelah SP2D GUP terbit dan dilakukan pencatatan SP2D GUP pada Modul
Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 212112 Belanja Barang yang Masih| xxx Neraca
Harus Dibayar
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Selain itu, terbentuk jumal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 52125x |Belanja xxx Ekstrakomptabel XXX LRA
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Penihilan UP/TUP (GU Nihil atau PTUP).

Dalam hal diterbitkan SP2D GU Nihil atau SP2D PTUP, pencatatan SP2D
tersebut pada Modul Pembayaran membentuk jurnal pada buku besar
akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 815xxx [Penerimaan Pengembalian| xxx -
UP/TUP
K 212144 |Pengeluaran  Transit© yang XxxX Neraca
masih harus dibayar

D 212xxx |Utang kepada Pihak Ketiga XXX Neraca

K 815xxx [Penerimaan Pengembalian| xxx Neraca
UP/TUP

D 219511 |Uang Muka dari KPPN XXX Neraca

K 11161X |Kas di Bendahara Pengeluaran, xxx Neraca
UP/TUP

Pencatatan SP2D GU Nihil atau SP2D PTUP juga membentuk jurnal pada
buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 219511 |Uang Muka dari KPPN XXX Neraca
K 815xxx [Penerimaan Pengembalian| xxx -

UP/TUP

Penyetoran sisa UP/TUP.

Pencatatan penyetoran sisa UP/TUP dilakukan berdasarkan BPN melalui
Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 815xxx [Penerimaan Pengembalian| xxx -
UP/TUP
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K 11161x |Kas di Bendahara Pengeluaran| xxx Neraca
UP/TUP

D 219511 |Uang Muka dari KPPN XXX Neraca

K 815xxx [Penerimaan Pengembalian| xxx -
UP/TUP

Pencatatan BPN tersebut juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 219511 |Uang Muka dari KPPN XXX Neraca
K 815xxx [Penerimaan Pengembalian| xxx -

UP/TUP

Transaksi Pengembalian Pendapatan.

Pengembalian pendapatan merupakan transaksi pengembalian atas penerimaan
pada waktu sebelumnya, baik pengembalian pendapatan TAB maupun
pengembalian pendapatan TAYL. Dokumen sumber pencatatan pengembalian
pendapatan antara lain SPM PP (Pengembalian Penerimaan), SPM KP (Kembali
Pajak), SPM KC (Kembali Cukai), dan dokumen lain yang dipersamakan.

Pencatatan transaksi pengembalian pendapatan dilakukan melalui Modul
Bendahara, sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D Axxxxx [Pendapatan xxx XXX LO
K 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE

Selain itu, terbentuk juga jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 4xxxxx [Pendapatan xxx XXX LRA
K 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -

Transaksi Pengembalian Belanja.

Pengembalian belanja merupakan transaksi pengembalian atas belanja yang
telah direalisasikan sebelumnya. Pengembalian belanja TAB dapat berdampak
pada pengurangan nilai belanja, beban, atau BMN yang dihasilkan dari realisasi
belanja tersebut. Sedangkan pengembalian atas belanja TAYL dicatat sebagai
pendapatan TAB (menggunakan akun penerimaan kembali belanja TAYL) dan
dapat berdampak pada pengurangan nilai BMN yang dihasilkan dari realisasi
belanja tersebut.

Transaksi pengembalian belanja dapat dilakukan melalui penyetoran ke kas
negara oleh wajib bayar atau melalui potongan SPM. Selain itu, pengembalian
belanja dapat terjadi atas realisasi belanja yang menghasilkan BMN atau tidak
menghasilkan BMN. Variasi kondisi ini dapat berdampak pada perbedaan
prosedur pencatatan transaksi pengembalian belanja.

a. Pengembalian belanja TAB yang tidak menghasilkan BMN melalui setoran
ke kas negara.
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Pengembalian belanja ini dicatat berdasarkan BPN melalui Modul
Bendahara, sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE
K | 5xxxxx [Beban xxx XXX LO

Perekaman BPN atas pengembalian belanja TAB ini juga menghasilkan
jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
K | 5xxxxx [Beban xxx XXX LRA

Pengembalian belanja TAB yang tidak menghasilkan BMN melalui
potongan SPM.

Pengembalian belanja yang dilakukan melalui potongan SPM mulai dicatat
pada saat terjadi penerbitan resume tagihan pada Modul Pembayaran,

yang menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 21211X |Belanja yang Masih Harus Dibayar XXX Neraca
K | 5xxxxx [Beban xxx XXX LO

Selanjutnya, setelah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D melalui
Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE
K | 21211x [Belanja yang Masih Harus Dibayar XXX Neraca

Pencatatan SP2D juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai

berikut:
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
K | Bxxxxx |Belanja xxx XXX LRA

Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN ekstrakomptabel
melalui setoran ke kas negara.

Untuk transaksi pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN
ekstrakomptabel, selain mencatat setoran ke kas negara menggunakan
akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya, satker juga mencatat
pengurangan nilai BMN yang bersangkutan. Setoran pengembalian
belanja seharusnya dilakukan dalam jumlah bruto, tidak dikurangi pajak
dan/atau potongan lainnya.

Pencatatan pengembalian negara dilakukan berdasarkan BPN melalui
Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:
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D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE
K | 52125x [Beban xxx Ekstrakomptabel XXX LO

Pencatatan BPN melalui Modul Bendahara juga menghasilkan jurnal pada
buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
K | 52125x [Belanja xxx Ekstrakomptabel XXX LRA

Sedangkan pencatatan pengurangan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar
nominal yang tercantum dalam BPN dilakukan berdasarkan surat
pernyataan PB/KPB melalui perekaman transaksi koreksi nilai melalui
Modul Aset Tetap, namun tidak membentuk jurnal akuntansi.

Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN berupa persediaan
melalui setoran ke kas negara.

Untuk transaksi pengembalian belanja TAB yang menghasilkan
persediaan, selain mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun
yang sama dengan akun realisasi belanjanya, satker juga mencatat
pengurangan nilai persediaan yang bersangkutan serta melakukan jurnal
penyesuaian. Setoran pengembalian belanja seharusnya dilakukan dalam
jumlah bruto, tidak dikurangi pajak dan/atau potongan lainnya.

Pencatatan pengembalian negara dilakukan berdasarkan BPN melalui
Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE
K | bBxxxxx |Belanja Barang yang Menghasilkan| xxx -

Persediaan

Pencatatan BPN melalui Modul Bendahara juga menghasilkan jurnal pada
buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
K | 5xxxxx |Belanja Barang yang Menghasilkan xxx LRA
Persediaan

Sedangkan pencatatan pengurangan nilai persediaan sebesar nominal
yang tercantum dalam BPN dilakukan berdasarkan surat pernyataan
PB/KPB melalui perekaman transaksi koreksi nilai melalui Modul

Persediaan, sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:
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D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 593311/ |Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/| xxx LO/LPE
391113 |Koreksi Nilai Persediaan

K | 117xxx [Persediaan xxx XXX Neraca

Pencatatan transaksi pengembalian belanja TAB dan pengurangan nilai
persediaan di atas perlu dilengkapi dengan jurnal penyesuaian melalui
Modul GLP, dengan tujuan untuk mengeliminasi ketidakwajaran berupa
munculnya saldo akun belanja barang yang menghasilkan persediaan pada
buku besar akrual di sisi kredit. Jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan
oleh satker adalah sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 5xxxxx |[Belanja Barang yang Menghasilkan xxx -

K | 593311/ |Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/| xxx LO/LPE
391113 [Koreksi Nilai Persediaan

Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN berupa aset
tetap/aset lainnya melalui setoran ke kas negara.

Untuk transaksi pengembalian belanja TAB yang menghasilkan aset
tetap/aset lainnya, selain mencatat setoran ke kas negara menggunakan
akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya, satker juga mencatat
pengurangan nilai aset tetap/aset lainnya yang bersangkutan serta
melakukan jurnal penyesuaian. Setoran pengembalian belanja seharusnya
dilakukan dalam jumlah bruto, tidak dikurangi pajak dan/atau potongan
lainnya.

Pencatatan pengembalian negara dilakukan berdasarkan BPN melalui
Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE
K | 53xxxx |Belanja Modal xxx XXX -

Pencatatan BPN melalui Modul Bendahara juga menghasilkan jurnal pada
buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
K | 53xxxx [Belanja Modal xxx XXX LRA

Sedangkan pencatatan pengurangan nilai aset tetap/aset lainnya sebesar
nominal yang tercantum dalam BPN dilakukan berdasarkan surat
pernyataan PB/KPB melalui perekaman transaksi koreksi nilai melalui
Modul Aset Tetap, sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:
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D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 391116/ |[Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya] Xxx LPE
391118 |Non Revaluasi

K | 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XxXX

D | 137xxx/ |Akumulasi  Penyusutan/Amortisasii xxx Neraca
169xxx |Aset xxx

K | 391116/ |Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya] xxx LPE
391118 |Non Revaluasi

Pencatatan transaksi pengembalian belanja TAB dan pengurangan nilai
aset tetap/aset lainnya di atas perlu dilengkapi dengan jurnal penyesuaian
melalui Modul GLP, dengan tujuan untuk mengeliminasi ketidakwajaran
berupa munculnya saldo akun belanja modal pada buku besar akrual di sisi
kredit. Jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan oleh satker sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 53xxxx |Belanja Modal xxx XXX -
K | 391116/ [Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset XXX LPE

Pengembalian belanja TAYL yang tidak menghasilkan BMN melalui
potongan SPM.

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang lainnya
dan pengurangan beban dalam laporan keuangan TAYL sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca
K | Sxxxxx |Beban xxx XXX LO

Selanjutnya pada tahun anggaran berikutnya ketika terjadi pengembalian
belanja TAYL melalui potongan SPM menggunakan akun penerimaan
kembali belanja TAYL (akun 42591x), pencatatan yang dilakukan oleh
satker adalah sebagaimana pencatatan transaksi pendapatan melalui
potongan SPM. Pencatatan timbul pada saat diterbitkan resume tagihan
pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca

K | 42591X |Penerimaan Kembali Belanja xxx xxx LO
TAYL

Akun Piutang Lainnya tereliminasi ketika telah terbit SP2D dan telah
dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, sehingga terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE
K | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca

Pencatatan SP2D juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai
berikut:
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D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -

K | 42591x |Penerimaan Kembali Belanja xxx xxx LRA
TAYL

Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan
dalam laporan keuangan TAYL, satker melakukan jurnal melalui
Modul GLP sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 42591x |Penerimaan Kembali Belanja xxx Xxxx LO
TAYL

K | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca

Satker dapat mencatat piutang lainnya melalui Modul Piutang, dalam hal
Modul Piutang telah mengakomodasi kebutuhan pencatatan piutang
lainnya yang timbul akibat pengembalian belanja.

Pengembalian belanja TAYL yang tidak menghasilkan BMN melalui setoran
ke kas negara.

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang lainnya
dan pengurangan beban dalam laporan keuangan TAYL sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca
K | Sxxxxx [Beban xxx XXX LO

Selanjutnya pada tahun anggaran berikutnya ketika terjadi pengembalian
belanja TAYL melalui setoran ke kas negara menggunakan akun
penerimaan kembali belanja TAYL (akun 42591x), pencatatan yang
dilakukan oleh satker adalah sebagaimana pencatatan transaksi
pendapatan yang disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar. Berdasarkan
BPN atau data penerimaan pada MPN atau SIMPONI, satker mencatat
melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE
K 142591x |Penerimaan Kembali Belanja xxx XXX LO

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -
K 14259 Ix |Penerimaan Kembali Belanja xxx XXX LRA

Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan
dalam laporan keuangan TAYL, satker melakukan jurnal memalui Modul
GLP sebgai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 42591x |Penerimaan Kembali Belanja xxx xxx LO
K | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca
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Satker dapat mencatat piutang lainnya melalui Modul Piutang, dalam hal
Modul Piutang telah mengakomodasi kebutuhan pencatatan piutang
lainnya yang timbul akibat pengembalian belanja.

Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN ekstrakomptabel
melalui setoran ke kas negara.

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang
lainnya, pengurangan beban ekstrakomptabel, serta pengurangan nilai
BMN ekstrakomptabel dalam laporan keuangan TAYL. Pengurangan
nilai BMN ekstrakomptabel melalui Modul Aset Tetap tidak menghasilkan
jurnal akuntansi, sedangkan penctatan piutang lainnya dan pengurangan
beban ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca
K | 52125x |Beban xxx XXX LO

Selanjutnya pada tahun anggaran berikutnya ketika terjadi pengembalian
belanja TAYL melalui setoran ke kas negara menggunakan akun
penerimaan kembali belanja TAYL (akun 42591x), pencatatan yang
dilakukan oleh satker adalah sebagaimana pencatatan transaksi
pendapatan yang disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar. Berdasarkan
BPN atau data penerimaan pada MPN atau SIMPONI, satker mencatat
melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE

K | 42591x [Penerimaan Kembali Belanja xxx| Xxx LO
TAYL

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 313121 Diterima dari Entitas Lain XXX -

K | 42591x [Penerimaan Kembali Belanja xxx| Xxx LRA
TAYL

Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan
dalam laporan keuangan TAYL, satker melakukan jurnal melalui Modul GLP
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 425912 |Penerimaan Kembali Belanja Barang| Xxxx LO
TAYL

K | 115212 |[Piutang Lainnya XXX Neraca

Satker dapat mencatat piutang lainnya melalui Modul Piutang, dalam hal
Modul Piutang telah mengakomodasi kebutuhan pencatatan piutang
lainnya yang timbul akibat pengembalian belanja.
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Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan persediaan melalui
setoran ke kas negara.

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang lainnya
dan pengurangan nilai persediaan dalam laporan keuangan TAYL melalui
Modul Persediaan dan modul terkait lainnya:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 593311/ |Beban Penyesuaian Nilai Persediaan| XXX | LO/LPE
391113 |/Koreksi Nilai Persediaan

K | 117xxx |Persediaan xxx XXX Neraca
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca

K | 593311/ Beban Penyesuaian Nilai Persediaan, xxx LO/LPE
391113 |/Koreksi Nilai Persediaan

Selanjutnya, pada tabun berikutnya ketika terjadi pengembalian belanja
barang TAYL, satker mencatat berdasarkan BPN atau data penerimaan
pada MPN atau SIMPONI melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE
K | 425912 [Penerimaan Kembali Belanja Barang| xxx LO

TAYL

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan

D | 313121 Diterima dari Entitas Lain XXX -

K 1425912 |Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL| XxxX LRA
Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan
dalam laporan keuangan TAYL, satker melakukan jurnal melalui Modul GLP
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 425912 |Penerimaan Kembali Belanja Barang| Xxx LO
TAYL

K | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca

Satker dapat mencatat piutang lainnya melalui Modul Piutang, dalam hal
Modul Piutang telah mengakomodasi kebutuhan pencatatan piutang
lainnya yang timbul akibat pengembalian belanja.

Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan aset tetap/aset lainnya
melalui setoran ke kas negara.

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang lainnya
dan pengurangan nilai aset tetap/aset lainnya dalam laporan keuangan
TAYL melalui Modul Aset Tetap dan modul terkait lainnya.



81

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 391116/ |[Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya] Xxx LPE
391118 |Non Revaluasi

K | 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XXXX

D | 137xxx/ |Akumulasi  Penyusutan/Amortisasi| Xxx Neraca
169xxx |Aset

K | 391116/ [Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya] Xxx LPE
391118 |Non Revaluasi

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca

K | 391116/ Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya] xxx LPE
391118 |Non Revaluasi

Selanjutnya, pada tahun berikutnya ketika terjadi pengembalian belanja
modal TAYL, satker mencatat berdasarkan BPN atau data penerimaan
pada MPN atau SIMPONI melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE
K | 425913 [Penerimaan Kembali Belanja Modal xxx LO

TAYL

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -
K | 425913 |Penerimaan Kembali Belanja Modal xxx LRA

Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan
dalam laporan keuangan TAYL, satker melakukan jurnal melalui Modul GLP

sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 425913 |Penerimaan Kembali Belanja Modall xxx LO
TAYL

K | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca

Satker dapat mencatat piutang lainnya melalui Modul Piutang, dalam hal
Modul Piutang telah mengakomodasi kebutuhan pencatatan piutang
lainnya yang timbul akibat pengembalian belanja.

Transaksi Hibah Langsung TAB.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, satker dapat menerima hibah
langsung dari pihak lain di luar entitas Pemerintah Pusat. Hibah langsung dapat
berupa uang, barang, atau jasa. Proses bisnis hibah langsung dilakukan dengan
berpedoman pada regulasi mengenai administrasi pengelolaan hibah dan
pedoman teknis lainnya. Pencatatan transaksi hibah langsung dapat melibatkan
penggunaan Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset
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Tetap, Modul Pembayaran, dan Modul GLP, tergantung pada jenis hibah yang
diterima dan transaksi hibah yang terjadi pada satker.

a.

Transaksi hibah langsung TAB.

Pada saat kas diterima dari donor, satuan kerja merekam jurnal
penyesuaian pada Modul Bendahara pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111827 |Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang xxx Neraca
Belum Disahkan
K | 218211 Hibah Langsung yang Belum| xxx Neraca
Disahkan

Setelah mendapat register dari DJPPR, satuan kerja mengajukan revisi
DIPA. Kemudian, satuan kerja mengajukan pengesahan pendapatan hibah
dan belanja yang bersumber dari hibah dengan menyampaikan Surat
Perintah Pengesahan Hibah Langsung kepada KPPN. Kemudian, KPPN
menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Atas SPHL
tersebut, satker memproses dokumen tersebut pada Modul Pembayaran
sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 111822 |Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah XXX Neraca
K 111827 |Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah yang| xxx Neraca

Belum Disahkan

D 218211 Hibah Langsung yang Belum| xxx Neraca

Disahkan

K 391131 |Pengesahan Hibah Langsung XXX LPE

Kas yang bersumber dari hibah dapat digunakan oleh satker untuk
mendanai kegiatan yang ditentukan, antara lain untuk pengadaan barang
dan jasa. Pencatatan pengesahan belanja yang bersumber dari hibah
dilakukan berdasarkan SPHL dan dilakukan melalui Modul Pembayaran.

Pencatatan transaksi belanja kontraktual yang bersumber dari hibah
langsung yang tidak menghasilkan BMN dimulai dari perekaman BAST
pada Modul Komitmen, sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 5xxxxx |Beban xxx XXX LO
K | 111827 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang xxx Neraca
Belum Disahkan

Transaksi belanja kontraktual yang bersumber dari hibah langsung yang
menghasilkan BMN intrakomptabel, BMN ekstrakomptabel, atau
persediaan dimulai dari perekaman BAST pada Modul Komitmen, diikuti
dengan pendetailan barang pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan,
sehingga terbentuk jurnal pada buku besar. BMN ekstrakomptabel tetap
dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap, namun tidak menghasilkan
jurnal akuntansi. Jurnal yang dihasilkan dari Modul Komitmen dan Modul
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Aset Tetap sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnyal XXxx Neraca
139xxx/ |Belum Diregister
16XXXX
K | 111827 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang xxx Neraca
Belum Disahkan
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 52125x |Beban xxx Ekstrakomptabel XXX LO
K | 111827 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang xxx Neraca
Belum Disahkan
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117xxx/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya | XxX Neraca
13xxxxx/
16XXXXX
K | 117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya] xXxx Neraca
139xxx/ Belum Diregister
16xXXxXX

Selanjutnya, ketika telah diterbitkan SPHL dan dilakukan pencatatan SPHL
pada Modul Pembayaran, dihasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai

berikut:
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111827 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang| xxx Neraca
Belum Disahkan
K | 111822 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah XXX Neraca

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 5xxxxx |Belanja xxx XXX LRA
K | 111822 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah XXX -

Hibah langsung bentuk barang.

Titik pencatatan transaksi hibah langsung bentuk barang oleh satker antara
lain meliputi penerimaan barang dari hibah disertai BAST, pendetailan
barang pada Modul Aset Tetap atau Modul

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen dan pendetailan barang pada
Modul Aset tetap atau Modul Persediaan menghasilkan jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya] Xxxx Neraca
139xxx/ |Belum Diregister
16XXXX
K | 218211 Hibah Langsung yang Belum| XxxX Neraca
Disahkan
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D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117xxx/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya] XxxX Neraca
13xxxxx/
16XXXXX

K | 117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya] xxx Neraca
139xxx/ |Belum Diregister
16XXXX

Dalam hal barang yang diterima dari hibah merupakan BMN
ekstrakomptabel, pencatatan BAST pada Modul Komitmen menghasilkan
pencatatan beban ekstrakomptabel, sedangkan pendetailan barang pada
Modul Aset Tetap tidak menghasilkan jurnal akuntansi.

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 52125x |Beban xxx Ekstrakomptabel XXX LO
K 218211 Hibah Langsung yang Belum| xxx Neraca
Disahkan

Sesuai regulasi yang mengatur mengenai administrasi pengelolaan hibah,
atas hibah langsung bentuk barang yang diterimanya satker melakukan
pengajuan nomor register. Selanjutnya, satker melakukan pengesahan
melalui pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah
Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharg (SP3HL-BJS) dan MPHL-
BJS kepada KPPN. Setelah KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS,
satker mencatat Persetujuan MPHL-BJS pada Modul Pembayaran
sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218211 Hibah Langsung Belum Disahkan XXX Neraca
K 391131 |Pengesahan Hibah Langsung XXX LPE

Hibah langsung bentuk jasa.

Titik pencatatan transaksi hibah langsung bentuk jasa oleh satker
mencakup penerimaan jasa dari hibah disertai BAST dan pengesahan
hibah langsung. Pencatatan BAST atas penerimaan jasa pada Modul
Komitmen menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 5xxxxx [Beban xxx XXX LO

K | 218211 Hibah Langsung yang Belum| xxx Neraca
Disahkan

Sebagaimana hibah langsung bentuk barang, atas hibah langsung bentuk
jasa yang diterimanya satker melakukan pengajuan nomor register.
Selanjutnya, satker melakukan pengesahan melalui pengajuan Surat
Perintah  Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharg (SP3HL-BJS) dan MPHL-BJS kepada KPPN.
Setelah KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS, satker mencatat
Persetujuan MPHL-BJS pada Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal
pada buku besar akrual sebagai berikut:
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D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 218211 |Hibah Langsung vyang Belum| xxx Neraca
Disahkan

K | 391131 |Pengesahan Hibah Langsung XXX LPE

Transaksi Hibah Langsung TAYL.

Sesuai regulasi yang mengatur mengenai administrasi pengelolaan hibah,
seharusnya satker melakukan pertanggungjawaban atas hibah langsung yang
diterimanya pada tahun anggaran yang sama dengan penerimaan hibah
tersebut. Sedangkan untuk hibah langsung bentuk uang yang diterima dan
digunakan lebih dari satu tahun anggaran, satker seharusnya
mempertanggungjawabkan hibah lansgung tersebut sesuai tahun anggaran
penerimaan hibah dan/atau tahun anggaran terjadinya realisasi belanja yang
bersumber dari hibah.

Namun demikian, apabila karena satu dan lain hal satker tidak melakukan
pengesahan hibah langsung yang diterimanya sampai tahun anggaran
berikutnya, maka satker tetap diwajibkan untuk menyelesaikan administrasi
pengelolaan hibah TAYL tersebut.

Saat ini, proses bisnis penyelesaian hibah langsung TAYL dilakukan dengan
berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-
876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020. Sedangkan untuk pencatatan
transaksi terkait penyelesaian hibah langsung TAYL dapat dijelaskan sebagai
berikut:

a. Hibah langsung bentuk uang TAYL.

Untuk kondisi ini, satker seharusnya telah mencatat kas yang bersumber
dari hibah melalui Modul Bendahara pada TAYL, sehingga dalam laporan
keuangan TAYL telah tersaji saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang
Belum Disahkan dan Hibah Langsung yang belum Disahkan.

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 111827 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang| xxx Neraca
Belum Disahkan

K | 218211 Hibah Langsung yang Belum| xxx Neraca
Disahkan

Pengesahan hibah yang dilakukan pada TAB atas penerimaan kas hibah
TAYL dilakukan melalui pengajuan SP2HL ke KPPN. Setelah KPPN
menerbitkan SPHL, satker mencatat SPHL tersebut pada Modul
Pembayaran sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai

berikut:
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111822 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah XXX Neraca

K | 111827 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang| xxx Neraca
Belum Disahkan

D | 218211 |Hibah Langsung vyang Belum| xxx Neraca
Disahkan

K | 391133 [Pengesahan Hibah Langsung TAYL | Xxxx LPE
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Apabila atas kas hibah tersebut telah dilakukan realisasi belanja  pada
TAYL namun realisasi belanja tersebut baru dilakukan pengesahan pada
TAB, maka pencatatan SPHL melalui Modul Pembayaran menghasilkan
jurnal pada buku besar sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 391119 |Koreksi Lainnya XXX LPE

K | 111827 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang| xxx Neraca
Belum Disahkan
Hibah langsung bentuk barang TAYL.

Apabila pada TAYL satker menerima hibah langsung bentuk barang namun
dilakukan pengesahan sampai dengan TAB, seharusnya satker telah
mencatat penerimaan barang tersebut pada Modul Komitmen dan
melakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan,
sehingga dalam laporan keuangan TAYL telah tersaji saldo aset tetap, aset
lainnya, atau persediaan beserta akun Hibah Langsung yang Belum
Disahkan:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya] Xxx Neraca
139xxx/ |Belum Diregister

16XXXX
K | 218211 |Hibah Langsung vyang Belum| xxx Neraca
Disahkan
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117xxx/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya | Xxx Neraca
13xxxxx/
1BXXXXX

K | 117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnyal xxx Neraca
139xxx/ |Belum Diregister
16XXXX

Sedangkan untuk hibah langsung dalam bentuk barang ekstrakomptabel,
dalam laporan keuangan TAYL satker seharusnya telah tersaji beban
ekstrakomptabel dan hibah langsung yang belum disahkan:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 52125x |Beban xxx Ekstrakomptabel XXX LO

K | 218211 Hibah Langsung vyang Belum| xxx Neraca
Disahkan

Selanjutnya, pada TAB satker agar menyelesaikan administrasi
pengelolaan hibah sesuai ketentuan yang berlaku hingga terbit Persetujuan
MPHL-BJS. Satker mencatat Persetujuan MPHL-BJS tersebut pada Modul
Pembayaran, sehingga menghasilkan jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 218211 Hibah Langsung yang Belum| xxx Neraca
Disahkan

K | 391133 |Pengesahan Hibah Langsung TAYL | Xxxx LPE
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c. Hibah langsung bentuk jasa TAYL.

Atas hibah langsung bentuk jasa yang diterima pada TAYL namun belum
dilakukan pengesahan sampai dengan TAB, dalam laporan keuangan
TAYL seharusnya telah tersaji beban dan hibah langsung yang belum
disahkan, yang terbentuk dari pencatatan BAST pada Modul Komitmen.

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 52xxxx |Beban xxx XXX LO

K | 218211 Hibah Langsung yang Belum| xxx Neraca
Disahkan

Selanjutnya, pada TAB satker agar menyelesaikan administrasi
pengelolaan hibah sesuai ketentuan yang berlaku hingga terbit Persetujuan
MPHL-BJS. Satker mencatat Persetujuan MPHL-BJS tersebut pada Modul
Pembayaran, sehingga menghasilkan jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 218211 Hibah Langsung yang Belum| xxx Neraca
Disahkan

K | 391133 |Pengesahan Hibah Langsung TAYL | xxx LPE

10. Transaksi Pengembalian Kas Hibah Langsung.

Atas hibah langsung bentuk uang yang diterima oleh satker, dimungkinkan
terdapat sisa kas pada saat kegiatan yang didanai hibah telah selesai
dilaksanakan. Terhadap kondisi ini, satker menyelesaikan sisa kas hibah melalui
pengembalian ke donor atau penyetoran ke kas negara pada TAB (tahun
anggaran yang sama dengan penerimaan hibahnya), sesuai dengan
kesepakatan yang diatur dalam perjanjian hibahnya.

Pencatatan atas transaksi pengembalian sisa kas hibah dapat dibedakan
berdasarkan mekanisme penyelesaiannya dan apakah kas hibah tersebut
sudah/belum disahkan sebagai pendapatan. Masing-masing variasi
penyelesaian sisa hibah dan pencatatannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengembalian sisa hibah kepada donor, dimana kas hibah tersebut sudah
disahkan sebagai pendapatan hibah.

Untuk kondisi ini, sebelum dilakukan pengembalian seharusnya satker
penerima hibah telah menyajikan sisa hibah tersebut sebagai Kas Lainnya
di K/L dari Hibah, sedangkan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah (dalam hal
ini satker pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risio) telah
mencatatnya sebagai Pendapatan Hibah. Pengembalian sisa hibah ke
donor berdampak pada pengurangan saldo Pendapatan Hibah yang dicatat
oleh UAKPA BUN Pengelolaan Hibah dan pengurangan saldo Kas Lainnya
di K/L dari Hibah pada satker.

Setelah satker melakukan transfer sisa hibah kepada donor, satker
melakukan pengesahan pengembalian hibah melalui pengajuan SP4HL ke
KPPN. Setelah terbit SP3HL, satker merekam SP3HL tersebut pada Modul
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Pembayaran sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 391132 |Pengesahan Pengembalian Hibahl xxx LPE
Langsung
K | 111822 Kas Lainnya di K/L dari Hibah XXX Neraca

Pengembalian sisa hibah kepada donor, dimana kas hibah tersebut belum
disahkan sebagai pendapatan hibah.

Untuk kondisi ini, sebelum dilakukan pengembalian seharusnya satker
penerima hibah telah menyajikan sisa kas hibah tersebut sebagai Kas
Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan, sedangkan UAKPA BUN
Pengelolaan Hibah belum pernah mencatatnya sebagai Pendapatan Hibah.
Pengembalian sisa hibah ke donor berdampak pada pengurangan saldo
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan pada satker.

Setelah satker melakukan transfer sisa hibah kepada donor, satker tidak
perlu mengajukan pengesahan pengembalian ke KPPN. Satker agar
mencatat pengeluaran kas hibah tersebut melalui Modul Bendahara atau
melakukan jurnal melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 218211 Hibah Langsung vyang Belum| xxx Neraca
Disahkan
K | 111827 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang xxx Neraca
Belum Disahkan

Penyetoran sisa hibah ke kas negara, dimana kas hibah tersebut sudah
disahkan sebagai pendapatan hibah.

Untuk kondisi ini, sebelum dilakukan pengembalian seharusnya satker
penerima hibah telah menyajikan sisa hibah tersebut sebagai Kas Lainnya
di K/L dari Hibah, sedangkan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah telah
mencatatnya sebagai Pendapatan Hibah. Penyetoran sisa hibah ke kas
negara berdampak pada pemindahbukuan kas pada BUN dan
pengurangan saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker.

Pengeluaran sisa kas hibah dan penyetoran ke kas negara berdasarkan
BPN menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 815131 |Penerimaan Penyetoran Dana Hibah| xxx -
Langsung yang Telah Disahkan

K | 111822 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah XXX Neraca
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 391132 |Pengesahan Pengembalian Hibahl xxx LPE

Langsung

K | 815131 [Penerimaan Penyetoran Dana Hibah| xxx -
Langsung yang Telah Disahkan




11.

89

d. Penyetoran sisa hibah ke kas negara, dimana kas hibah tersebut belum
disahkan sebagai pendapatan hibah

Untuk kondisi ini, sebelum dilakukan pengembalian seharusnya satker
penerima hibah telah menyajikan sisa hibah tersebut sebagai Kas Lainnya
di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan, sedangkan UAKPA BUN
Pengelolaan Hibah belum mencatatnya sebagai Pendapatan Hibah.
Penyetoran sisa hibah ke kas negara dicatat sebagai pendapatan PNBP
oleh satker berkenaan.

Setelah melakukan penyetoran ke kas negara, berdasarkan BPN atau data
MPN atau SIMPONI, satker mencatat transaksi penerimaan melalui Modul
Bendahara sehingga menghasilkan iurnal pada buku besar akrual sebagai

berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D [313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX

K 1425997 |Pendapatan dari Hibah langsung| xxx

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -
K | 425997 |Pendapatan dari Hibah langsung xxx LRA
yang Belum Disahkan

Transaksi Pengembalian Hibah Langsung TAYL.

Transaksi pengembalian sisa kas hibah juga dimungkinkan untuk dilakukan
secara lintas tahun, dimana sisa kas hibah dikembalikan kepada donor atau
disetor ke kas negara pada tahun yang berbeda dengan penerimaan hibahnya.
Pencatatan transaksi pengembalian sisa kas hibah juga dapat dibedakan
berdasarkan mekanisme penyelesaiannya dan apakah kas hibah tersebut
sudah/belum disahkan sebagai pendapatan hibah. Pada prinsipnya, proses
bisnis pengembalian hibah langsung TAYL sama dengan pengembalian hibah
langsung TAYL, namun akun-akun yang dicantumkan dalam dokumen
administrasi hibah berbeda, sehingga menghasilkan jurnal yang berbeda pula.

a. Pengembalian sisa hibah kepada donor, dimana kas hibah tersebut sudah
disahkan sebagai pendapatan hibah.

Untuk kondisi ini, sebelum dilakukan pengembalian seharusnya satker
penerima hibah telah menyajikan sisa hibah tersebut sebagai Kas Lainnya
di K/L dari Hibah, sedangkan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah (dalam hal
ini satker pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) telah
mencatatnya sebagai Pendapatan Hibah pada TAYL. Pengembalian sisa
hibah ke donor berdampak pada pengurangan saldo Pendapatan Hibah
TAYL atau koreksi ekuitas pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah dan
pengurangan saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker.

Setelah satker melakukan transfer sisa hibah kepada donor, satker
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melakukan pengesahan pengembalian hibah melalui pengajuan SP4HL ke
KPPN. Setelah terbit SP3HL, satker merekam SP3HL tersebut pada Modul
Pembayaran sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 391119 Koreksi Lainnya XXX
K | 111822 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah XXX

Pengembalian sisa hibah kepada donor, dimana kas hibah tersebut belum
disahkan sebagai pendapatan hibah.

Untuk kondisi ini, sebelum dilakukan pengembalian seharusnya satker
penerima hibah telah menyajikan sisa kas hibah tersebut sebagai Kas
Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan, sedangkan UAKPA BUN
Pengelolaan Hibah belum pemah mencatatnya sebagai Pendapatan Hibah.
Pengembalian sisa hibah ke donor berdampak pada pengurangan saldo
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan pada satker.

Setelah satker melakukan transfer sisa hibah kepada donor, satker tidak
perlu mengajukan pengesahan pengembalian ke KPPN. Satker agar
mencatat pengeluaran kas hibah tersebut melalui Modul Bendahara atau
melakukan jurnal melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 218211 |Hibah Langsung vyang Belum| xxx Neraca
Disahkan
K | 111827 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang xxx Neraca
Belum Disahkan

Pengembalian sisa hibah ke kas negara, dimana kas hibah tersebut sudah
disahkan sebagai pendapatan hibah.

Untuk kondisi ini, sebelum dilakukan pengembalian seharusnya satker
penerima hibah telah menyajikan sisa hibah tersebut sebagai Kas Lainnya
di K/L dari Hibah, sedangkan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah telah
mencatatnya sebagai Pendapatan Hibah pada TAYL. Penyetoran sisa
hibah ke kas negara berdampak pada pemindahbukuan kas pada BUN dan
pengurangan saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker.

Pengeluaran sisa kas hibah dan penyetoran ke kas negara berdasarkan
BPN menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 815131 |Penerimaan Penyetoran Dana Hibah| xxx -
Langsung yang Telah Disahkan

K | 111822 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah XXX Neraca
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D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 391132 |Pengesahan Pengembalian Hibah| xxx LPE
Langsung

K | 815131 |Penerimaan Penyetoran Dana Hibah| xxx -
Langsung yang Telah Disahkan

Pengembalian sisa hibah ke kas negara, dimana kas hibah tersebut sudah
disahkan sebagai pendapatan hibah.

Untuk kondisi ini, sebelum dilakukan pengembalian seharusnya satker
penerima hibah telah menyajikan sisa hibah tersebut sebagai Kas Lainnya
di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan, sedangkan UAKPA BUN
Pengelolaan Hibah belum mencatatnya sebagai Pendapatan Hibah.
Penyetoran sisa hibah ke kas negara dicatat sebagai pendapatan PNBP
oleh satker berkenaan.

Setelah melakukan penyetoran ke kas negara, berdasarkan BPN atau data
MPN atau SIMPONI, satker mencatat transaksi penerimaan melalui Modul
Bendahara sehingga menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE
K | 425997 |Pendapatan dari Hibah langsung xxx LO

yang Belum Disahkan

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -
K | 425997 [Pendapatan dari Hibah langsung xxx LRA
yang Belum Disahkan

Transaksi Terkait Kas.

Transaksi terkait kas yang terjadi di satker dapat bervariasi sesuai jenis kasnya,
antara lain terkait Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara
Penerimaan, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara
Penerimaan, Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan lain-lain. Mutasi masuk dan
keluar kas dicatat secara transaksional berdasarkan dokumen sumber yang sah
melalui Modul Bendahara. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan penyesuaian
pencatatan melalui jurnal pada Modul GLP.

a.

Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari Kas di Bendahara UP dan Kas
di Bendahara TUP, merupakan saldo uang muka kerja atau uang
persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan harus
dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satker.
Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat dengan pasangan akun uang Muka
dari KPPN.
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Pencatatan transaksi terkait Kas di Bendahara Pengeluaran dibahas pada
subbab mengenai transaksi UP/TUP.

Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh
bendahara penerimaan untuk tujuan pengelolaan pendapatan satker. Kas
di Bendahara Penerimaan dicatat dengan pasangan akun Pendapatan.
Kas di Bendahara Penerimaan tereliminasi ketika dilakukan penyetoran
pendapatan ke kas negara. Pencatatan transaksi terkait Kas di Bendahara
Penerimaan dibahas pada subbab mengenai pendapatan.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikelola oleh
bendahara pengeluaran selain yang berasal dari uang persediaan. Kas
Lainnya di Bendahara Pengeluaran dapat berupa saldo kas pada rekening
lainnya yang antara lain merupakan hak pemerintah (pendapatan),
pungutan pajak, belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum
dibayarkan kepada pihak ketiga yang berhak, dan lain sebagainya. Kas
Lainnya di Bendahara Pengeluaran juga digunakan untuk mencatat
penggantian UP/TUP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum
dibayarkan ke bank penerbit KKP. Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran melalui Modul Bendahara dan/atau Modul GLP antara lain:

1) Belanjayang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan
kepada pihak ketiga, penggantian UP/TUP KKP yang belum
dibayarkan ke bank penerbit KKP, dana yang digunakan untuk
kegiatan kerja sama dan sesuai perjanjian harus dikembalikan kepada
pihak pemberi dana.

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111821 Kas Lainnya di Bendahara xxx Neraca
Pengeluaran

K | 212191 Utang kepada Pihak Ketiga] xxx Neraca
Lainnya

2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara.

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111821 [Kas Lainnya di Bendahawa] xxx Neraca
Pengeluaran

K | 219961 |Utang Pajak Bendahaa xxx Neraca
Pengeluaran

3) Pengembalian belanja TAB yang harus disetor ke kas negara.

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111821 Kas Lainnya di Bendahara| XXX Neraca
Pengeluaran

K Exxxxx |Beban xxx XXX LO
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4) Pengembalian belanja TAYL, yaitu hak pemerintah ayng harus
disetor.
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 111821 |[Kas Lainnya di Bendahara XXX Neraca
Pengeluaran
K | 391119 [Koreksi Lainnya XXX LPE
5) Dana yang digunakan untuk kegiatan kerja sama dan akan disetor ke
kas negara.
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111821 Kas Lainnya di Bendahara] xxx Neraca
Pengeluaran
K | 4xxxxx |Pendapatan xxx XXX LO
6) Dana yang digunakan untuk kegiatan kerja sama dan sesuai
perjanjian harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana.
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111821 Kas Lainnya di Bendahara] xxx Neraca
Pengeluaran
K | 4xxxxx [Pendapatan xxx XXX LO
7) Kas yang belum terdapat kepastian sepenuhnya apakah dapat diakui

sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin
dikembalikan kepada pihak ketiga.

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 111821 Kas Lainnya di Bendahara Neraca
Pengeluaran

K | 212192 Dana Pihak Ketiga Neraca

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan.

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikelola
bendahara penerimaan, dapat berupa hak pemerintah maupun yang belum
dapat diakui sebagai pendapatan. Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara
Penerimaan melalui Modul Bendahara dan/atau Modul GLP antara lain:

1) Pengembalian belanja TAB yang harus disetor ke kas negara.
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |111825 [Kas Lainnya di Bendahara xxx | Neraca
Penerimaan
K | 5xxxxx |Beban xxx XXX LO
2) Kas belum terdapat kepastian sepenuhnya untuk dapat diakui sebagai

hak memerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin
dikembalikan ke pemilik dana.
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D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |111825 [Kas Lainnya di Bendahara xxx | Neraca
Penerimaan
K |212192 |Dana Pihak Ketiga xxx | Neraca
3) Kas yang diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetor ke kas
negara.
D/K'| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111825 |[Kas Lainnya di Bendahara xxx | Neraca
Penerimaan
K | 4xxxxx |Pendapatan xxx XXX LO

4) Pengembalian belanja TAYL, yaitu hak pemerintah yang harus disetor
ke kas negara yang berasal dari belanja TAYL.

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111825 |[Kas Lainnya di Bendahara| xxx | Neraca
Penerimaan
K 1391119 |[Koreksi Lainnya XXX LPE
5) Pengutan pajak yang belum disetor ke kas negara.
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 111825 |[Kas Lainnya di Bendahara] xxx | Neraca
Penerimaan
K | 219963 |Utang Pajak Bendahara Penerimaan| xxx | Neraca

Kas Lainnya di K/L dari Hibah.

Kas Lainnya di K/L dari Hibah terdiri dari kas yang belum dan telah
disahkan, dicatat oleh satker penerima hibah langsung bentuk uang.
Pencatatan transaksi terkait Kas Lainnya di K/L dari Hibah dijelaskan lebih
lanjut pada subbab mengenai transaksi hibah langsung bentuk uang.

13. Transaksi Yang Terjadi pada Akhir Tahun Anggaran.

Sesuai regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran anggaran negara pada akhir tahun anggaran, regulasi mengenai
pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak
terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dilanjutkan pada
tahun anggaran berikutnya, serta regulasi mengenai pembayaran atas beban
APBN sebelum barang/jasa diterima, transaksi dan peristiva yang terjadi
beberapa waktu menjelang dan/atau setelah akhir tahun anggaran dimungkinkan

berdampak pada pencatatan aset dan kewajiban.

Beberapa kondisi tersebut

antara lain:

a.

Satker telah melakukan pembayaran namun barang/jasa belum diterima
sampai dengan tanggal pelaporan.

1) Pembayaran penyelesaian pekerjaan disertai jaminan pembayaran
akhir tahun.
Atas pengadaan barang/jasa melalui beberapa termin pembayaran
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dan progres penyelesaian pekerjaan, menjelang akhir tahun
dimungkinkan pembayaran 100% meskipun sisa pekerjaan belum
diselesaikan. Pembayaran atas kondisi ini dapat dilakukan dengan
syarat terdapat jaminan pembayaran akhir tahun yang akan dicairkan
dan disetor ke kas negara sebagai pengembalian belanja, apabila
terjadi wanprestasi oleh penyedia barang.

Pencatatan yang dilakukan terkait pembayaran pengadaan
barang/jasa yang disertai adanya jaminan pembayaran akhir tahun
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Satker mencatat jaminan pembayaran pada Modul Komitmen
sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D | 11411x Belanja xxx Dibayar di Muka xxXx | Neraca
K | 218111 Utang yang Belum Diterima xxx | Neraca

Tagihannya

b) Satker membuat resume tagihan melalui Modul Pembayaran
sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan

D | 218111 Utang yang Belum Diterima xxx | Neraca
Tagihannya

K | 21211x |Belanja xxx yang Masih Harus| xxx | Neraca
Dibayar

c) Setelahterbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul
Pembayaran, terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D | 21211x Belanja xxx yang Masih Harus xxx | Neraca
Dibayar
K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain xxx | LPE

Atas kondisi ini, KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau Persediaan Dalam
Proses atau beban disajikan sebesar riill progres pekerjaan (nilai
realisasi pembayaran dikurangi nilai pekerjaan yang belum
terselesaikan sampai dengan tanggap pelaporan). Sedangkan nilai
realisasi pembayaran atas pekerjaan yang belum terselesaikan
disajikan sebagai belanja dibayar di muka.

Jaminan pembayaran akhir tahun tidak disajikan dalam laporan
keuangan, namun diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Dalam
hal terjadi perpanjangan batas waktu atau penggantian jaminan
pembayaran akhir tahun, satker merekam dokumen tersebut melalui
Modul Komitmen, dimana pencatatan ini tidak menghasilkan jurnal
akuntansi dan tidak berdampak pada laporan keuangan.

Pada tahun anggaran berikutnya ketika seluruh pekerjaan telah
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diselesaikan, berdasarkan BAST atau BAPP atau dokumen lain yang
sah satker mencatat penerimaan barang/jasa melalui modul-modul
terkait dan mengeliminasi belanja yang masih hams dibayar

Pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara
dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan (TAB).

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan penyedia barang gagal
menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi), dilakukan pencairan jaminan
pembayaran untuk disetorkan ke kas negara. Selain itu, perlu
dipastikan bahwa KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau Persediaan
Dalam Proses yang disajikan dalam Neraca adalah sebesar riil
penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pencatatan transaksi yang mungkin terjadi atas kondisi tersebut
antara lain:

a) Apabila pencairan jaminan akhir tahun dan penyetoran ke kas
negara dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan (TAB),
satker mencatat data setoran melalui Modul Bendahara
berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sehingga
terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D | 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX | LPE
K | 5xxxxx |Belanja xxx XXX -
Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai
berikut:
D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D | 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
K | 5xxxxx [Belanja xxx XXX | LRA

b)  Atas pencairan jaminan pembayaran akhir tahun tersebut, satker
perlu melakukan jurnal penyesuaian melalui Modul GLP sebagai

berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D | 5xxxxx [Belanja xxx XXX -
K | 11411x Belanja xxx Dibayar di Muka xxX | Neraca

c) Untuk belanja menghasilkan BMN, berdasarkan BAST final
satker menyesuaikan nilai KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau
Persediaan Dalam Proses melalui pencatatan pada Modul
Komitmen, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D |117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset| xxx | Neraca
13xxxx/ |Lainnya yang Belum Diregister
16XXXX
K | 11411x Belanja xxx Dibayar di Muka XXX | Neraca
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d) Pencatatan BAST final melalui Modul Komitmen dilanjutkan
dengan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul
Persediaan sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D | 117xxx/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya] xxx | Neraca
K 1117911/ Persediaan/Aset Tetap/Aset| xxx | Neraca

13xxxx/ |Lainnya yang Belum Diregister
16XXXX

Pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara
dilakukan setelah tanggal pelaporan.

Apabila terjadi wanprestasi, namun pencairan jaminan pembayaran
dan penyetoran ke kas negara dilakukan pada tahun anggaran
berikutnya, satker agar menyajikan piutang lainnya sebesar nilai yang
harus dikembalikan ke kas negara. Selain itu, KDP/ATB Dalam
Pengerjaan atau Persediaan Dalam Proses disajikan dalam Neraca
sebesar riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal
pelaporan.

a) Pencatatan piutang lainnya dilakukan melalui penjurnalan pada
Modul GLP sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D | 115212 |Piutang Lainnya xxx | Neraca
K | 11411X Belanja Modal/Barang Dibayar dif xxx | Neraca

Muka

Untuk dapat menyajikan piutang lainnya, kriteria pengakuan
piutang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
regulasi terkait harus terpenuhi, yaitu telah diter bi tkan surat
ketetapan/surat penagihan.

b) Dalam rangka penyajian KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau
Persediaan Dalam Proses sesuai riil progres pembangunan
sampai dengan tanggal pelaporan, satker mencatat BAST final
melalui Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan

D [117911/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset] xxx | Neraca
13xxxx/ |Lainnya yang Belum Diregister
16XXXX
K | 11411x Belanja Modal/Barang Dibayar dif xxx | Neraca
Muka

c) Pencatatan BAST final melalui Modul Komitmen dilanjutkan
dengan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul
Persediaan sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:
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D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan

D | 117xxx/ |Persediaan /Aset  Tetap/Aset| xxx | Neraca
13xxxx/ [lainnya

16XXXX

K 1117911/ Persediaan/Aset Tetap/Aset| xxx | Neraca
13xxxx/ [Lainnya yang Belum Diregister
16XxXX

Jaminan pemeliharaan.

Selain jaminan pembayaran akhir tahun sebagaimana pembahasan
sebelumnya, transaksi terkait pengadaan barang/jasa pada akhir tahun
anggaran dapat melibatkan adanya jaminan pemeliharaan sebagai
persyaratan pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) sebesar 5% dari
nilai kontrak. Jaminan pemeliharaan tidak disajikan dalam neraca namun
diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan
pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara. Berbeda dari jaminan
pembayaran akhir tahun, pencairan dan penyetoran jaminan pemeliharaan
tidak berdampak pada pengurangan nilai aset.

Penyetoran jaminan pemeliharaan baik pada TAB maupun setelah tanggal
perolehan (tahun anggaran berikutnya) diperlakukan sebagaimana
pendapatan pada umumnya. Berdasarkan BPN atau data penerimaan pada
MPN atau SIMPONI, satker mencatat penyetoran jaminan pemeliharaan
tersebut melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE
K | 4xxxxx |Pendapatan xxx XXX LO

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -
K | 4xxxxx [Pendapatan xxx XXX LRA

Satker telah menerima persediaan/aset tetap/aset lainnya namu belum
melakukan pemabayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Dalam hal satker telah menerima barang dari penyedia barang namun
belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun, satker
menyajikan belanja yang masih harus dibayar dengan tahapan pencatatan
sebagai berikut:

1) Saat penerimaan barang beserta BAST, satker mencatat pada Modul
Komitmen sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:



99

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan

D |117911/|Persediaan /Aset Tetap/Aset Lainnya] xxx | Neraca
13xxxx/ yang Belum Diregister
16XXXX
K 218111 |Utang vyang Belum Diterimal xxx | Neraca
Tagihannya

2) Pencatatan tersebut dilanjutkan dengan pendetailan pada Modul Aset
Tetap atau Modul Persediaan sehingga terbentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |117xxx/ |Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya | xxx | Neraca
13xxxx/
16XXXX

K [117911/|Persediaan /Aset Tetap/Aset Lainnya] xxx | Neraca
13xxxx/ yang Belum Diregister
16XxXXX

3) Selanjutnya, satker melakukan jurnal penyesuaian melalui Modul GLP
sebagai berikut:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 218111 Utang yang Belum Diterima xxx | Neraca
Tagihannya

K |21211X |Belanja Modal/Barang yang Masih| xxx | Neraca

Jurnal penyesuaian dengan melibatkan akun Belanja Modal/Barang
yang Masih harus Dibayar ini perlu dilakukan jurnal balik pada awal
tahun anggaran berikutnya:

D/K'| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 212113 Belanja Modal yang Masih Harus| xxx | Neraca
Dibayar

K 1218111 |Utang vyang Belum  Diterima xxx | Neraca

Pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencatat resume tagihan melalui
Modul Pembayaran. Setelah diterbitkan SP2D, satker mencatat SP2D
tersebut pada Modul Pembayaran.

14. Transaksi Penyesuaian.

Penyesuaian merupakan sarana pemutakhiran data dalam akuntansi berbasis
akrual. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan
beban akrual, sehingga laporan yang akan disajikan memenuhi konsep
periodisitas dan bahkan dapat memenuhi prinsip matching cost againts revenue,
walaupun dalam pemerintahan tidak terlalu ditonjolkan. Dengan penyesuaian,
pendapatan dapat disajikan sesuai dengan nilai pendapatan yang sesungguhnya
yaitu semua hak yang sudah diterima maupun belum diterima, tidak sebatas kas
yang diterima saja. Demikian pula beban, yang merupakan kewajiban atau
pengorbanan yang terjadi pada periode akuntansi tersebut.
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Jurnal penyesuaian dilakukan berdasarkan informasi pada dokumen sumber
pendukung yang dituangkan dalam formulir memo penyesuaian. Atas memo
penyesuaian tersebut, satker menjurnal pada Modul GLP. Contoh formulir memo
penyesuaian disajikan pada Gambar 5.1 sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga
Esselon |

wilayah

S3tuRn Keria

No.Ookumen

Tangeal

Tahun Anggaran

Keterangan

Kategori Jurnal Penyesugian

[] exadapatan Ditecuna Dok [ Sesdi Sendabasa braimsan
[ Esnsdepatanyang Masih Loz Riterima [ Sesbainmyad Bsndsbasabonselunan
[ SslsniaRiba di buba [ Sssbainsyadi Ssndubas Espimasan
—J Brlaoia vang blausih b Qibugas [ esssekanGaii
- Boaosiline Buwtaos Tidas Tsisagil [ Selisinbus

[ Cosuutnn dan Smsbive [] Transfer

[ Cxsseslisan [ sekasdban

[ S b Bslaia [ Sosshodaatag Seban
[ Wans Ksbiban Esmuoian Badeastan [T ssusksi bawnga

No ¥ode Akun LRI Akun Rupiah Debet | Rupiah Keedit
pirekam Tanggal: Risesuisi
Operator SAKTI KPA/Pziahat yang BEDYENANZ

Gambar 5.1 Formulir Memo Penyesuaian

Pada umumnya, jurnal pemyesuaian dilakukan setiap akhir periode atau akhir
tahun, meskipun beberapa beberapa jenis penyesuaian dilakukan setiap
semester sesuai dengan peraturan teknis yang sudah ada. Atas beberapa jurnal
penyesuaian tersebut, satker melakukan jurnal balik pada awal periode
berikutnya.

Penyesuaian atas pos/akun yang perlu dilakukan dan periode penyesuaiannya
disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

No Pos/Akun Perlode_ Jurnal Balik Modul Terkait
Penyesuaian Awal Tahun
1 | Pendapatan Diterima di Tahunan Perlu Modul GLP
Muka
2 | Pendapatan yang Tahunan Perlu Modul GLP
Masih Harus Diterima
3 | Belanja Dibayar di Muka | Tahunan dan/atau Perlu Modul GLP,
transaksional Modul
Komitmen
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4 | Belanja yang Masih Tahunan Perlu Modul GLP
Harus Dibayar
5 | Penyisihan Piutang Semesteran Tidak Modul Piutang
Tidak Tertagih atau Modul
GLP
6 | Reklasifikasi Bagian Semesteran Perlu Modul Piutang
Lancar Piutang atau Modul
GLP
7 | Penyusutan dan Semesteran Tidak Modul
Amortisasi Aset Tetap
8 | Opname Fisik Tahunan Tidak Modul
Persediaan Persediaan
9 | Uang Muka Belanja Tahunan Perlu Modul
GLP
10 | Utang Kelebihan Tahunan Tidak Modul GLP
Pembayaran
Pendapatan
11 | Kas Dalam Transaksional Tidak Modul
Penguasaan Bendahara
Bendahara dan/atau
Pengeluaran dan/atau Modul GLP
Bendahara Penerimaan
12 | Persekot Gaji Transaksional Tidak Modul GLP

Tabel 5.1 Penyesuaian dan Periode Dilakukan

Penyesuaian yang dilakukan oleh satker dalam periode yang lebih pendek
daripada ketentuan di atas dapat dilakukan dalam rangka penyajian laporan
keuangan yang lebih wajar.

a.

Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban pemerintah yang timbul
karena pemerintah telah menerima kas dari pihak ketiga namun belum
menyerahkan barang/jasa sebagai imbal balik. Pendapatan diterima di
muka belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat
kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari
kepada pihak ketiga. Dokumen sumber pencatatan pendapatan diterima di
muka adalah Formulir Memo Penyesuaian yang didukung dengan dokumen
terkait seperti kontrak atau dokumen perikatan, BPN, dan lain sebagainya.
Penjurnalan pendapatan diterima di muka dilakukan melalui Modul GLP
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 4xxxxx |Pendapatan XXX LO
K | 2192xx |Pendapatan Diterima di Muka XXX Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurna penyesuaian di
atas.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah yang
belum diterima pembayarannya, dan pendapatan PNBP yang berdasarkan
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perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah namun belum
diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan
akhir tahun anggaran.

Pendapatan yang masih harus diterima berbeda dari piutang. Piutang
merupakan hak pemerintah yang telah memiliki hak tagih dan telah
memenuhi kriteria pengakuan piutang, yaitu telah diterbitkan surat
ketetapan dan/atau surat penagihan. Sedangkan pendapatan yang masih
harus diterima merupakan hak pemerintah berdasarkan perhitungan
akuntansi namun belum dapat ditagihkan, atau hak pemerintah yang
seharusnya sudah dapat ditagihkan namun belum memenuhi kriteria
pengakuan piutang karena belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat
penagihannya.

Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan pendapatan yang
masih harus diterima adalah Formulir Memo Penyesuaian yang didukung
dengan dokumen terkait seperti surat perjanjian atau kontrak, hasil verifikasi
atau kertas kerja yang dibuat oleh satker, dan lain sebagainya. Penjurnalan
atas pendapatan yang masih harus diterima dilakukan melalui Modul GLP
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 114311 |Pendapatan yang Masih Harus| xxx Neraca
Diterima

K | 4xxxxx |Pendapatan XXX LO

Pada umumnya, pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak
pemerintah pada TAB sehingga dicatat dengan pasangan akun
pendapatan. Namun demikian, dalam hal terdapat hak pemerintah TAYL
yang belum memenuhi kriteria pengakuan piutang jarena belum diterbitkan
surat ketetapan dan/atau surat penagihannya, satker dapat mencatatnya
sebagai pendapatan yang masih harus diterima dengan pasangan akun
ekuitas. Penyesuaian yang dilakukan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima | xxx Neraca
K | 391119 [KoreksiLainnya XXX LPE

Khusus untuk penyesuaian berupa pendapatan yang masih harus diterima
yang berpasangan dengan ekuitas tidak perlu dilakukan jurnal balik pada
awal periode berikutnya. Namun demikian, satker wajib mengoptimalkan
penatausahaan dan penagihannya sehingga pada tahun anggaran
berikutnya hak tersebut dapat terealisasi penerimaannya atau disajikan
sebagai piutang.

Belanja/beban dibayar di muka.

Belanja/beban dibayar di muka adalah pengeluaran kas atau belanja yang
manfaatnya melampaui TAB, sehingga pada tahun anggaran berikutnya
masih terdapat manfaat yang akan diterima oleh pemerintah akibat
pembayaran tersebut. Selain itu, belanja/beban dibayar di muka juga
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merupakan pembayaran atau pengeluaran belanja kepada pihak ketiga
namun sampai dengan akhir tahun anggaran pemerintah belum menerima
barang/jasa sebagai imbal balik dari pihak ketiga tersebut atau belum
menerima pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja tersebut
sebagaimana yang dipersyaratkan oleh regulasi terkait.

Pada saat terjadi pengeluaran kas, satker mencatatnya sebagai
belanja/beban. Selanjutnya pada akhir periode pelaporan, satker perlu
memastikan kembali apakah seluruh hak sebagai imbal balik atas
pembayaran tersebut telah diterima. Contoh penyajian belanja/beban
dibayar di muka antara lain terkait jasa sewa dan/atau kontrak jangka
panjang dimana pemerintah selaku pemberi kerja, porsi pembayaran yang
mendahului penyerahan barang/jasanya, realisasi belanja bantuan
pemerintah yang belum diterima dokumen pertanggungjawabannya sampai
dengan akhir tahun anggaran sesuai regulasi terkait, dan lain-lain.

Penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 1141xx |Belanja xxx Dibayar di Muka XXX Neraca
K | Bxxxxx |Beban xxx XXX LO

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di
atas.

Pencatatan penyesuaian berupa belanja/beban dibayar di muka dilakukan
melalui penjurnalan pada Modul GLP. Namun demikian, belanja dibayar di
muka juga dapat terbentuk secara transaksional dari perekaman BAST
jaminan pembayaran (bank garansi) atau dokumen lain yang dipersamakan
melalui Modul Komitmen. Akun belanja dibayar di muka yang terbentuk dari
Modul Komitmen akan tereliminasi secara otomatis ketika terjadi
pencatatan BAST final, atau dieliminasi melalui penjurnalan pada Modul
GLP apabila terjadi pencairan jaminan pembayaran (bank garansi).

Pada umumnya, belanja/beban dibayar di muka dilakukan untuk
menyesuaikan pengeluaran kas pada TAB yang belum diterima
manfaatnya sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga belanja
dibayar di muka dicatat dengan pasangan akun beban. Namun demikian,
dalam hal terdapat belanja/beban TAYL yang belum diterima manfaatnya
sampai dengan akhir TAB dan belum dilakukan penyesuaian sebagaimana
mestinya, satker dapat melakukan penyesuaian dengan menjurnal belanja
dibayar di muka dengan pasangan akun ekuitas.

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 1141xx |Belanja xxx Dibayar di Muka XXX Neraca
K | 391119 [Koreksi Lainnya XXX LPE

Khusus untuk penyesuaian berupa belanja dibayar di muka yang
berpasangan dengan ekuitas tidak perlu dilakukan jurnal balik pada awal
periode berikutnya.

Belanja yang Masih Harus Dibayar.

Belanja yang masih harus dibayar merupakan tagihan pihak ketiga atau
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kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai
dengan akhir periode pelaporan, namun pemerintah telah menerima
manfaat atau penyerahan barang/jasa dari pihak ketiga tersebut. Tagihan
belum dapat dibayarkan dimungkinkan terjadi karena dana yang tersedia
pada TAB tidak mencukupi atau karena alasan lain, sehingga harus dibayar
pada tahun anggaran tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Belanja yang masih harus dibayar wajib diidentifikasi pada akhir tahun
anggaran oleh satker, untuk memastikan adanya kewajiban pemerintah
yang masih belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.
Identifikasi belanja yang masih harus dibayar dapat dilakukan berdasarkan
dokumen pendukung dan bukan hanya perkiraan/estimasi. Dokumen
pendukung yang perlu diidentifikasi antara lain surat keputusan kenaikan
pengkat pegawai, surat keputusan, daftar hadir, tagihan dari penyedia
barang/jasa, BAST, dan lain sebagainya. Dokumen tersebut menjadi bukti
dukung dalam penerbitan Formulir Memo Penyesuaian sebagai dasar
pencatatan belanja yang masih harus dibayar.

Terhadap penerimaan jasa yang diperoleh dari transaksi non kontraktual,
penyesuaian berupa belanja yang masih harus dibayar dicatat melalui
Modul GLP sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 5xxxxX |Beban xxx XXX LO

K | 21211x Belanja xxx yang Masih harus| — xxx Neraca
Dibayar

Untuk transaksi kontraktual dimana penerimaan barang/jasa disertai BAST
dicatat melalui Modul Komitmen sehingga membentuk akun Utang yang
Belum Diterima Tagihannya pada sisi kredit, maka secara teknis
pencatatan, penjurnalan belanja yang masih harus dibayar melalui Modul
GLP dilakukan dengan pasangan akun Utang yang Belum Diterima
Tagihannya,

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 218111 Utang vyang Belum  Diterima xxx Neraca
Tagihannya

K | 21211x [Belanja xxx yang Masih harus| xxx Neraca
Dibayar

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di
atas.

Selain pencatatan melalui Modul GLP, akun belanja yang masih harus
dibayar juga dapat terbentuk dari perekaman resume tagihan pada Modul
Pembayaran. Akun belanja yang masih harus dibayar yang dihasilkan dari
Modul Pembayaran merupakan akun sementara dan akan tereliminasi
secara otomatis setelah dilakukan pencatatan SP2D pada Modul
Pembayaran.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Piutang di neraca harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Estimasi nilai penyisihan piutang tidak



105

tertagih dilakukan dengan menganalisis kualitas ketertagihan piutang. Nilai
penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sesuai dengan tarif kualitas
piutang yang diatur dalam regulasi mengenai penentuan kualitas piutang,
pengelolaan piutang, dan pedoman akuntansi penyisihan piutang tidak
tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dicatat melalui Modul Piutang
dan/atau Modul GLP. Penjelasan lebih lanjut tentang pencatatan
penyisihan piutang tidak tertagih dibahas pada subbag mengenai transaksi
piutang.

Penyusutan/Amortisasi Aset.

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai
penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam
laporan operasional.

Amortisasi adalah pengurangan nilai tak berwujud secara sistematis yang
dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai
amortisasi masing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang
disajikan di laporan operasional dan mengurangi nilai buku aset tak
berwujud pada neraca.

Penyusutan/amortisasi aset dicatat setiap semester melalui Modul Aset
Tetap. Pembahasan lebih lanjut mengenai pencatatan penyusutan/
amortisasi aset dituangkan dalam subbab transaksi aset tetap/aset lainnya.

Reklasifikasi Piutang.

Apabila pada akhir tahun terdapat piutang jangka panjang yang akan jatuh
tempo atau kemungkinan dapat diterima/diharapkan dapat diselesaikan
dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka
dilakukan reklasifikasi ke dalam bagian lancar piutang jangka panjang.
Reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang hanya diperlukan dalam
rangka penyajian laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan jurnal balik
pada awal periode selanjutnya. Pembahasan lebih lanjut mengenai
pencatatan reklasifikasi piutang dituangkan dalam subbab transaksi
piutang.

Opname Fisik Persediaan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, satker wajib melakukan opname fisik atas
persediaan yang dikuasainya sekurang-kurangnya setiap akhir periode
pelaporan (akhir tahun anggaran), untuk memastikan kesesuaian fisik dan
catatan persediaan. Dalam hal terjadi perbedaan, satker melakukan
penyesuaian pencatatan berdasarkan Berita Acara Opname Fisik.
Pencatatan transaksi opname fisik dilakukan melalui Modul Persediaan dan
dibahas lebih lanjut pada subbab transaksi persediaan.

Uang Muka Kerja.

Uang muka kerja merupakan porsi pembayaran yang dilakukan di
muka/awal sebelum pihak ketiga menyerahkan barang/jasa. Sesuai
regulasi yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN
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sebelum barang/jasa diterima, uang muka kerja termasuk salah satu
kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu.
Pemberian uang muka kerja dapat dilakukan setelah penyedia barang/jasa
menyampaikan surat jaminan.

Dalam hal terdapat pemberian uang muka kerja hamun sampai dengan
akhir periode pelaporan pekerjaan tersebut belum diselesaikan, perlu
dipastikan kembali apakah pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada
periode selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku atau dinyatakan
wanprestasi. Atas pekerjaan yang wanprestasi, penyedia barang/jasa wajib
melakukan pengembalian ke kas negara sebesar selisih antara
pembayaran uang muka kerja dengan progres penyelesaian pekerjaan.
Apabila pada akhir periode pelaporan nilai progres penyelesaian pekerjaan
lebih kecil dari pembayaran uang muka, dan pekerjaan tersebut dilanjutkan
pada periode selanjutnya, satker mencatat progres pekerjaan sebagai
KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau Persediaan Dalam Proses atau beban,
sementara selisih antara pembayaran uang muka kerja dengan progres
penyelesaian pekerjaan disajikan sebagai belanja dibayar di muka.
Perlakuan atas kondisi ini adalah sebagaimana pencatatan transaksi
pembayaran pada akhir tahun anggaran yang disertai jaminan pembayaran

Saat sampai akhir periode pelaporan tidak terdapat progres penyelesaian
pekerjaan sama sekali (prestasi pekerjaan nihil), namun pekerjaan tersebut
dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka nilai pembayaran uang
muka tersebut disajikan sebagai uang muka belanja. Pencatatan awal atas
transaksi uang muka kerja adalah sebagaimana transaksi pembayaran
penyelesaian pekerjaan disertai jaminan pembayaran akhir tahun, dimana
penerimaan surat jaminan diperlakukan sebagai BAST bank garansi dan
dicatat melalui Modul Komitmen, sehingga membentuk jurnal dengan akun
Belanja Dibayar di Muka.

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 11411x |Belanja xxx Dibayar di Muka XXX Neraca
K | 218111 Utang vyang Belum  Diterimal xxx Neraca

Tagihannya

Dalam rangka pembayaran, satker merekam resume tagihan pada Modul
Pembayaran sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 218111 |Utang yang Belum  Diterimal Xxxx Neraca
Tagihannya

K | 21211X Belanja xxx yang Masih Harus xxx Neraca
Dibayar

Setelah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul
Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 21211X |Belanja xxx yang Masih Harus| xxx Neraca
Dibayar

K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE
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Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran juga membentuk jurnal pada
buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 53xxxx/  [Belanja Modal/Belanja Barang xxx| Xxx LRA
S2XXXX
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Dalam hal pekerjaan tersebut disepakati untuk dilanjutkan pada periode
selanjutnya, semestinya terdapat penggantian atau perpanjangan surat
jaminan untuk dilakukan perekaman pada Modul Komitmen oleh satker.
Perekaman ini tidak berdampak pada pencatatan akuntansi. Selanjutnya,
satker melakukan jurnal melalui Modul GLP untuk menyajikan uang muka

belanja sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 11421X |Uang Muka Belanja XXX Neraca
K | 11411X [Belanja xxx Dibayar di Muka XXX Neraca
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.
Utang kelebihan pembayaran pendapatan terjadi apabila jumlah

pendapatan yang diterima oleh satker dari wajib bayar lebih besar dari
jumlah pendapatan terutang. Apabila pada akhir periode pelaporan
terdapat kelebihan penerimaan pendapatan namun pengembalian
pendapatan tersebut belum direalisasikan, satker mencatatnya sebagai
utang kelebihan pembayaran pendapatan. Pencatatan dilakukan dengan
menjurnal melalui Modul GLP tersebut:

Pendapatan xxx

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 4xxxxx |Pendapatan xxx XXX LO
K | 2191xx |Utang Kelebihan Pembayaran XXX Neraca

Pada periode selanjutnya ketika dilakukan pencatatan SP2D pengembalian
pendapatan pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar
akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 4xxxxx |Pendapatan xxx XXX LO
K | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 4xxxxx |Pendapatan xxx XXX LRA
K | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -

Atas kondisi di atas, satker agar menjurnal melalui Modul GLP untuk
mengeliminasi pengakuan utang kelebihan pembayaran sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 2191xx |Utang Kelebihan Pembayaran| xxx Neraca
K | 4xxxxx |Pendapatan xxx XXX LO
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Kas dalam Penguasaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan.

Pada prinsipnya, pencatatan transaksi terkait kas dilakukan secara
transaksional melalui Modul Bendahara, sesuai dengan terjadinya mutasi
masuk dan keluarnya kas. Namun demikian, dalam hal diperlukan, satker
dapat melakukan penyesuaian atas transaksi terkait Kas Lainnya di
Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, dan
Kas di Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan melalui
Modul GLP.

Contoh penyesuaian terkait kas dalam penguasaan bendahara
pengeluaran dan bendahara penerimaan yang dilakukan pada tanggal
pelaporan yaitu penjabaran saldo kas dalam valuta asing ke dalam mata
uang Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral (kurs penutup) pada
tanggal pelaporan. Dalam hal kas tersebut juga dicatat oleh BUN seperti
Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di K/L dari Hibah, serta Kas
dan Bank BLU, satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra untuk
memastikan kesamaan nominal kas yang tercatat serta menyepakati kurs
penutup pada tanggal pelaporan yang digunakan sebagai dasar
penyesuaian.

Penyesuaian yang dilakukan apabila saldo kas berdasarkan kurs penutup
pada tanggal pelaporan lebih besar dari saldo kas berdasarkan kurs
transaksi adalah sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 1Ixxxxx |Kas xxx XXX Neraca

K | 491111 [Pendapatan Selisih Kurs Belum| xxx LO
Terealisasi

Sedangkan penyesuaian yang dilakukan apabila saldo kas berdasarkan
kurs penutup pada tanggal pelaporan lebih kecil dari

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 596211 Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi| xxx LO
K Ixxxxx [Kas XXX XXX Neraca

Khusus untuk Kas di Bendahara Pengeluaran yang selalu berpasangan
dengan akun Uang Muka dari KPPN, penyesuaian dilakukan atas kedua
akun tersebut dalam rangka menjaga kesamaan saldo.

Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan kurs penutup
pada tanggal pelaporan lebih besar dari saldo kas berdasarkan kurs
transaksi, jurnal penyesuaian dicatat sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 111611 |Kas di Bendahara Pengeluaran XXX Neraca

K | 491111 |Pendapatan Selisih Kurs Belum| xxx LO
Terealisasi
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D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 596211 |Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi| Xxx LO
K | 219511 [Uang Muka dari KPPN XXX Neraca

Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan kurs penutup
pada tanggal pelaporan lebih kecil dari saldo kas berdasarkan kurs
transaksi, jurnal penyesuaian dicatat sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 596211 |Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi| Xxxx LO
K | 111611 |Kas di Bendahara Pengeluaran XXX Neraca
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 219511 |Uang Muka dari KPPN XXX Neraca
K | 491111 [Pendapatan Selisih Kurs Belum| xxx LO
Terealisasi

Persekot Gaji.

Uang muka/persekot gaji merupakan pinjaman uang tidak berbunga yang
diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan untuk
kepentingan dinas. Persekot gaji tidak mutlak diberikan kepada setiap
pegawai yang mengalami mutasi. Komponen persekot gaji mencakup
belanja pegawai seperti gaji pokok dan lain-lain tanpa tunjangan beras dan
tunjangan jabatan serta tanpa potongan. Persekot gaji direalisasikan
menggunakan akun-akun belanja pegawai sesuai klasifikasinya. Pada
umumnya, pengembalian persekot gaji dilakukan secara bertahap/
angsuran melalui potongan SPM belanja pegawai mulai bulan berikutnya.

Pencatatan pencairan persekot gaji terbentuk ketika dilakukan penerbitan
resume tagihan (SPP) belanja pegawai sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 51xxxx |Beban Pegawai XXX LO

K | 212111 [Belanja Pegawai yang Masih Harus| xxx Neraca
Dibayar

Setelah SP2D belanja pegawai diterbitkan oleh KPPN mitra, satker
melakukan pencatatan SP2D belanja pegawai sehingga terbentuk urnal
pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus| xxx Neraca
Dibayar
K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Pencatatan SP2D belanja pegawai juga membentuk jurnal pada buku besar
kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 51xxxx |Belanja Pegawai XXX LRA
K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
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Atas saldo persekot yang telah direalisasikan tersebut, satker melakukan
jurnal melalui Modul GLP untuk mengakui uang muka

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 114211 |Uang Muka Belanja Pegawai XXX Neraca
K | 51xxxx |Beban Pegawai XXX LO

Selanjutnya, pada bulan berikutnya ketika mulai terjadi pembayaran atau
angsuran atas persekot gaji melalui potongan SPM, pencatatan terbentuk
ketika diterbitkan resume tagihan vang menghasilkan jurnal sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca
K | 114211 Uang Muka Belanja Pegawai XXX Neraca

Setelah terbit SP2D belanja pegawai, satker melakukan pencatatan SP2D
sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX LPE
K | 115212 |Piutang Lainnya XXX Neraca

Pencatatan SP2D belanja pegawai juga membentuk jurnal pada buku besar
kas sebagai berikut

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313121 |Diterima dari Entitas Lain XXX -
K | 425991 |Penerimaan Kembali Persekot/ Uang, xxx LRA
Muka Gaji

Selain proses bisnis normal di atas, dimungkinkan terdapat kondisi dimana
beban pembayaran persekot gaji TAYL belum pernah diakui sebagai uang
muka belanja pegawai hingga TAB.

Atas hal ini, satker mencatat uang muka belanja pegawai dengan lawan
akun koreksi lainnya.

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 114211 |Uang Muka Belanja Pegawali XXX Neraca
K | 391119 [Koreksi Lainnya XXX LPE

Mengingat bahwa persekot gaji diberikan kepada ASN yang mengalami
mutasi, sehingga terdapat kondisi dimana persekot gaji tersebut dibayarkan
oleh unit lama sedangkan angsurannya dipotong oleh unit baru. Atas hal
ini, pencatatan uang muka belanja perlu dialihkan dari unit lama ke unit baru
dengan cara mencatat jurnal penyesuaian khusus. Jurnal yang terbentuk
pada buku besar akrual atas pelimpahan uang muka belanja adalahsebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313211 ([Transfer Keluar XXX LPE
K | 114211 |Uang Muka Belanja Pegawai XXX Neraca
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Sedangkan jurnal yang tercatat pada unit baru adalah sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 114211 |Uang Muka Belanja Pegawai XXX Neraca
K | 313221 [Transfer Masuk XXX LPE

15. Transaksi Koreksi.

Sesuai PSAP yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Esrtimasi Akuntansi, dan Operasi
yang Dihentikan, koreksi merupakan tindakan pembetulan laporan keuangan
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.  Koreksi dapat dilakukan dengan menyesuaikan kesalahan
kodefikasi barang, akun, nilai, dan/atau elemen data yang lain yang dicatat
sehubungan dengan terjadinya transaksi keuangan atau barang.

Mekanisme koreksi dapat dilakukan antara lain melalui perekaman dokumen
sumber yang telah diralat melalui modul terkait, perekaman transaksi koreksi
melalui menu yang disediakan pada modul terkait, atau penjurnalan pada Modul
GLP.

Ralat dapat dilakukan terhadap dokumen pengeluaran dan dokumen penerimaan
TAB, dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara koreksi data
penerimaan dan pengeluaran pada SPAN. Perekaman transaksi koreksi yang
dilakukan melalui modul-modul terkait antara lain koreksi nilai/kuantitas aset
tetap/aset lainnya/persediaan, koreksi pencatatan dalam rangka menghapus
pencatatan aset, koreksi piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan koreksi
melalui Modul GLP dilakukan dengan menjurnal akun-akun neraca, pendapatan,
beban, dan atau ekuitas, dengan memperhatikan periode terjadinya kesalahan.

Untuk meminimalkan kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada salah
saji laporan keuangan, Aplikasi SAKTI telah dilengkapi dengan validasi untuk
mengecek kesesuaian antara akun belanja dan BAST termasuk kodefikasi dan
jenis BMN-nya, sebagai dasar dalam pembentukan jurnal. Untuk jenis kesalahan
tertentu, Aplikasi SAKTI tetap dapat menghasilkan jurnal secara tepat. Namun
demikian, kesalahan tersebut tetap termonitor melalui Aplikasi untuk Monitoring
Data dan Transaksi SAKTI (Aplikasi MonSAKTI) dan wajib ditindaklanjuti oleh
satker. Selain itu, pada Aplikasi SAKTI masih dimungkinkan pula terjadi
beberapa variasi kesalahan pencatatan yang berdampak pada salah saji di
laporan, sehingga memerlukan tindakan koreksi.

Secara umum, koreksi kesalahan yang dilakukan oleh satker antara lain
mencakup koreksi antar beban, koreksi beban ke aset atau sebaliknya, koreksi
antar aset, dan koreksi lainnya. Namun demikian, tata cara perekaman transaksi
koreksi dimungkinkan berbeda-beda berdasarkan variasi kesalahan yang terjadi,
modul-modul SAKTI yang mengalami kesalahan pencatatan, menu-menu yang
digunakan untuk melakukan koreksi, dan lain sebagainya. Berikut adalah
beberapa variasi kesalahan dan pencatatan koreksi yang dimungkinkan terjadi
pada satker. Variasi lain di luar pengaturan ini sangat mungkin terjadi, sehingga
pencatatan koreksi di luar pengaturan ini dapat dilakukan, dalam rangka
penyajian laporan keuangan yang lebih wajar dan berkualitas.
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Pengadaan persediaan menggunakan akun belanja barang non BMN.

Atas perekaman BAST pada Modul Komitmen dengan kondisi ini, selama
pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang dilakukan dengan tepat,
Aplikasi SAKTI tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual secara
tepat yaitu:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 117911 |Persediaan yang Belum Diregister XXX Neraca

K | 218111 Utang vyang Belum  Diterimal xxx Neraca
Tagihannya

Setelah dilakukan pendetailan barang melalui Modul Aset Persediaan,
penerbitan resume tagihan serta pencatatan SP2D melalui Modul
Pembayaran, diperoleh jurnal akhir pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117xxx |Persediaan XXX Neraca
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Sedangkan jurnal pada buku besar kas masih mengalami salah saji untuk
kode akun belanjanya sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp

D 52xxxx [Belanja Barang yang Tidak| xxx
Menghasilkan BMN

K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain

Laporan
LRA

XXX -

Ketidaktepatan penggunaan akun tersebut termonitor pada MonSAKTI.
Setelah satker menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada
dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan pencatatan ralat SP2D
pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
K | 52xxxx [Belanja  Barang yang  Tidak] xxx LRA
Menghasilkan BMN
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 52xxxx | Belanja Barang Persediaan XXX LRA
K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Dengan demikian, jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas telah
disajikan dengan tepat.

Pengadaan BMN Intrakomptabel (aset tetap/aset lainnya) menggunakan
akun belanja barang non BMN.

Atas perekaman BAST pada Modul Komitmen dengan kondisi ini, selama
pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang dilakukan dengan tepat,
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Aplikasi SAKTI tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual secara
tepat yaitu:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum| xxx Neraca
16xxxx |Diregister
K | 218111 Utang vyang Belum  Diterima xxx Neraca
Tagihannya

Setelah dilakukan pendetailan barang melalui Modul Aset Tetap, penerbitan
resume tagihan serta pencatatan SP2D melalui Modul Pembayaran,
diperoleh jurnal akhir pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Sedangkan jurnal pada buku besar kas masih mengalami salah saji sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 52xxxx |Belanja Barang Non Persediaan XXX LRA
K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Ketidaktepatan penggunaan akun tersebut termonitor pada MonSAKTI.
Setelah satker menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada
dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan pencatatan ralat SP2D
pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnalpada buku besar kas sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

K | 52xxxx |Belanja Barang Non Persediaan XXX LRA
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 53xxxx |Belanja Modal xxx XXX LRA

K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Dengan demikian, jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas telah
disajikan dengan tepat.

Kesalahan pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang pada Modul
Komitmen (pengadaan jasa/non BMN dicatat sebagai pengadaan BMN
intrakomptabel).

Untuk kondisi ini, diasumsikan bahwa realisasi akun belanja telah sesuai
dengan substansi transaksinya, namun terjadi kesalahan pemilihan jenis
BAST atau kodefikasi barang pada saat mencatat BAST melalui Modul
Komitmen. Sebagai contoh, pembelian bahan direalisasikan menggunakan
akun belanja bahan (521211) namun satker memilih BAST barang
persediaan/aset tetap/aset lainnya. Dengan demikian, salah saji terjadi
pada buku besar akrual sedangkan untuk buku besar kas telah sesuai.
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Apabila terjadi kesalahan ini di mana satker tidak dapat melakukan
penghapusan/pembatalaan BAST secara mandiri dikarenakan telah
terdapat transaksi lanjutan (misalnya telah terbit resume tagihan dan
pembayaran), satker agar tetap melakukan pendetailan barang sesuai
kodefikasi yang telah dicatat pada Modul Komitmen, meskipun kurang
tepat. Selanjutnya, satker mencatat transaksi melalui Modul Persediaan
atau Modul Aset Tetap untuk mengeliminasi BMN tersebut. Jenis transaksi
yang dapat digunakan untuk mengeliminasi BMN tersebut antara lain
koreksi pencatatan aset tetap/aset lainnya atau koreksi jumlah
keluar/kurang persediaan, sehingga membentuk jurnal pada buku besar
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 391116/ |[Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya] Xxx LPE
391118 |Non Revaluasi
K | 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XXxXX
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 593311 |Beban Penyesuaian Nilai Persediaan| xxx LO
K | 117xxx |Persediaan XXX Neraca

Selanjutnya, dalam rangka menyajikan beban yang seharusnya, satker
melakukan penjurnalan melalui Modul GLP dengan pasangan akun yang
terbentuk dari transaksi eliminasi BMN.

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 52xxxx |Beban Barang yang Tidak Menghasilkan XXX LO
BMN
K | 391116/ [Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya] XXX LPE
391118 |Non Revaluasi
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 52xxxx |Beban Barang yang Tidak Menghasilkan| xxx LO
BMN
K | 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan| xxx LO

Kesalahan pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang pada Modul
Komitmen (pengadaan jasa/non BMN dicatat sebagai pengadaan BMN
esktrakomptabel).

Untuk kondisi ini, diasumsikan bahwa realisasi akun belanja telah sesuai
dengan substansi transaksinya, namun terjadi kesalahan pemilihan jenis
BAST atau kodefikasi barang pada saat mencatat BAST melalui Modul
Komitmen. Sebagai contoh, mencatat BAST melalui Modul Komitmen.
Sebagai contoh, pemeliharaan direalisasikan menggunakan akun belanja
pemeliharaan (523xxx) namun satker memilih BAST barang
ekstrakomptabel.

Apabila terjadi kesalahan ini di mana satker tidak dapat melakukan
penghapusan/pembatalaan BAST secara mandiri dikarenakan telah
terdapat transaksi lanjutan (misalnya telah terbit resume tagihan dan
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pembayaran), satker agar tetap melakukan pendetailan BMN
ekstrakomptabel sesuai kodefikasi yang telah dicatat pada Modul
Komitmen, meskipun kurang tepat. Pendetailan ini tidak menghasilkan
jurnal akuntansi namun berdampak pada mutasi masuk BMN
ekstrakomptabel.

Selanjutnya, satker mencatat transaksi koreksi pencatatan melalui Modul
Aset Tetap untuk mengeliminasi BMN tersebut. Pencatatan transaksi ini
tidak menghasilkan jurnal akuntansi, namun berdampak pada mutasi keluar
BMN esktrakomptabel.

Pengadaan BMN intrakomptabel (berupa KDP) menggunakan akun belanja
barang non BMN, namun terjadi kesalahan pemilihan kodefikasi BMN non
KDP ketika mencatat BAST pada Modul Komitmen.

Atas perekaman BAST pada Modul Komitmen dengan kondisi ini, Aplikasi
SAKTI membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum| xxx Neraca
16xxxx |Diregister

K | 218111 Utang Yyang Belum Diterimal  xxx Neraca
Tagihannya

Dalam hal satker tidak dapat melakukan penghapusan/pembatalan BAST
dikarenakan telah terjadi transaksi lanjutan, satker agar melakukan
pendetailan BMN non KDP sesuai BAST melalui Modul Aset Tetap,
sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 13xxxx |Aset Tetap XXX Neraca

K | 218111 Utang yang Belum  Diterima] xxx Neraca
Tagihannya

Selanjutnya, untuk menyajikan BMN sesuai klasifikasi yang seharusnya,
satker mereklasifikasi aset tetap menjadi KDP. Dalam hal transaksi
reklasifikasi aset tetap menjadi KDP belum terakomodasi pada sistem
aplikasi, satker agar menggunakan transaksi lain yang sesuai untuk
mengeliminasi aset tetap dan mengakui KDP, misalnya transaksi koreksi
pencatatan dan transaksi perolehan lainnya pada Modul Aset Tetap:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 391116 |Koreksi Nilai Aset Tetap XXX LPE
K | 13xxxx |Aset Tetap XXX Neraca

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 136111 |Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX Neraca
K | 491429 |Pendapatan Perolehan Aset Lainnya| Xxx LO

Selanjutnya, satker melakukan jurnal melalui Modul GLP untuk
mengeliminasi akun-akun yang tidak seharusnya muncul:
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D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 491429 |Pendapatan Perolehan Aset Lainnya| Xxx LO
K | 391116 [Koreksi Nilai Aset Tetap XXX LPE

Sampai dengan tahap ini, jurnal pada buku besar kas masih mengalami
salah saji sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 52xxxx |Belanja  Barang yang  Tidak| xxx LRA
Menghasilkan Persediaan
K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Ketidaktepatan penggunaan akun tersebut termonitor pada MonSAKTI.
Setelah satker menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada
dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan pencatatan ralat SP2D
pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
K | 52xxxx [Belanja  Barang yang  Tidak] xxx LRA
Menghasilkan Persediaan
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 53xxxx |Belanja Modal xxx XXX LRA
K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Dengan demikian, jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas telah
disajikan dengan tepat.

Kesalahan penggunaan akun non K/L.

Penggunaan akun-akun yang tidak seharusnya digunakan oleh K/L
(misalnya menggunakan akun BUN) berdampak pada ketidakwajaran
dalam laporan keuangan, misalnya muncul uraian akun NULL pada neraca
percobaan, muncul uraian akun belanja pada buku besar dan neraca
percobaan akrual, dan lain-lain. Pada umumnya, akun tersebut berasal dari
setoran penerimaan atau kesalahan penjurnalan.

Untuk kesalahan data setoran penerimaan, satker agar melakukan ralat
data pada dokumen penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku, dilanjutkan
dengan perekaman ralat BPN pada Modul Bendahara, sehingga terbentuk
jurnal untuk membalik pencatatan akun lama dan memunculkan akun yang
baru.

Kesalahan yang memerlukan koreksi antar beban.

Ketidaktepatan penggunaan akun juga dapat terjadi an tar akun beban, di
mana realisasi belanja tidak sesuai substansi transaksinya namun tidak
melibatkan pencatatan BMN. Sebagai contoh, pengadaan bahan yang
seharusnya dilakukan menggunakan akun belanja bahan (akun 521211)
direalisasikan menggunakan akun belanja operasional perkantoran
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(akun 521111). Untuk kondisi ini, satker melakukan ralat data pengeluaran
negara pada dokumen terkait (SPP/SPM) sesuai ketentuan yang berlaku.
Perekaman ralat dokumen tersebut menghasilkan jurnal pada buku besar
kas sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
K | 52xxxx [Belanja  Barang yang  Tidak xxx LRA
Menghasilkan BMN (akun yang tidak
tepat)
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 52xxxx |Belanja Barang yang Tidak  xxx LRA
Menghasilkan BMN (akun yang
seharusnya)
K | 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Selanjutnya, dalam rangka penyajian beban yang seharusnya, satker
melakukan jurnal pada Modul GLP sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 52xxxx |Beban Barang yang Tidak| xxx LO
Menghasilkan BMN (akun yang

seharusnya)

K | 52xxxx [Beban Barang yang Tidak] xxx LO
Menghasilkan BMN (akun yang tidak
tepat)

h. Kesalahan atau koreksi lainnya.

Selain variasi kesalahan dan koreksi di atas, dimungkinkan pula terjadi
kesalahan pos atau akun yang terkait transaksi keuangan, yang dapat
dilakukan koreksi melalui penjurnalan menggunakan akun ekuitas, dalam
hal ini akun Koreksi Lainnya. Sebagai contoh, koreksi atas kesalahan saldo
piutang yang timbul pada TAYL (yang dibahas lebih lanjut pada subbab
transaksi piutang). Contoh lain adalah koreksi atas pendapatan dan beban
TAYL yang belum dicatat sampai dengan TAB, sehingga dicatat sebagai
koreksi ekuitas.

TRANSAKSI ASET TETAP/ASET LAINNYA.

Transaksi yang dapat terjadi pada aset tetap/aset lainnya dapat dikelompokkan
menjadi transaksi mutasi masuk (perolehan), transaksi mutasi keluar (penghapusan),
dan transaksi perubahan. Selain itu, terdapat pula transaksi perubahan kondisi,
pencatatan barang hilang, dan lain sebagainya.

Transaksi mutasi masuk aset tetap/aset lainnya antara lain mencakup perubahan
saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk, penyelesaian pembangunan,
pengembangan aset, dan perolehan lainnya. Transaksi mutasi keluar aset tetap/aset
lainnya dapat berupa penghapusan, transfer keluar, hibah keluar, reklasifikasi keluar,
koreksi pencatatan, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk transaksi perubahan aset
tetap/aset lainnya antara lain perubahan kuantitas, koreksi nilai, serta penghentian dari
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penggunaan (reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lain-lain).

Pada umumnya, pencatatan transaksi terkait aset tetap/aset lainnya dapat melibatkan
Modul Komitmen, Modul Aset Tetap, dan Modul Pembayaran. Namun demikian,
dimungkinkan pula pencatatan akun- akun misalnya beban dan/atau ekuitas terkait
transaksi aset tetap/aset lainnya melalui Modul GLP.

1. Penambahan Saldo Awal Aset Tetap/Aset Lainnya

Dalam penatausahaan aset tetap/aset lainnya, dimungkinkan terdapat aset
tetap/aset lainnya yang sebetulnya telah diperoleh satker sejak periode
pelaporan sebelumnya (Tahun Anggaran yang Lalu/TAYL), namun belum
dilakukan pencatatan sehingga belum tersaji dalam neraca. Ketika diketahui
kondisi tersebut pada periode berjalan (Tahun Anggaran Berjalan/TAB), satker
melakukan pencatatan aset tetap/aset lainnya dimaksud sebagai penambahan
saldo awal, namun tidak melakukan penyajian ulang atas neraca periode
sebelumnya.

Transaksi penambahan saldo awal ini dikecualikan untuk aset tetap/aset lainnya
yang diperoleh pada TAYL dari hibah langsung, namun belum dilakukan
pencatatan sampai dengan periode TAB. Atas kondisi tersebut, satker tetap
melakukan pencatatan transaksi tersebut sebagai hibah masuk.

Pencatatan penambahan saldo awal aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI
dilakukan melalui Modul Aset Tetap tanpa didahului perekaman pada Modul
Komitmen. Dokumen sumber yang dapat dijadikan dasar pencatatan aset
tetap/aset lainnya melalui menu penambahan saldo awal antara lain dokumen
perolehan atau kepemilikan aset tersebut, surat pernyataan/keterangan Kuasa
Pengguna Barang (KPB), daftar dan/atau laporan BMN terkait, dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Pencatatan transaksi penambahan saldo awal aset tetap/aset lainnya
menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya wxx [Neraca
16XXXX
K 391116/ |[Koreksi Nilai Aset LPE
. . XXX
391118 [Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi
D 391116/ |Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non wxx ILPE

391118 |Revaluasi

K 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/Amortisasi XXX Neraca
XXX

1693xx
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D 591xx/ |Beban XXX LO
592Ixx  |Penyusutan/Amortisasi XXX

K 137xxx/ |Akumulasi XXX Neraca
1693xx |Penyusutan / Amortisasi XXX

Jurnal dengan pasangan akun Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non
Revaluasi pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset di atas merupakan jurnal
untuk mencatat akumulasi penyusutan/amortisasi aset sejak tanggal perolehan
sampai dengan periode semester Il TAYL. Sedangkan pasangan jurnal Beban
Penyusutan/Amortisasi Aset dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset
merupakan jurnal untuk mencatat beban penyusutan/amortisasi aset semester |
TAB. Jurnal ini terbentuk apabila transaksi penambahan saldo awal dibukukan
pada semester Il TAB.

Contoh ilustrasi transaksi penambahan saldo awal:

Pada bulan Februari 2021, Satker A membeli sebuah sofa senilai Rp.
15.000.000,00 dengan masa manfaat 5 tahun (10 periode penyusutan). Karena
satu dan lain hal, Satker A belum membukukan sofa tersebut hingga tahun 2022.
Pada bulan September 2022, Satker A melakukan pencatatan sofa tersebut
sebagai transaksi penambahan saldo awal pada Modul Aset Tetap, sehingga
terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 132111 Peralatan dan Mesin 15.000.000 Neraca
K | 391116 |Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 15.000.000 LPE
D | 391116 [Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 3.000.000 *) LPE
K | 137111 |Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 3.000.000 Neraca
D | 591111 |Beban Penyusutan 1.500.000 LO

Peralatan dan Mesin **)
K | 137111 |Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin| 1.500.000 Neraca

Perhitungan penyusutan:

*) Penyusutan sejak tanggal perolehan sampai dengan semester Il TAYL
(Februari - Desember 2021) = 2 semester = 2 periode penyusutan = 2 X
(15.000.000/10) = Rp.3.000.000,00

**) Penyusutan semester | TAB = 1 x (15.000.000/10) = Rp.1.500.000,00

Pembelian atau Pengadaan Aset Tetap/Aset Lainnya

Pembelian atau pengadaan aset tetap/aset lainnya dapat menghasilkan aset
intrakomptabel atau aset ekstrakomptabel. Pencatatan yang dilakukan terkait
pembelian atau pengadaan aset tetap/aset lainnya adalah sebagai berikut:

a. Aset Intrakomptabel

Aset intrakomptabel merupakan aset yang memenuhi definisi dan kriteria
pengakuan aset tetap / aset lainnya dan memenuhi nilai minimum
kapitalisasi, kecuali aset tetap/aset lainnya yang berdasarkan regulasi
disajikan secara ekstrakomptabel.
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Pencatatan pembelian aset intrakomptabel didahului dengan perekaman
pada Modul Komitmen berdasarkan dokumen penerimaan barang berupa
BAST atau kuitansi. Pencatatan tersebut menghasilkan jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D |139111/|Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum wxx [Neraca
166411 |Diregister
K | 218111 Utang yang Belum Diterima Tagihannya |y [Neraca

Perekaman aset intrakomptabel pada Modul Komitmen ditindaklanjuti
dengan pendetailan aset atau pencatatan transaksi pembelian pada Modul
Aset Tetap, sehingga menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D | 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya xxx | Neraca
16XxXXX

K | 139111/ |Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum xxx | Neraca
166411 |Diregister

Akun 218111 (Utang yang Belum Diterima Tagihannya) akan tereliminasi
pada saat proses penerbitan resume tagihan (dalam hal ini Surat
Permintaan Pembayaran/SPP) pada Modul Pembayaran, yang
menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |218111Utang yang Belum Diterima Tagihannya | XXX | Neraca
K [212113Belanja Modal yang Masih Harus XXX | Neraca

Dibayar

Selanjutnya, akun Belanja yang Masih Harus Dibayar akan tereliminasi
pada saat SP2D telah terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul
Pembayaran, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D |212113Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar | XXX | Neraca
K [313111Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Selain itu, pencatatan SP2D pada Modul embayaran juga membentuk jurnal
pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 53xxxx  |Belanja Modal XXX XXX LRA
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Contoh ilustrasi transaksi pembelian/pengadaan aset intrakomptabel:
Satker B membeli printer sebanyak 10 buah dengan harga satuan
Rp. 3.000.000,00. Pencatatan pada Satker B adalah sebagai berikut:
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Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |139111|Aset Tetap yang Belum 30.000.000| Neraca
Diregister
K ]218111Utang yang Belum Diterima |30.000.000| Neraca
Tagihannya
Pendetailan peralatan dan mesin pada Modul Aset Tetap
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 132111 |Peralatan dan Mesin 30.000.000| Neraca
K 139111 |Aset Tetap yang Belum 30.000.000| Neraca
Diregister

Penerbitan resume tagihan (SPP) pada Modul Pembayaran

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 218111 \Utang yang Belum Diterima|30.000.000| Neraca
Tagihannya

K 212113 Belanja Modal yang 30.000.000| Neraca
Masih Harus Dibayar

Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran (jurnal pada buku besar
akrual):

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212113 [Belanja Modal yang Masih | 30.000.000 | Neraca
Harus Dibayar
K | 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 30.000.000 | LPE

Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran (jurnal pada buku besar
kas):

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 532111 |Belanja Modal Peralatan dan|30.000.000| LRA
Mesin
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain  [30.000.000 -

Aset Ekstrakomptabel

Aset ekstrakomptabel merupakan aset yang memenuhi definisi dan
kriteria pengakuan aset tetap namun nilainya di bawah nilai minimum
kapitalisasi, serta aset tetap/aset lainnya yang berdasarkan regulasi
disajikan secara ekstrakomptabel (di luar Neraca). Pencatatan
pembelian aset ekstrakomptabel pada Modul Komitmen berdasarkan
dokumen penerimaan barang berupa BAST atau kuitansi dengan
menggunakan akun belanja yang tepat menghasilkan jurnal pada
buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan

D 52125x XXX LO

Beban XXX - Ekstrakomptabel
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218111 |Utang yang Belum Diterima XXX | Neraca

K Tagihannya

Perekaman BAST aset ekstrakomptabel pada Modul Komitmen
ditindaklanjuti dengan pendetailan aset pada Modul Aset Tetap,
namun perekaman ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi sehingga
aset tersebut tidak disajikan di Neraca. Pendetailan ini bertujuan untuk
membukukan aset tersebut ke dalam Laporan BMN ekstrakomptabel.

Akun 218111 (Utang yang Belum Diterima Tagihannya) yang
terbentuk pada saat perekaman BAST di Modul Komitmen akan
tereliminasi pada saat proses penerbitan resume tagihan (SPP) pada
Modul Pembayaran, yang menghasilkan jurnal pada buku besar
akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218111 |Utang yang Belum Diterima XXX Neraca
Tagihannya

K 212112 |Belanja Barang yang Masih XXX Neraca
Harus Dibayar

Selanjutnya, akun Belanja yang Masih Harus Dibayar akan
tereliminasi pada saat SP2D telah terbit dan dilakukan pencatatan
SP2D pada Modul Pembayaran, sehingga terbentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp. Laporan

D 212112 |Belanja Barang yang Masih | XXX Neraca
Harus Dibayar
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Selain itu pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran juga mem
bentuk Jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 52125x [Belanja XXX - ekstrakomptabel | XXX LRA
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Ketidaktepatan penggunaan akun berupa realisasi belanja modal
untuk pembelian aset ekstrakomptabel menghasilkan jurnal dengan
akun beban barang ekstrakomptabel. Namun demikian, hal ini
termonitor pada Aplikasi Monitoring Data dan Transaksi SAKTI
sebagai ketidaktepatan akun belanja dan kodefikasi barang.

Contoh ilustrasi transaksi pembelian/pengadaan asset
ekstrakomptabel:

Satker C membeli kursi sebanyak 5 buah dengan harga satuan
Rp. 800.000,00. Pencatatan pada Satker C adalah sebagai berikut:
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1) Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 521252 Beban Peralatan dan Mesin- 4.000.000 LO
Ekstrakomptabel
K | 218111 {Utang yang Belum Diterima 4.000.000 | Neraca
Tagihannya

2) Pendetailan peralatan dan mesin pada Modul Aset Tetap: tidak
menghasilkan jurnal akuntansi.

3) Penerbitan resume tagihan (SPP) pada Modul Pembayaran

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |218111 Utang yang Belum Diterima 4.000.000| Neraca
Tagihannya

K 1212112 Belanja Barang yang Masih 4.000.000 | Neraca
Harus Dibayar

4) Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran (jurnal pada buku
besar akrual):

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan

D |212112 Belanja Barang yang Masih 4.000.000 | Neraca
Harus Dibayar
K |313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 4.000.000 LPE

5) Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran (Jurnal) pada buku

besar kas):
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |521252|Belanja Peralatan dan Mesin- |4.000.000| LRA
Ekstrakomptabel
K |313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 4.000.000 -

Pengadaan (Perolehan Awal) dan/atau Pengembangan Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) dan/atau Aset Tidak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaaan
Pengadaan aset tetap/aset lainnya yang melalui proses
pembangunan/konstruksi didahului dengan perekaman aset pada Modul
Komitmen berdasarkan dokumen penerimaan barang berupa BAST. Pencatatan
tersebut menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D 139111/ |Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum | yyyx | Neraca
166411 |Diregister
K 218111 |Utang yang Belum Diterima xxX | Neraca
Tagihannya

Perekaman aset yang diperoleh melalui proses pembangunan pada Modul
Komitmen ditindaklanjuti dengan pendetailan aset pada Modul Aset Tetap atau
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pencatatan pada menu perolehan KDP sehingga aset tersebut tercatat dalam
kartu KDP/ATB Dalam Pengerjaan. Pendetailan aset tersebut menghasilkan
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Lapora
D 136111/ |Konstruksi Dalam pengerjaan/ Aset| yyy |Neraca
162311 [Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
K 139111/ |Aset Tetap/Aset Lainnya yang xxx | Neraca
166411 |Belum Diregister

Akun 218111 (Utang yang Belum Diterima Tagihannya) yang terbentuk pada
saat perekaman BAST di Modul Komitmen akan tereliminasi pada saat proses
penerbitan resume tagihan (SPP) pada Modul Pembayaran, yang menghasilkan
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218111 Utang yang Belum Diterima xxx | Neraca
Tagihannya
K 212113 Belanja Modal yang Masih Harus xxx | Neraca
Dibayar

Selanjutnya, akun Belanja yang Masih Harus Dibayar akan tereliminasi pada saat
SP2D telah terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran,
sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212113 |Belanja Modal yang Masih Harus| yyy | Neraca
Dibayar
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE

Selain itu, pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran juga membentuk Jurnal
pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 53xXxxx Belanja Modal XXX XXX LRA
K 313111  Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -
Contoh ilustrasi transaksi perolehan aset melalui proses

pembangunan/pengembangan KDP:

Satker D membangun sebuah gedung kantor secara kontraktual dengan 2 tahap
pembayaran sesuai progres/kemajuan pembangunan sebagai berikut:

Pembayaran tahap| : Rp200.000.000,00
Pembayaran tahap Il : Rp300.000.000,00
Pencatatan pada Satker D adalah sebagai berikut:
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Pencatatan BAST tahap | pada Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 139111 |Aset Tetap yang Belum 200.000.000 | Neraca
Diregister
K 218111 |Utang yang Belum 200.000.000 | Neraca
Diterima Tagihannya

Pendetailan BAST tahap | pada Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 136111 [Konstruksi Dalam 200.000.000 | Neraca
Pengerjaan
K 139111 |Aset Tetap yang 200.000.000 | Neraca
Belum Diregister

Penerbitan resume tagihan atas BAST tahap | pada Modul Pembayaran

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 218111 |utang yang Belum 200.000.000| Neraca
Diterima Tagihannya

K 212113 Belanja Modal yang 200.000.000| Neraca
Masih Harus Dibayar

Pencatatan SP2D atas pembayaran tahap | (jurnal pada buku besar akrual)

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 212113 Belanja Modal yang Masih  200.000.000, Neraca
Harus Dibayar
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 200.000.000; LPE

Pencatatan SP2D atas pembayaran tahap | (jurnal pada buku besar kas)

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 533111 |Belanja Modal Gedung dan| 200.000.000] LRA
Bangunan
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain | 200.000.000 -

Pencatatan BAST tahap Il pada Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 139111 |Aset Tetap yang Belum|{300.000.000| Neraca
Diregister
K 218111 |Utang yang Belum Diterima|300.000.000| Neraca
Tagihannya
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f. Pendetailan BAST tahap Il pada Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 136111 [Kontruksi dalam 300.000.000| Neraca
K 139111 Aset tetap yang belum| 300.000.000| Neraca

diregister

g. Penerbitan resume tagihan atas BAST tahap | pad Modul Pembayaran

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218111 \Utang yang belum diterima/300.000.000| Neraca
tagihannya
K 212113 Belanja Modal yang masih|300.000.000| Neraca
harus dibayar

h. Pencatatan SP2D atas pembayaran tahap | (jurnal pada buku besar akrual):

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212113 |Belanja Modal yang masih|300.000.000| Neraca
harus dibayar
K 313111 300.000.000| LPE
Ditagihkan ke Entitas lain

I. Pencatatan SP2D atas pembayaran tahap | (jurnal pada buku besar kas):

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 533111 Belanja Modal Gedung dan |300.000.000| LRA
bangunan
K 313111 Ditagihkan ke Entitas lainnya|300.000.000 -

Penyelesaian KDP/ATB Dalam Pengerjaan

Setelah beberapa termin pembangunan sehingga pekerjaan konstruksi
dinyatakan selesai dan aset siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya,
maka suatu KDP/ATB Dalam Pengerjaan direklasifikasi menjadi aset tetap/aset
lainnya. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau
dokumen lainnya yang dipersamakan, satker mencatat penyelesaian pekerjaan
tersebut pada Modul Aset Tetap sehingga terbentuk jurnal pada buku besar

akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya xxx| Neraca
16XXXX
K 136111/ |Konstruksi Dalam Pengerjaan/ Aset xxx| Neraca
162311 [Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Contoh ilustrasi transaksi penyelesaian KDP:

Berdasarkan ilustrasi pembangunan gedung kantor pada Satker D sebagaimana
dijelaskan dalam angka 3 di atas, ketika pembangunan telah selesai, Satker D
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mencatat transaksi penyelesaian KDP pada Modul Aset Tetap berdasarkan
BAPP:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 133111 |Gedung dan Bangunan 500.000.000 | Neraca
K 136111 |Konstruksi Dalam Pengerjaan 500.000.000 | Neraca

Transfer Masuk dan Transfer Keluar Aset Tetap/Aset Lainnya

Transfer masuk adalah penerimaan aset tetap/aset lainnya dari entitas lain yang
masih dalam satu entitas pelaporan pemerintah pusat, baik antar satker dalam
satu K/L maupun antar satker lintas K/L. Sedangkan transfer keluar adalah
pengiriman/penyerahan aset tetap/aset lainnya ke entitas lain yang masih dalam
satu entitas pelaporan pemerintah pusat, baik antar satker dalam satu K/L
maupun antar satker lintas K/L.

Transaksi transfer keluar dan transfer masuk pada Modul Aset Tetap dilakukan
secara online sehingga setiap transaksi transfer masuk harus berpasangan
dengan transaksi transfer keluar. Transaksi transfer keluar dan transfer masuk
harus dicatat pada periode (semester) yang sama agar tidak terjadi kesalahan
penyajian akumulasi penyusutan/amortisasi.

Transaksi transfer keluar dan transfer masuk juga dimungkinkan terjadi antara
satker di K/L dengan satker pada BUN. Mengingat bahwa sistem aplikasi
pelaporan yang digunakan oleh kedua satker tersebut berbeda, pencatatan
transaksi transfer pada Modul Aset Tetap dilakukan melalui menu transfer
manual.

Dokumen sumber yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
transfer masuk dan transfer keluar antara lain BAST, dokumen Penetapan Status
Penggunaan (PSP), dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Perekaman transaksi transfer keluar dan transfer masuk aset perlu disertai
perekaman kode satker pengirim dan satker penerima transfer. Berdasarkan
kode satker pengirim dan satker penerima transfer, data transaksi transfer keluar
dan transfer masuk dilakukan penyandingan dan dimonitor melalui Aplikasi
Monitoring Data dan Transaksi SAKTI. Selisih transaksi transfer keluar dan
transfer masuk dimungkinkan terjadi apabila terdapat transaksi transfer antara
K/L dengan BUN karena perbedaan aplikasi pelaporan yang digunakan. Selain
itu, selisih transfer dapat terjadi akibat transfer Aset Tetap Renovasi (ATR),
karena transfer keluar dilakukan atas ATR sedangkan transfer masuk dilakukan
atas aset yang dilakukan pengembangan.

Perekaman transaksi transfer keluar aset tetap/aset lainnya pada Modul Aset
Tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313211 ([Transfer Keluar XXX LPE
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K 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XXXX

D 137xxx/  |Akumulasi XXX Neraca
1693xx |[Penyusutan/Amortisasi XXX

K 313211 (Transfer Keluar XXX LPE

Perekaman transfer masuk aset tetap/aset lainnya pada Modu. Aset Tetap
menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XxxX

K 313221 [Transfer Masuk XXX LPE

D 313221 [Transfer Masuk XXX LPE

K 137xxx/ |Akumulasi XXX Neraca
1693xx |Penyusutan/Amortisasi XXX

Contoh ilustrasi transaksi transfer:

Satker E menyerahkan 1 buah printer kepada Satker F, dimana nilai aset pada
saat dilakukan penyerahan adalah sebesar Rp5.000.000,00 dengan akumulasi
penyusutan sebesar Rpl.000.000,00. Pencatatan transaksi transfer tersebut
adalah sebagai berikut:

a. Pencatatan transaksi transfer keluar oleh Satker E:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313211 ([Transfer Keluar 5.000.000 LPE
K 132111 |Peralatan dan Mesin 5.000.000 | Neraca

D/K Akun |Uraian Akun Rp Laporan
D 137111 |Akumulasi Penyusutan 1.000.000 | Neraca
K 313211 ([Transfer Keluar 1.000.000 LPE

b. Pencatatan transaksi transfer masuk oleh Satker F:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 132111 |Peralatan dan Mesin 5.000.000 Neraca
K 313221 |[Transfer Masuk 5.000.000 LPE
D 313221 |[Transfer Masuk 1.000.000 LPE
K 137111 |Akumulasi Penyusutan 1.000.000 Neraca

Peralatan dan Mesin

Untuk transaksi transfer keluar ATR, pada prinsipnya prosedur perekaman
transaksi dan jurnal yang dihasilkan sama dengan transfer keluar aset tetap pada
umumnya. Namun untuk transfer masuk ATR langsung dicatat oleh satker
penerima sebagai penambahan nilai aset yang dilakukan pengembangan melalui
ATR tersebut.
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Perekaman transfer keluar ATR pada Modul Aset Tetap menghasilkan jurnal
pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313211 |[Transfer Keluar XXX LPE
K 135111 |Aset Tetap Renovasi XXX Neraca

Perekaman penerimaan aset dari pengembangan ATR pada Modul Aset Tetap
menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx |Aset Tetap XXX Neraca
K 313221 [Transfer Masuk XXX LPE
Sesuai ketentuan mengenai BMN, ATR dibedakan menjadi ATR vyang

menambah masa manfaat aset induk dan ATR yang tidak menambah masa
manfaat aset induk. ATR yang menambah masa manfaat aset induk dilakukan
penyusutan sepanjang penambahan masa manfaat tersebut. Ketika ATR
tersebut diserahkan kepada satker pemilik aset induk, nilai ATR yang ditransfer
adalah nilai buku (nilai ATR dikurangi akumulasi penyusutan ATR). Selain itu,
sisa masa manfaat ATR tersebut juga diperlakukan sebagai penambah masa
manfaat aset induk.

Perekaman transfer keluar ATR yang menambah masa manfaat aset induk pada
Modul Aset Tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313211 [Transfer Keluar XXX LPE
K 135111 |Aset Tetap Renovasi XXX Neraca
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 137411 |Akumulasi Penyusutan Aset XXX Neraca
Tetap Lainnya
K 313211 [Transfer Keluar XXX LPE

Perekaman penerimaan aset dari pengembangan ATR pada Modul Aset Tetap
menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx |Aset Tetap *) XXX Neraca
K 313221 [Transfer Masuk XXX LPE

*) Nilai aset tetap yang diterima sebesar nilai buku ATR pada saat dilakukan
penyerahan (nilai perolehan ATR - akumulasi penyusutan ATR).
Transaksi transfer keluar dan transfer masuk juga dapat dilakukan terhadap

barang-barang yang telah dikeluarkan dari Neraca namun masih tercatat dalam
daftar, misalnya barang rusak berat dan barang hilang yang telah diusulkan
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penghapusannya. Transfer masuk dan transfer keluar atas barang dalam daftar
tersebut tidak menghasilkan jurnal akuntansi dan tidak berdampak pada laporan
keuangan.

Contoh ilustrasi transaksi transfer ATR yang tidak menambah masa manfaat
gedung induk:

Satker G menggunakan gedung Satker H dan difungsikan sebagai gedung
kantor. Satker G melakukan pengembangan atas gedung tersebut senilai
Rp250.000.000,00, dimana pengembangan tersebut memenuhi kriteria untuk
dikapitalisasi sebagai penambah nilai bangunan namun tidak menambah masa
manfaat bangunan. Satker G mencatat pengembangan gedung sebagai ATR,
kemudian pada akhir tahun dilakukan penyerahan kepada Satker H selaku
pemilik gedung. Pencatatan yang dilakukan atas transaksi tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Penyerahan ATR oleh Satker G:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313211 Transfer Keluar 250.000.000 LPE
K 135111 Aset Tetap Renovasi |250.000.000| Neraca

b. Penerimaan ATR oleh Satker H:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 133111 Gedung dan Bangunan | 250.000.000 | Neraca
K 313221 Transfer Masuk 250.000.000 | LPE

Contoh ilustrasi transaksi transfer ATR yang menambah masa manfaat gedung
induk:

Satker G menggunakan gedung Satker H dan difungsikan sebagai gedung
kantor. Pada bulan Maret 2022, Satker G melakukan pengembangan atas
gedung tersebut senilai Rp 100.000.000,00, dimana pengembangan tersebut
memenuhi Kkriteria untuk dikapitalisasi sebagai penambah nilai bangunan. Satker
G memperlakukan pengembangan gedung tersebut sebagai ATR. Selain itu,
ATR dimaksud menambah masa manfaat bangunan selama 5 tahun (10 periode
penyusutan). Pada tanggal 20 Desember 2022, Satker G menyerahkan ATR
kepada Satker H selaku pemilik gedung. Pencatatan yang dilakukan atas
transaksi ini adalah sebagai berikut:

a. Penyusutan ATR semester | 2022 dicatat oleh Satker G:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 591411 |Beban Penyusutan |10.000.000 *) LO
Aset Tetap Lainnya
K 137411 |Akumulasi 10.000.000 *) | Neraca
Penyusutan Aset
Tetap Lainnya
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Perhitungan penyusutan semester | tahun 2022 = 100.000.000/10 periode
= 10.000.000. Pada saat penyerahan ATR (tanggal 20 Desember 2022),
nilai buku ATR adalah sebesar 90.000.000 (100.000.000 - 10.000.000) dan
sisa masa manfaat ATR tersebut adalah 4,5 tahun atau 9 periode
penyusutan (10 periode penyusutan - 1 periode penyusutan).

b. Penyerahan ATR oleh Satker G:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313211 [Transfer Keluar 100.000.0000 | pE
K 135111 |Aset Tetap Renovasi 100.000.000| Neraca
D 137411 |Akumulasi Penyusutan 10.000.000, Neraca
Aset Tetap Lainnya
K 313211 ([Transfer Keluar 10.000.000, LPE
c. Penerimaan ATR oleh Satker H:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 133111 Gedung dan Bangunan 90.000.000 Neraca
K 313221 [Transfer Masuk 90.000.000 LPE
Selain penambahan nilai bangunan sebesar Rp90.000.000,00

sebagaimana jurnal di atas, sisa masa manfaat bangunan Satker H juga
mengalami penambahan sebesar 4,5 tahun (9 periode penyusutan).
Penambahan sisa masa manfaat ini dapat dilakukan melalui perekaman
transaksi koreksi manual pada Modul Aset Tetap.

Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk Aset Tetap/Aset Lainnya

Reklasifikasi keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus
suatu aset tetap/aset lainnya yang mengalami kesalahan klasifikasi/kodefikasi
barang, untuk selanjutnya dicatat kembali ke dalam klasifikasi barang yang baru.
Reklasifikasi masuk merupakan transaksi pencatatan aset tetap/aset lainnya
yang sebelumnya dicatat menggunakan klasifikasi barang yang lain.

Reklasifikasi keluar dapat dilakukan terhadap suatu aset tetap/aset lainnya untuk
selanjutnya direklasifikasi masuk menjadi aset tetap/aset lainnya dengan
kodefikasi atau klasifikasi yang berbeda atau direklasifikasi masuk menjadi
persediaan, dan demikian pula sebaliknya.

Berbeda dari transaksi transfer yang melibatkan 2 (dua) satker, reklasifikasi
dalam rangka perubahan klasifikasi barang merupakan transaksi yang terjadi
pada 1 (satu) satker. Transaksi reklasifikasi keluar wajib diikuti reklasifikasi
masuk pada periode (bulan) yang sama, untuk menghindari terjadinya salah saji
akumulasi penyusutan/amortisasi aset. Data transaksi reklasifikasi keluar dan
reklasifikasi masuk dilakukan monitoring pada Aplikasi Monitoring Data dan
Transaksi SAKTI.
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Dokumen sumber yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar antara lain  surat
pernyataan/keterangan KPB dan/atau dokumen lain yang sah. Pencatatan
transaksi reklasifikasi keluar aset tetap/aset lainnya melalui Modul Aset Tetap
menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391151 |Koreksi atas Reklasifikasi XXX LPE
Persediaan /Aset Tetap/Aset Lainnya
K 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XXXX
D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi XXX Neraca
1693xx XXX
K 391151 |[Koreksi atas Reklasifikasi XXX LPE
Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya
D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi XXX Neraca
1693xx XXX
K 591xx/ |Beban Penyusutan/ Beban XXX LO
592Ixx  JAmortisasi XXX

Sedangkan pencatatan transaksi reklasifikasi masuk aset tetap/aset lainnya
melalui Modul Aset Tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XXXX
K 391151 |Koreksi atas Reklasifikasi XXX LPE
Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya
D 391151 |Koreksi atas Reklasifikasi XXX LPE
Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya
K 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
1693xx |Amortisasi XXX
D 591xx/  |Beban Penyusutan/ XXX LO
592Ixx  |Beban Amortisasi XXX
K 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
1693xx |Amortisasi XXX

Nilai bruto aset tetap/aset lainnya yang direklasifikasi keluar dan direklasifikasi
masuk seharusnya sama, sedangkan nilai akumulasi penyusutan/amortisasi aset
dimungkinkan. berbeda karena perbedaan masa manfaat antara aset yang
direklasifikasi keluar dan direklasifikasi masuk.

Transaksi reklasifikasi juga dapat dilakukan atas barang yang semula dicatat
sebagai barang intrakomptabel menjadi persediaan atau sebaliknya, barang
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yang semula dicatat sebagai barang ekstrakomptabel menjadi persediaan atau
sebaliknya. Sebagaimana transaksi yang lain, pencatatan transaksi reklasifikasi
atas barang ekstrakomptabel tidak menghasilkan jurnal akuntansi.

Contoh ilustrasi transaksi reklasifikasi:

Pada bulan Oktober 2022, Satker J menemukan bahwa pencatatan sebuah
lemari display senilai Rp24.000.000,00 yang dibeli pada bulan Februari 2021
selama ini salah dicatat sebagai lemari penyimpanan. Kesalahan pencatatan
kodefikasi barang tersebut juga berdampak pada ketidaktepatan perhitungan
penyusutan akibat perbedaan masa manfaat antara lemari display dan lemari
penyimpanan, dimana masa manfaat lemari display adalah 5 tahun (10 periode
penyusutan) sedangkan masa manfaat lemari penyimpanan adalah 4 tahun (8
periode penyusutan). Atas kondisi ini, Satker I melakukan reklasifikasi keluar
lemari penyimpanan dan reklasifikasi masuk lemari display pada bulan Oktober
2022. Pencatatan pada Satker J adalah sebagai berikut:

a. Reklasifikasi keluar lemari penyimpanan:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 391151 |Koreksi atas Reklasifikasi 24.000.000 LPE
Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya

K 132111 |Peralatan dan Mesin 24.000.000 Neraca

D 137111 |Akumulasi Penyusutan 6.000.000 *) Neraca
Peralatan dan Mesin

K 391151 |Koreksi atas Reklasifikasi 6.000.000 *) LPE
Persediaan / Aset Tetap / Aset

K 391151 |Koreksi atas Reklasifikasi 6.000.000 *) LPE
Persediaan / Aset Tetap / Aset

D 137111 |Akumulasi Penyusutan 3.000.000**)] Neraca
Peralatan dan Mesin

K 591111 |Beban Penyusutan 3.000.000**) LO
Peralatan dan Mesin

Perhitungan penyusutan:

*) Penyusutan sejak tanggal perolehan sampai dengan semester Il TAYL
(Februari - Desember 2021) = 2 semester = 2 periode penyusutan = 2 X
(24.000.000/8) = 6.000.000
**) Penyusutan semester | TAB = 1 x (24.000.000/8) = 3.000.000

b. Reklasifikasi masuk lemari display

Persediaan/Aset Tetap/ Aset

Lainnya

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 132111 |Peralatan dan Mesin 24.000.000; Neraca
K 391151 Koreksi atas Reklasifikasi 24.000.000, LPE
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D 391151 |[Koreksi atas Reklasifikasi 4.800.000 *)| LPE
Persediaan/Aset Tetap/ Aset
Lainnya

K 137111 Akumulasi Penyusutan 4.800.000 *)| Neraca
Peralatan dan Mesin
D 591111 |Beban Penyusutan 2.400.000**) LO
Peralatan dan Mesin
K 137111 |Akumulasi Penyusutan 2.400.000**)| Neraca
Peralatan dan Mesin

Perhitungan penyusutan:

*) Penyusutan sejak tanggal perolehan sampai dengan semester Il TAYL
(Februari - Desember 2021) = 2 semester = 2 periode penyusutan = 2 x
(24.000.000/10) = 4.800.000

**) Penyusutan semester | TAB = 1 x (24.000.000/10) = 2.400.000

Hibah Keluar Aset Tetap/Aset Lainnya

Aset pemerintah pusat yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset tetap/aset
lainnya kemudian diserahkan secara sukarela kepada pemerintah daerah,
lembaga sosial, atau masyarakat (pihak lain di luar entitas pemerintah pusat)
tanpa adanya kompensasi yang diterima merupakan hibah keluar dan dicatat
sebagai beban pelepasan aset. Mekanisme pemindahtanganan aset tetap/aset
lainnya sejak permohonan persetujuan hibah sampai dengan penyerahan dan
penghapusan barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai
BMN.

Hibah keluar dapat dilakukan terhadap aset tetap/aset lainnya, termasuk aset
yang telah dihentikan dari operasional pemerintah. Berdasarkan dokumen
sumber berupa BAST vyang dilanjutkan dengan penerbitan keputusan
penghapusan barang, satker mencatat transaksi hibah keluar melalui Modul Aset
Tetap sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596111 Beban Pelepasan Aset XXX Lo
K 13xxxx/ 16xxxx |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
D 137xxx/ 1693xx [ Kumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
Amortisasi XXX
K 596111 Beban Pelepasan Aset XXX Lo

Contoh ilustrasi transaksi hibah keluar:

Satker K menghibahkan sebuah personal computer (PC unit) kepada Pemda L.
PC unit tersebut merupakan perolehan TAYL, dimana nilai aset pada saat
dilakukan hibah kepada Pemda L adalah sebesar Rpl6.000.000,00 dan
akumulasi penyusutan Rp4.000.000. Pencatatan transaksi hibah keluar PC unit
yang dilakukan oleh Satker K pada Modul Aset Tetap membentuk jurnal pada
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buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596111 |Beban Pelepasan Aset 16.000.000 LO
K 132111 |Peralatan dan Mesin 16.000.000 | Neraca
D 137111 |Akumulasi Penyusutan 4.000.000 Neraca
Peralatan dan Mesin
K 596111 |Beban Pelepasan Aset 4.000.000 LO

Hibah Masuk Aset Tetap/Aset Lainnya

Transaksi hibah masuk merupakan perolehan suatu aset tetap/aset lainnya yang
berasal dari sumbangan, donasi, atau sejenisnya dari luar entitas pemerintah
pusat, tanpa penggantian atau penyerahan kompensasi. Pemberi hibah antara
lain pemerintah daerah, pemerintah negara asing, kelompok masyarakat,
perorangan, perusahaan swasta, dan lain sebagainya.

Pada saat aset tetap/aset lainnya yang berasal dari hibah diterima dengan BAST,
satker melakukan perekaman pada Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal
pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 139111/ |Aset Tetap/Aset Lainnya| XXX LPE
166411 |yang Belum Diregister
K 218211 Hibah Langsung yang Belum XXX Neraca
Disahkan

Perekaman pada Modul Komitmen ditindaklanjuti dengan pendetailan pada
Modul Aset Tetap sehingga menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XXXX
K 139111/ |Aset Tetap/Lainnya yang Belum XXX Neraca
166411 |Diregister

Satker yang menerima hibah aset tetap/ aset lainnya selanjutnya melakukan
pengesahan sesuai mekanisme yang diatur dalam regulasi mengenai
administrasi pengelolaan hibah. Setelah dilakukan pengesahan dan terbit

Persetujuan MPHL-BJS, maka dilakukan pencatatan Persetujuan MPHL-BJS
pada Modul Pembayaran sehinga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218211 Hibah Langsung yang Belum XXX Neraca
Disahkan
K 39113x|Pengesahan Hibah Langsung XXX LPE
TAB/TAYL

Contoh ilustrasi transaksi hibah masuk barang baru:

Satker L menerima hibah dari Pemda M berupa sebuah mobil baru dengan harga
perolehan Rp400.000.000,00. Pencatatan yang dilakukan oleh Satker L adalah
sebagai berikut:

a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 139111 |Aset Tetap yang Belum 400.000.000| LPE
Diregister
K 218211 Hibah Langsung yang Belum|400.000.000| Neraca
Disahkan

b. Pendetailan barang pada Modul Aset Tetap

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 132111 [Peralatan dan Mesin 400.000.000 | Neraca
K 139111 |Aset Tetap yang belum| 400.000.000 | Neraca

diregister

c. Pencatatan Persetujuan MPHL-BJS pada Modul Pembayaran

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218211 Hibah Langsung yang 400.000.000 | Neraca
belum disyahkan
K 391131 |Pengesahan Hibah| 400.000.000 LPE
Langsung TAB

Aset tetap/aset lainnya yang diterima dari hibah langsung tidak selalu merupakan
barang baru. Dalam hal barang yang diterima dari donor merupakan barang
bekas pakai, satker melakukan pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satker mencatat aset tetap/aset lainnya sebesar nilai yang tercantum dalam
BAST.

b. Apabila nilai yang tercantum dalam BAST merupakan nilai perolehan awal
atau nilai pembelian oleh donor, satker mendetailkan barang atau mencatat
transaksi hibah langsung pada Modul Aset Tetap, dimana tanggal
perolehan diisi dengan tanggal perolehan awal aset oleh donor. Pencatatan
transaksi ini menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx/ |Aset Tetap /Aset Lainnya XXX Neraca
16XXXX

K 139111/ |Aset Tetap/Lainnya yang Belum| XXX Neraca
166411 |Diregister

D 391116/ [Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset XXX LPE
391118 |Lainnya Non Revaluasi

K 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
1693xx |Amortisasi

D 591xx/ [Beban Penyusutan/Amortisasi XXX LO
592Ixx

K 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX | Neraca

1693xx |Amortisasi

c. Apabila nilai yang tercantum dalam BAST merupakan nilai wajar pada saat
terjadinya hibah, satker mendetailkan barang atau mencatat transaksi hibah
langsung pada Modul Aset Tetap, dimana tanggal perolehan diisi dengan
tanggal penerimaan aset oleh donor atau tanggal BAST. Pencatatan
transaksi ini menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx/ 16xxxx|Aset Tetap/Aset Lainnya| XXX Neraca
K 139111/  |Aset Tetap/Lainnya yang| XXX Neraca

166411 Belum Diregister

Atas pencatatan transaksi ini, aset tetap/aset lainnya tersebut secara otomatis
diberikan masa manfaat sebagaimana barang baru, sesuai regulasi mengenai
tabel masa manfaat BMN. Mengingat bahwa barang bekas tersebut tidak
selayaknya diberikan masa manfaat barang baru, satker agar melakukan koreksi
sisa masa manfaat melalui perekaman transaksi koreksi manual pada Modul
Aset Tetap.

Setiap hibah langsung bentuk barang yang diterima oleh satker seharusnya
dilakukan prosedur administrasi pengelolaan hibah termasuk pengesahan hibah
pada periode (tahun) penerimaan barang tersebut. Namun, apabila terdapat
barang yang diterima pada TAYL dan bersumber dari hibah langsung namun
belum dilakukan pencatatan sampai dengan TAB, maka satker membukukan
barang tersebut pada TAB sebagai transaksi hibah masuk.

Mengingat bahwa barang tersebut telah diterima pada TAYL dan/atau telah
digunakan oleh satker sejak TAYL, pendetailan melalui Modul Komitmen
dilakukan dengan mengisi tanggal perolehan berupa tanggal penerimaan hibah
berdasarkan BAST atau tanggal perolehan awal (tanggal pembelian aset) oleh
donor, dengan mempertimbangkan apakah barang yang diterima dari hibah
tersebut merupakan barang baru atau barang bekas pakai. Pencatatan transaksi
ini menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:
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D/K Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D 13xxxx/ 16xxxx |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX | Neraca
K 139111/ Aset Tetap/Lainnya yang Belum| XXX | Neraca

166411 Diregister
D 391116/ Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset] XXX LPE
391118 Lainnya Non Revaluasi
K Akumulasi Penyusutan/ XXX | Neraca
137xxx/ 1693xX |[Amortisasi XXX
D Beban Penyusutan/ Amortisasi) XXX LO
591xx/ 592IXX  |xxx
K Akumulasi Penyusutan/ XXX | Neraca
137xxx/ 1693xX |[Amortisasi XXX

Contoh ilustrasi transaksi hibah masuk barang bekas pakai:

Pada bulan Agustus 2022, Satker N memperoleh hibah langsung bentuk barang
dari Pemda O berupa 1 buah mobil bekas pakai. Mobil tersebut dibeli oleh Pemda
O pada bulan Maret 2020 senilai Rp420.000.000,00. Masa manfaat mobil
tersebut adalah 7 tahun (14 periode penyusutan).

Pencatatan yang dilakukan oleh Satker N adalah sebagai berikut:

a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13911 |Aset Tetap yang belum 420.000.000 LPE
Diregister
K 218211 Hibah Langsung yang belum 420.000.000 Neraca
disahkan

b. Pendetailan pada Modul Aset Tetap

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 132111 |Peralatan dan Mesin 420.000.000, Neraca
K 132211 |Peralatan dan Mesin Belum 420.000.000, Neraca

Diregister

D 391116 [Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset| 120.000.000%)] LPE
Lainnya Non Revaluasi

K 137111 Akumulasi 120.000.000*) Neraca
Penyusutan

D 591211 Beban Penyusutan LO
Peralatan dan Mesin 30.000.000**)

K 137111 Akumulasi Neraca

Penyusutan 30.000.000%**)
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Perhitungan penyusutan:

*) Penyusutan sejak tanggal perolehan sampai dengan semester Il TAYL
(Maret 2020 - Desember 2021) = 4 semester = 4 periode penyusutan = 4 X
(420.000.000/ 14) = 120.000.000

**) Penyusutan semester | TAB = 1 x (420.000.000/14) = 30.000.000

c. Pencatatan Persetujuan MPHL-BJS pada Modul Pembayaran

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |218211 Hibah Langsung yang Belum 420.000.000| Neraca
Disahkan
K |391131 |Pengesahan Hibah Langsung 420.000.000 LPE
TAB

Rampasan/Sitaan Aset Tetap/ Aset Lainnya

Pada beberapa satker tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan
penyitaan dan/atau perampasan, satker dapat mencatat perolehan aset
tetap/aset lainnya melalui transaksi rampasan/sitaan, ketika telah terdapat
dokumen yang menetapkan barang tersebut sebagai BMN.

Dalam hal barang tersebut telah ditetapkan untuk digunakan dalam operasional
pemerintah pusat, satker mencatat barang tersebut melalui menu
sitaan/rampasan pada Modul Aset Tetap sehingga terbentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 13xxxx/16xxxx |Aset Tetap / Aset Lainnya XXX| Neraca
K 491421 Pendapatan Sitaan/Rampasan XXX LO

Apabila aset tetap/aset lainnya yang diperoleh dari rampasan/sitaan tersebut
bukan merupakan barang baru dan dicatat menggunakan nilai wajar pada
periode terbitnya penetapan sebagai BMN, penyesuaian sisa masa manfaat
dapat dilakukan melalui perekaman transaksi koreksi manual pada Modul Aset
Tetap.

Contoh ilustrasi transaksi rampasan/sitaan:

Pada Bulan Januari 2022, Satker P melakukan penyitaan 10 buah laptop dengan
harga satuan Rp20.000.000,00. Pada bulan Juni 2022, telah ditetapkan bahwa
laptop tersebut akan digunakan dalam operasional Satker P. Pencatatan
transaksi sitaan/rampasan melalui Modul Aset Tetap oleh Satker P menghasilkan
jurnal sebagai berikut:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |132111Peralatan dan Mesin 200.000.000 Neraca
K 1491421 Pendapatan Sitaan/Rampasan 200.000.000 LO
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10. Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Lainnya

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan
amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional
selama masa manfaatnya. Nilai akumulasi penyusutan/amortisasi disajikan
dalam Neraca sebagai pengurang nilai aset.

Penyusutan/amortisasi reguler dilakukan setiap semester secara otomatis ketika
satker melakukan tutup periode Modul Aset Tetap bulan Juni dan Desember,
sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 591xx/592Ixx [Beban Penyusutan/ Amortisasi XXX LO

K| 137xxx/1693xx |Akumulasi Penyusutan/Amortisasi| XXX | Neraca

Selain penyusutan/amortisasi reguler setiap semester, terdapat pula
penyusutan/amortisasi transaksional. Penyusutan/amortisasi transaksional pada
prinsipnya merupakan penyesuaian nilai akumulasi penyusutan/ amortisasi
akibat adanya transaksi suatu aset tetap/aset lainnya. Jenis transaksi yang dapat
berdampak pada timbulnya penyusutan/amortisasi transaksional antara lain
penambahan saldo awal, koreksi nilai, reklasifikasi, transfer, penghentian dari
penggunaan, penghapusan, dan lain sebagainya. Jurnal penyusutan/amortisasi
transaksional pada buku besar akrual yang dihasilkan oleh Modul Aset Tetap
adalah sebagai berikut:

a. Jurnal penyusutan/amortisasi transaksional TAB yang berdampak pada
penambahan nilai akumulasi penyusutan / amortisasi

D/K Akun Uraian Akun Rp [Laporan
D 591xx/ Beban Penyusutan/ Amortisasi XXX LO
K 137xxx/  |Akumulasi Penyusutan/ XXX | Neraca

1693xx  |JAmortisasi

b. Jurnal penyusutan/amortisasi transaksional TAB yang berdampak pada
pengurangan nilai akumulasi penyusutan/amortisasi

D/K Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
1693xx  |Amortisasi XXX
K 59Ixx/ | Beban Penyusutan/ Amortisasi XXX LO
592Ixx  [XXX

c. Jurnal penyusutan/amortisasi transaksional TAYL yang berdampak pada
penambahan nilai akumulasi
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D/K Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D 391116/ Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset XXX LPE
391118 |Lainnya Non Revaluasi
K 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX | Neraca
1693xx JAmortisasi XXX

d. Jurnal penyusutan/amortisasi transaksional TAYL yang berdampak pada
pengurangan nilai akumulasi penyusutan/ amortisasi

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
1693xx |Amortisasi
K 391116/ |Koreksi NilaiAset Tetap/Aset | XXX LPE
391118 |Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Aset Lainnya

Penyesuaian atau koreksi merupakan tindakan pembetulan laporan keuangan
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang
seharusnya. Penyesuaian atau koreksi dapat dilakukan atas kesalahan
pencatatan nilai maupun kuantitas aset.

Dokumen sumber yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
koreksi adalah surat pernyataan/keterangan KPB yang didukung dengan
dokumen perolehan aset dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

a. Penyesuaian/Koreksi Nilai Aset

Apabila terjadi kurang saji aset tetap/aset lainnya, satker dapat mencatat
transaksi koreksi perubahan nilai bertambah atau koreksi susulan melalui
Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XxXX
K | 391116/ [Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset] XXX LPE
391118 |Lainnya Non Revaluasi

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391116/ [Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset XXX LPE
391118 |Lainnya Non Revaluasi
K 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
1693xx  |Amortisasi XXX
D 59 Ixx/  |Beban Penyusutan/ XXX LO
592Ixx  |Beban Amortisasi XXX
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K 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
1693xx  JAmortisasi XXX

Sedangkan jika terjadi lebih saji aset tetap/aset lainnya, satker agar
mencatat transaksi koreksi perubahan nilai berkurang atau koreksi susulan
pada Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal. Pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 391116/ |[Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset XXX LPE
391118 |Lainnya Non Revaluasi

K 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XXXX

D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
1693xx |Amortisasi XXX

K 391116/ |[Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset XXX LPE
391118 |Lainnya Non Revaluasi

D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan / XXX Neraca
1693xx |Amortisasi XXX

K 59Ixx/ |Beban Penyusutan/ Beban XXX LO
592Ixx |Amortisasi XXX

Jurnal dengan pasangan akun Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dan
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset merupakan jurnal untuk mencatat
koreksi nilai penyusutan sejak tanggal perolehan aset atau sejak tanggal
transaksi yang dikoreksi sampai dengan semester Il TAYL. Sedangkan
jurnal dengan pasangan akun Beban Penyusutan/Amortisasi Aset dan
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset merupakan jurnal untuk mencatat
koreksi penyusutan semester | TAB.

Penyesuaian/Koreksi Kuantitas Aset

Untuk aset tertentu seperti tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan, dimungkinkan terjadi kesalahan pencatatan kuantitas ukuran
berupa panjang, lebar, atau luas. Atas kesalahan tersebut, satker agar
melakukan pencatatan transaksi perubahan kuantitas melalui Modul Aset
Tetap.

Kesalahan pencatatan kuantitas juga dimungkinkan terjadi dimana satker
mencatat suatu aset dengan jumlah item lebih banyak dari yang
seharusnya. Sebagai contoh, perolehan peralatan dan mesin sebanyak 2
unit dicatat oleh satker 3 unit. Atas kondisi ini, satker agar merekam
transaksi koreksi pencatatan melalui Modul Aset Tetap untuk mengeliminasi
kelebihan jumlah unit tersebut.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan koreksi
pencatatan adalah sebagai berikut:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391116/ [Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset XXX LPE
391118 |Lainnya Non Revaluasi

K 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX | Neraca
16XXXX

D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi| XXX | Neraca
1693xx XXX

K 391116/ [Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset XXX LPE

391118 |Lainnya Non Revaluasi
D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi| XXX | Neraca

1693xx XXX
K 591xx/ |Beban Penyusutan/ Amortisasi XXX LO
5921xx XXX

12. Penghentian Aset Tetap/ATB dari Penggunaan

Suatu barang yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dianggap tidak
memenuhi definisi aset tetap, sehingga aset tetap tersebut dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai nilai tercatatnya, yaitu nilai aset dan nilai akumulasi
penyusutannya. Suatu aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
dikarenakan kondisinya yang rusak berat, hilang, atau sebab lain yang
mengakibatkan aset tetap tersebut tidak digunakan lagi dalam operasional
pemerintah. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan selanjutnya dapat
dilakukan proses penghapusan, digunakan kembali, atau dilakukan perubahan
kondisi. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan tidak dapat dilakukan
pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Dokumen sumber yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
penghentian dari penggunaan adalah surat pernyataan KPB atau dokumen lain
yang dipersamakan. Perekaman transaksi penghentian aset tetap pada Modul
Aset Tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 166112 |Aset Tetap yang Tidak Digunakan XXX Neraca
dalam Operasi Pemerintahan
K 13xxxx |Aset Tetap XXX Neraca
D 137xxx |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XXX Neraca
K 169122 |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XXX Neraca
yang Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan

Transaksi penghentian dari penggunaan dapat terjadi pula pada aset lainnya
berupa ATB. ATB yang tidak dapat digunakan misalnya karena ketinggalan
zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, atau
rusak berat, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi
masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. ATB yang dihentikan
dari penggunaan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai
tercatatnya, yaitu nilai aset dan nilai akumulasi amortisasi aset. ATB yang
dihentikan dari penggunaan selanjutnya dapat dilakukan proses penghapusan,
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digunakan kembali sebagai ATB, atau dilakukan perubahan kondisi. ATB yang
dihentikan dari penggunaan tidak dapat dilakukan pemeliharaan dan
pengembangan.

Perekaman transaksi penghentian ATB pada Modul Aset Tetap menghasilkan
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 166113 |Aset Tak Berwujud yang Tidak XXX Neraca
Digunakan  dalam  Operasional
Pemerintahan

K 162xxx |Aset Tidak Berwujud XXX Neraca
D | 1693xx |aAkumulasi Amortisasi Aset Lainnya XXX Neraca
K 169318 |Akumulasi Amortisasi Aset Tak XXX Neraca

Berwujud yang Tidak Digunakan
dalam Operasional Pemerintah

Aset tetap dan ATB yang dihentikan dari penggunaan tetap dilakukan
penyusutan/amortisasi, selama nilai buku aset tersebut belum nihil dan asset
dimaksud masih memiliki sisa masa manfaat.

Contoh ilustrasi Penghentian Aset Tetap:

Satker Q melakukan penghentian penggunaan atas 1 unit PC dengan nilai
perolehan masing-masing Rp 16.000.000,00, dengan nilai buku Rp4.000.000,00.
Penghentian dari penggunaan dikarenakan PC tersebut rusak berat dan tidak
dapat lagi digunakan dalam mendukung operasional perkantoran. Berdasarkan
surat pernyataan KPB, Satker Q melakukan perubahan kondisi menjadi rusak
berat dan mencatat transaksi penghentian aset sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 166112 |Aset Tetap yang Tidak Digunakan|16.000.000 Neraca
dalam Operasi Pemerintahan

K 132111 |Peralatan dan Mesin 16.000.000 Neraca

D 137111 |Akumulasi Penyusutan 12.000.000 Neraca
Peralatan dan Mesin

K | 169122 |Akumulasi Penyusutan 12.000.000 Neraca

Aset Tetap yang Tidak digunakan
dalam Operasi Pemerintahan

Penggunaan Kembali Aset Tetap/ATB

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap sehingga disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya. Apabila aset tersebut digunakan kembali baik dengan
biaya tambahan maupun tanpa biaya tambahan, maka aset tersebut
dikembalikan dari aset lainnya ke aset tetap sebelumnya. Apabila terdapat biaya
tambahan semacam overhaul atau biaya pemindahan fisik aset agar terpasang
dengan baik dan siap digunakan kembali, maka biaya yang dikeluarkan
dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset.
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Perekaman transaksi penggunaan kembali aset tetap pada Modul Aset Tetap
yang dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan KPB dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 13xxxx |Aset Tetap XXX Neraca
K | 166112 |Aset Tetap yang Tidak Digunakan XXX Neraca
dalam Operasi Pemerintahan

D | 169122 |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XXX Neraca
yang Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan

K 137xxx |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XXX Neraca

Sebagaimana aset tetap, ATB yang dihentikan dari penggunaan juga dapat
digunakan kembali. Perekaman transaksi penggunaan kembali ATB pada Modul
Aset Tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 162xxx |Aset Tidak Berwujud XXX Neraca
K | 166113 |Aset Tak Berwujud yang Tidak XXX Neraca
Digunakan dalam Operasional
Pemerintahan
D 169318 |Akumulasi Amortisasi Aset Tak XXX Neraca
Berwujud yang Tidak Digunakan
dalam Operasional Pemerintahan
K| 1693xx |akumulasi Amortisasi Aset Lainnya XXX Neraca

Contoh ilustrasi penggunaan kembali Aset Tetap:

Berdasarkan ilustrasi pada Satker Q, telah dilakukan pemeliharaan untuk
mengembalikan kondisi PC sehingga dapat digunakan kembali untuk
mendukung tusi Satker Q. Diasumsikan bahwa penggunaan kembali PC tersebut
dilakukan pada periode yang sama dengan transaksi penghentiannya.
Penggunaan kembali PC tersebut dilakukan pencatatan oleh Satker Q sebagai
berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 132111 |Peralatan dan Mesin 16.000.000 | Neraca
K 166112 |Aset Tetap yang Tidak Digunakan 16.000.000 | Neraca
dalam Operasi Pemerintahan

D | 169122 Akumu_lasi Pgnyusutan Aset Tetap | 12.000.000 Neraca
yang Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan

K 137111 ﬁ/ll;lgrirr]]ulasi Penyusutan Peralatan dan | 15 ggg ooo | Neraca
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14. Penghapusan Aset Tetap/Aset Lainnya

Penghapusan adalah tindakan menghapus aset dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengguna Barang (PB) dan/atau Kuasa Pengguna Barang (KPB) dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas aset yang berada dalam penguasaannya.

Pencatatan transaksi penghapusan pada Modul Aset Tetap wajib didahului
dengan pencatatan transaksi usulan penghapusan. Usulan penghapusan dapat
dilakukan terhadap aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan
operasional, barang rusak berat, barang yang dinyatakan hilang, atau aset yang
masih disajikan di Neraca dan masih digunakan dalam operasional satker.

a.

Penghapusan Aset Rusak Berat

Pada umumnya, transaksi yang dilakukan atas aset rusak berat adalah
perubahan kondisi menjadi rusak berat, penghentian dari penggunaan,
usulan penghapusan, dan penghapusan. Namun demikian, aset rusak
berat juga dapat dilakukan perbaikan sehingga dapat dilakukan perubahan
kondisi menjadi rusak ringan atau baik dan dapat digunakan kembali dalam
operasional satker.

Terhadap aset rusak berat yang telah diterbitkan keputusan/keterangan
penghentian BMN dari penggunaan, dilakukan perekaman transaksi
penghentian penggunaan BMN melalui Modul Aset Tetap sehingga
terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 166112/ |Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang| XXX Neraca
166113 ([Tidak Digunakan dalam Operasional

Pemerintah
K | 13xxxx/ |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX | Neraca
16XXXX
D 137xxx/  |Akumulasi XXX | Neraca

1693xx |[Penyusutan/Amortisasi Xxx
K | 169112/ |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | XXX Neraca
169318 yang Tidak Digunakan dalam
Operasi Pemerintahan /Akumulasi
Amortisasi Aset Tak Berwujud yang
Tidak Digunakan dalam
Operasional Pemerintahan

Aset yang dinyatakan rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan
dilakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang. Berdasarkan
dokumen pengusulan penghapusan, satker melakukan perekaman
transaksi usulan penghapusan BMN pada Modul Aset Tetap sehingga
terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596111 Beban Pelepasan Aset XXX LO
K 166112/ Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yyy | Neraca
166113 lyang Tidak Digunakan dalam
Operasional Pemerintah

D 169112/ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap| yyy | Neraca
169318 |yang Tidak Digunakan dalam
Operasi Pemerintahan/Akumulasi
Amortisasi Aset Tak Berwujud
yang Tidak Digunakan dalam
Operasional Pemerintahan

K 596111 [Beban Pelepasan Aset XXX LO

Aset rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya dikeluarkan dari
Neraca dan Laporan BMN, serta masuk ke dalam Daftar Barang Rusak
Berat. Ketika telah terbit surat keputusan penghapusan, dilakukan
perekaman transaksi Penghapusan BMN sehingga barang tersebut
dikeluarkan dari Daftar Barang Rusak Berat. Transaksi ini tidak
menghasilkan jurnal akuntansi dan tidak berdampak pada laporan
keuangan dan laporan BMN. Contoh ilustrasi penghapusan aset tetap rusak
berat:

Satker Q melakukan penghentian penggunaan atas 1 unit PC dengan nilai
perolehan masing-masing Rp 16.000.000,00, dengan nilai buku
Rp4.000.000,00. Penghentian dari penggunaan dikarenakan PC tersebut
rusak berat dan tidak dapat lagi digunakan dalam mendukung operasional
perkantoran. Berdasarkan surat pernyataan KPB, Satker Q telah
melakukan perubahan kondisi menjadi rusak berat dan mencatat transaksi
penghentian aset, sehingga PC tersebut telah tersaji sebagai aset lain-lain
(aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan).
Selanjutnya, Satker Q mengajukan prosedur penghapusan PC tersebut
sesuai ketentuan mengenai BMN sehingga dilakukan pencatatan:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |596111 Beban Pelepasan Aset 16.000.000 LO
K 166112 |Aset Tetap yang Tidak 16.000.000 | Neraca
Digunakan dalam Operasional
Pemerintah

D 169112 |Akumulasi Penyusutan Aset 12.000.000 | Neraca
Tetap yang Tidak Digunakan
dalam Operasi Pemerintahan
K 596111 Beban Pelepasan Aset 12.000.000 LO

Penghapusan Aset Hilang

Sesuai ketentuan, aset yang dinyatakan hilang dicatat sebagai aset lainnya
selama dilakukan penelusuran, untuk selanjutnya dilakukan penghapusan.
Apabila terbukti terdapat tindakan yang menyebabkan kerugian negara
sehubungan dengan hilangnya aset tersebut, maka dilakukan pula
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pencatatan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Transaksi yang dicatat sebagai tindak lanjut atas aset yang dinyatakan
hilang adalah pencatatan barang hilang, penghentian dari penggunaan,
usulan penghapusan, dan penghapusan.

Perekaman transaksi pencatatan barang hilang pada Modul Aset Tetap
hanya bertujuan untuk menambahkan keterangan barang hilang namun
tidak menghasilkan jurnal akuntansi. Apabila aset yang hilang ditemukan
kembali, satker merekam transaksi pencatatan pembatalan barang hilang
untuk menghapus keterangan barang hilang tersebut.

Sebelum diusulkan penghapusan, barang hilang wajib dilakukan
penghentian dari penggunaan. Pencatatan transaksi penghentian aset
hilang dari penggunaan pada Modul Aset Tetap menghasilkan jurnal pada
buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan

D 166112/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam |y | Neraca
166113 |Operasi Pemerintahan/Aset Tak
Berwujud yang Tidak Digunakan dalam
Operasional Pemerintahan

K 13xxxx/ |[Aset Tetap/Aset Lainnya xxx| Neraca
16XxXXX
D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/ xxx| Neraca

1693xx {Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

K 169112/ |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang |xxx| Neraca
169318 Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan/ Akumulasi Amortisasi
Aset Tak Berwujud yang Tidak
Digunakan dalam Operasional
Pemerintahan

Aset hilang yang telah dicatat sebagai aset lain-lain diusulkan
penghapusannya kepada Pengelola Barang. Berdasarkan dokumen
pengusulan penghapusan, satker melakukan perekaman transaksi usulan
penghapusan BMN pada Modul Aset Tetap sehingga terbentuk jurnal pada
buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 596111 |Beban Pelepasan Aset XXX LO
K 166112/ |Aset Tetap yang Tidak Digunakan yyy | Neraca

166113 |dalam Operasi Pemerintahan/Aset
Tak Berwujud  yang Tidak
Digunakan dalam  Operasional
Pemerintahan

D 169112/ |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | yyy | Neraca
169318 |yang Tidak Digunakan dalam
Operasi Pemerintahan /Akumulasi
Amortisasi Aset Tak Berwujud yang
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Tidak Digunakan dalam
Operasional Pemerintahan

K 596111 |Beban Pelepasan Aset XXX LO

Aset hilang yang telah diusulkan penghapusannya dikeluarkan dari Neraca
dan Laporan BMN, serta masuk ke dalam Daftar Barang Hilang. Ketika
telah terbit surat keputusan penghapusan, dilakukan perekaman transaksi
penghapusan BMN sehingga barang tersebut dikeluarkan dari Daftar
Barang Hilang. Transaksi ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi dan tidak
berdampak pada laporan keuangan dan laporan BMN.

Penghapusan Aset Dalam Kondisi Baik

Selain aset yang dinyatakan rusak berat dan/ atau hilang, penghapusan
juga dapat dilakukan terhadap aset yang masih dalam kondisi baik, karena
sebab-sebab tertentu. Transaksi penghapusan harus didahului dengan
transaksi usulan penghapusan terlebih dahulu. Transaksi usulan
penghapusan dapat dilakukan baik atas aset yang telah dihentikan dari
operasional pemerintah maupun aset aktif (aset yang masih digunakan oleh
satker).

Berbeda dengan aset rusak berat atau aset hilang, perekaman transaksi
usulan penghapusan atas aset yang masih dalam kondisi baik tidak
menghasilkan jurnal akuntansi dan belum mengeliminasi aset tersebut dari
Neraca. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan penghapusan satker
merekam transaksi penghapusan pada Modul Aset Tetap. Pencatatan
transaksi penghapusan atas aset aktif (aset yang masih digunakan oleh
satker) menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596111 |Beban Pelepasan Aset XXX LO
K 13xxxx/  |Aset Tetap/Aset Lainnya XXX Neraca
16XXXX
D 137xxx/ |Akumulasi Penyusutan/ XXX Neraca
1693xx  |Amortisasi XXX
K 596111 |Beban Pelepasan Aset XXX LO

Sedangkan pencatatan transaksi penghapusan atas aset yang telah
dihentikan dari penggunaan menghasilkan jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 596111 |Beban Pelepasan Aset XXX LO
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K 166112/ |Aset Tetap yang Tidak Digunakan | XXX | Neraca
166113 |dalam Operasi Pemerintahan/
Aset Tak Berwujud yang Tidak
Digunakan dalam Operasional
Pemerintahan

D 169112/ |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap| XXX | Neraca
169318 |yang Tidak Digunakan dalam
Operasi Pemerintahan/ Akumulasi
Amortisasi Aset Tak Berwujud
yang Tidak Digunakan dalam
Operasional Pemerintahan

K 596111 Beban Pelepasan Aset XXX LO

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip-prinsip yang diterapkan atas
transaksi penghentian dari penggunaan, usulan penghapusan, dan
penghapusan dengan mempertimbangkan kondisi barang apakah baik,
rusak berat, atau hilang dapat dirangkum sebagai berikut:

a.

Transaksi penghapusan wajib didahului dengan transaksi usulan
penghapusan.

Transaksi usulan penghapusan dapat dilakukan atas aset yang telah
dihentikan dari penggunaan atau aset aktif (aset yang masih
digunakan dalam operasional satker).

Transaksi penghentian dari penggunaan dapat dilakukan atas aset
dengan segala kondisi (baik, rusak ringan, rusak berat, hilang, tidak
hilang).

Transaksi usulan penghapusan yang dilakukan atas aset rusak berat
dan aset hilang harus didahului dengan transaksi penghentian dari
penggunaan.

Transaksi usulan penghapusan yang dilakukan atas aset rusak berat
dan aset hilang sebagaimana dimaksud pada huruf d akan
membentuk jurnal penghapusan dan mengeliminasi aset dari Neraca,
untuk masuk ke dalam Daftar Barang Rusak Berat atau Daftar Barang
Hilang. Selanjutnya, transaksi penghapusan akan mengeliminasi
barang dimaksud dari Daftar Barang Rusak Berat atau Daftar Barang
Hilang, namun tidak membentuk jurnal akuntansi.

Transaksi usulan penghapusan yang dilakukan atas barang yang tidak
rusak berat dan tidak hilang, dalam kondisi dihentikan dari
penggunaan maupun aktif, tidak membentuk jurnal akuntansi dan
belum mengeliminasi aset tersebut dari Neraca. Transaksi
penghapusan atas aset tersebut membentuk jurnal penghapusan dan
mengeliminasi aset dari Neraca, tanpa masuk ke Daftar Barang
terlebih dahulu.
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Berikut tabel prinsip-prinsip transaksi Penghentian dari Penggunaan,
Usulan Penghapusan, dan Penghapusan

Kondisi Aset Pencatatan Transaksi Transaksi Transaksi
Barang Hilang |Penghentian dari Usulan Penghapusan
atau Perubahan| Penggunaan | Penghapusan
Kondisi menjadi
Rusak Berat
Aset Rusak |» Tidak Mereklasifikasi | Membentuk |e Tidak meng-
Berat atau membentuk |Aset Tetap/ATB | jurnal hasilkan jurnal
Aset Hilang jurnal menjadi Aset penghapusan| e Mengeliminasi
e Memberi Lain-lain Aset Lain-lain| aset dari
keterangan ¢ Mengeliminas| Daftar Barang
rusak berat i Aset Lain- Rusak Berat
atau hilang lain dari atau Daftar
Neraca Barang Hilang
¢ Memasukkan
aset ke
Daftar
Barang
Rusak Berat

Aset Tidak Mereklasifikasi |» Tidak mem- |¢ Menghasilkan

Rusak Berat bentuk jurnal |jurnal

dan Tidak penghapusan |penghapusan

Hilang e Tidak meng- |Aset Lain-lain
eliminasi aset|* Mengeliminasi
dari Neraca |Aset Lain-lain

. dari Neraca,

tanpa masuk ke

daftar barang

terlebih

e dahulu

Aset Tidak
Rusak Berat
dan Tidak

Hilang

e Tidak mem-Menghasilkan
bentuk jurnaljurnal peng-
penghapusan |hapusan Aset

e Tidak meng-{Tetap/ATB
eliminasi aset* Mengeliminasi
dari Neraca |Aset Tetap/ ATB

dari

¢ Neraca, tanpa
masuk ke
daftar barang
terlebih dahulu

Pencatatan Barang Bersejarah

Sesuai ketentuan, barang bersejarah tidak harus dilaporkan dalam Neraca
namun harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Aset bersejarah
disajikan dalam bentuk unit tanpa nilai, karena nilai kultural, lingkungan,
pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan
nilai keuangan berdasarkan harga perolehan maupun harga pasar.

Dalam rangka menatausahakan dan menyajikan aset bersejarah dalam Buku
Barang Bersejarah, satker mencatat jenis dan lokasi barang bersejarah melalui
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transaksi BMN bersejarah pada Modul Aset Tetap. Perekaman transaksi ini tidak
menghasilkan jurnal akuntansi dan tidak berdampak pada laporan keuangan.

16. Pencatatan Barang Pihak Ketiga

Pada suatu satker, dimungkinkan terdapat barang pihak ketiga (bukan milik
satker) yang dititipkan dan/ atau digunakan sehari-hari dalam operasional satker.
Barang pihak ketiga tidak disajikan dalam Neraca namun ditatausahakan dan
disajikan dalam Daftar Barang Pihak Ketiga dan Daftar Barang Ruangan (DBR).
Barang pihak ketiga dicatat oleh satker melalui transaksi perolehan BMN pihak
ketiga pada Modul Aset Tetap. Perekaman transaksi ini tidak menghasilkan jurnal
akuntansi dan tidak berdampak pada laporan keuangan.

TRANSAKSI PERSEDIAAN

Transaksi yang dimungkinkan terjadi pada persediaan dapat dikelompokkan menjadi
transaksi mutasi masuk, transaksi mutasi keluar, transaksi koreksi, dan transaksi
opname fisik. Transaksi mutasi masuk persediaan antara lain terdiri dari penambahan
saldo awal, pembelian, hibah masuk, rampasan/sitaan, transfer masuk, reklasifikasi
masuk, perolehan lainnya, pengadaan atau pengembangan persediaan secara
bertahap melalui barang dalam proses, dan retur (pengembalian). Sedangkan
transaksi mutasi keluar persediaan antara lain  mencakup pemakaian,
penjualan/penyerahan kepada masyarakat/pemerintah daerah, penyerahan dalam
rangka bantuan sosial, hibah keluar, transfer keluar, reklasifikasi keluar, usang/rusak,
dan penghapusan lainnya.

Transaksi koreksi persediaan dapat dibedakan menjadi koreksi jumlah/kuantitas dan
koreksi nilai/harga satuan, dimana untuk masing- masing jenis transaksi dapat
dibedakan lagi menjadi koreksi tambah dan koreksi kurang. Sementara, transaksi
opname fisik persediaan terdiri dari opname fisik masuk dan opname fisik keluar.
Variasi transaksi persediaan dimungkinkan terus bertambabh, sejalan dengan dinamika
regulasi, proses bisnis, dan/atau karakteristik serta tugas dan fungsi Kementerian /
Lembaga.

Dalam proses bisnis normal, pencatatan transaksi persediaan dimungkinkan
melibatkan Modul Komitmen, Modul Persediaan, dan Modul Pembayaran. Namun
demikian, dimungkinkan pula pencatatan akun-akun seperti beban dan ekuitas terkait
transaksi persediaan melalui Modul GLP.

Jenis-jenis transaksi mutasi masuk persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penambahan Saldo Awal

Transaksi penambahan saldo awal merupakan transaksi masuk persediaan yang
diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan (TAB), yang belum sempat
dibukukan pada Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dikarenakan alasan tertentu.
Tanggal perolehan untuk transaksi penambahan saldo awal adalah tahun
sebelumnya.
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Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan transaksi penambahan
saldo awal antara lain surat keterangan Pengguna Barang (PB)/Kuasa Pengguna
Barang (KPB), dokumen perolehan persediaan, dan/atau dokumen lain yang
sah. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan transaksi
penambahan saldo

Awal pada Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxxX Persediaan XXX XXX Neraca
K 391113 Koreksi Nilai Persediaan XXX LPE

Transaksi penambahan saldo awal dikecualikan untuk persediaan yang
diperoleh pada TAYL dari hibah langsung namun belum dilakukan pencatatan
sampai dengan TAB. Atas kondisi ini, persediaan tersebut tetap dibukukan pada
TAB sebagai transaksi hibah masuk.

Contoh ilustrasi transaksi penambahan saldo awal:

Satker A membeli tinta toner sebanyak 20 buah dengan harga satuan
Rp500.000,00 pada tahun 2021, dimana tinta toner tersebut belum dilakukan
pencatatan dan pemakaian hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, baru diketahui
bahwa terdapat tinta toner yang dibeli pada TAYL namun belum tersaji dalam
laporan keuangan. Atas kondisi tersebut, pada tahun 2022 Satker A mencatat
transaksi penambahan saldo awal melalui Modul Persediaan, sehingga terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang Konsumsi 10.000.000 Neraca
K 391113 |[Koreksi Nilai Persediaan (10.000.000 LPE
Pembelian

Transaksi pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
pada periode berjalan. Persediaan yang diperoleh dari transaksi pembelian
diakui pada saat barang diterima oleh satker disertai Berita Acara Serah Terima
(BAST) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan, sehingga perlu dilakukan
pencatatan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi pembelian antara lain:

a. Satker segera melakukan pendetailan persediaan setelah terdapat
pencatatan penerimaan barang berdasarkan BAST barang, kuitansi, atau
dokumen lain yang dipersamakan.

b. Pendetailan persediaan tidak perlu menunggu SP2D terbit.

c. Satker agar membuat referensi kode barang baru jika untuk barang yang
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sama terdapat satuan, kualitas, dan/atau merk yang berbeda.

d. Satker mencantumkan tanggal pembukuan menggunakan periode (bulan)
yang sama dengan tanggal dokumen sumber, untuk menghindari adanya
saldo akun Persediaan Yang Belum Diregister (117911) pada periode
rekonsiliasi bulanan.

Pada umumnya, pencatatan transaksi pembelian persediaan diawali dengan
perekaman aset berdasarkan BAST, kuitansi, dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan pada Modul Komitmen. Selanjutnya, satker melakukan
pendetailan atau pencatatan transaksi pembelian pada Modul Persediaan. Untuk
realisasi belanjanya, satker mencatat resume tagihan (dalam hal ini SPP) dan
SPM pada Modul Pembayaran. Setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN mitra kerja,
satker melakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran.

Jurnal yang terbentuk atas transaksi pembelian persediaan adalah sebagai

berikut:

a. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan BAST di BAST di
Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911 |Persediaan yang Belum XXX Neraca
Diregister
K 218111 |Utang yang Belum Diterima | yyy Neraca
Tagihannya

b. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pendetailan barang persediaan di
Modul Persediaan

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxx |Persediaan xxx XXX Neraca
K 117911 |Persediaan yang Belum XXX Neraca

Diregister

c. Jurnal pada buku besar akrual pada saat resume tagihan (penerbitan SPP)
di Modul Pembayaran

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218111 [Utang yang Belum Diterima XXX Neraca
Tagihannya
K 212112 Belanja Barang yang Masih XXX Neraca
Harus Dibayar

d. Jurnal pada buku besar akrual pada saat dilakukan pencatatan SP2D di
Modul Pembayaran

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 212112 |Belanja Barang yang Masih XXX Neraca
Harus Dibayar
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX LPE
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e. Jurnal pada buku besar kas pada saat dilakukan pencatatan SP2D di Modul

Pembayaran
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 52xxXxx |Belanja Barang yang XXX LRA
Menghasilkan Persediaan
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain XXX -

Contoh ilustrasi transaksi pembelian:

Pada bulan November 2022, Satker A membeli kertas HVS A4 sebanyak 10 rim
dengan harga satuan Rp50.000,00. Pencatatan pada Satker A adalah sebagai

berikut:

a. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan BAST di Modul

Komitmen
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911 |Persediaan yang Belum 500.000 | Neraca
Diregister
K 218111 |Utang yang Belum 500.000 Neraca
Diterima Tagihannya

b. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pendetailan barang persediaan di
Modul Persediaan

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang Konsumsi 500.000 | Neraca
K 117911 |Persediaan yang Belum 500.000 | Neraca

Diregister

c. Jurnal pada buku besar akrual pada saat resume tagihan (penerbitan SPP)

di Modul Pembayaran

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218111 |Utang yangBelum 500.000 Neraca
Diterima Tagihannya
K 212112 Belanja Barang yang Masih | 500.000 | Neraca
Harus Dibayar

d. Jurnal pada buku besar akrual pada saat dilakukan pencatatan SP2D di
Modul Pembayaran

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212112 [Belanja Barang yang Masih 500.000 | Neraca
Harus Dibayar
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain 500.000 LPE

e. Jurnal pada buku besar kas pada saat dilakukan pencatatan SP2D di
Modul Pembayaran
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 521811 |Belanja Barang 500.000 LRA
Persediaan Barang
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain | 500.000 ]
Hibah Masuk

Transaksi hibah masuk adalah transaksi perolehan persediaan yang berasal dari
hibah/sumbangan/donasi atau transaksi sejenis yang diberikan oleh pihak lain di
luar pemerintah pusat.

Sesuai regulasi mengenai administrasi pengelolaan hibah, setiap hibah langsung
bentuk barang yang diterima oleh satker seharusnya dilakukan prosedur
administrasi pengelolaan hibah sesuai periode (tahun) penerimaan hibah
tersebut. Namun, apabila terdapat barang yang diterima pada TAYL dari pemberi
hibah dan belum dilakukan pencatatan sampai dengan TAB, satker membukukan
barang tersebut pada TAB sebagai transaksi hibah masuk.

Titik pencatatan transaksi hibah masuk persediaan terjadi pada saat diterimanya
barang disertai BAST hibah oleh satker penerima hibah, yang direkam pada
Modul Komitmen. Selanjutnya, satker melakukan pendetailan barang pada
Modul Persediaan. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan hibah, satker
melakukan pengesahan hibah langsung bentuk barang dengan menerbitkan
MPHL-BJS pada Modul Pembayaran. Setelah Persetujuan MPHL-BJS
diterbitkan oleh KPPN mitra kerja, satker melakukan pencatatan Persetujuan
MPHL- BJS tersebut pada Modul Pembayaran.

Jurnal yang terbentuk dari pencatatan hibah masuk persediaan adalah sebagai
berikut:

a. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat pencatatan BAST
di Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 117911 |Persediaan yang Belum XXX Neraca
Diregister

K 218211 Hibah  Langsung yang| XXX Neraca
Belum Disahkan

b. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat pencatatan BAST
di Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 117xxx [Persediaan xxx XXX Neraca

K 117911 |Persediaan yang Belum XXX Neraca
diregister

c. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat pencatatan
Persetujuan MPHL-BJS di Modul Pembayaran
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D/K Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D 218211 |Hibah Langsung yang XXX | Neraca
belum disahkan
K 391131/ |Pengesahan Hibah| XXX | LPE
391133 |Langsung TA/TAYL

Contoh ilustrasi transaksi hibah masuk:

Pada tahun 2022, Satker Rumah Sakit B menerima hibah barang berupa Alat
Pelindung Diri (APD) sebanyak 20 buah dengan nilai total sebesar
Rp2.000.000,00 dari Satker. Pencatatan hibah langsung bentuk barang pada
Satker B adalah sebagai berikut:

a. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat pencatatan BAST
di Modul Komitmen

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911 |Persediaan yang Belum| 2.000.000| Neraca
Diregister
K 218211 |Hibah Langsung yang 2.000.000{ Neraca
Belum Disahkan

b. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat pendetailan
barang persediaan di Modul Persediaan

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang Konsumsi 2.000.000 | Neraca
K 117911 |Persediaan yang Belum| 2.000.000 | Neraca

Diregister

c. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat pencatatan
Persetujuan MPHL-BJS di Modul Pembayaran

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 218211 |Hibah Langsung yang | 2.000.000 | Neraca
Belum Disahkan
K 391131 |Pengesahan Hibah 2.000.000 LPE
Langsung TAB

Rampasan

Transaksi rampasan merupakan transaksi perolehan persediaan yang berasal
dari hasil sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan
pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Hanya Kementerian/Lembaga
tertentu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan dan
perampasan, serta mencatat perolehan barang rampasan.
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Dokumen sumber yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
sitaan atau rampasan antara lain dokumen yang menyatakan barang
sitaan/rampasan tersebut menjadi BMN atau dokumen lain yang dipersamakan.
Transaksi rampasan atau sitaan dicatat melalui Modul Persediaan tanpa
didahului perekaman pada Modul Komitmen. Jurnal yang timbul pada buku besar
akrual atas pencatatan transaksi perolehan barang rampasan atau sitaan adalah
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca
K 491421 |Pendapatan Sitaan/Rampasan XXX LO

Contoh ilustrasi transaksi rampasan:

Atas beberapa barang sitaan senilai Rp 10.000.000,00 pada Satker D, telah
diterbitkan dokumen yang menetapkan bahwa barang senilai Rp3.000.000,00
digunakan dalam operasional satker dan barang senilai Rp7.000.000,00 akan
dihibahkan kepada satker pemerintah daerah. Satker D selaku pihak yang
memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dan rampasan mencatat
transaksi tersebut melalui Modul Persediaan:

a. Atas barang yang ditetapkan untuk digunakan dalam operasional satker
dicatat menggunakan kodefikasi barang konsumsi, sehingga terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang Konsumsi 3.000.000 | Neraca
K 491421 |Pendapatan Sitaan/ 3.000.000 LO

Rampasan

b. Atas barang yang ditetapkan untuk dihibahkan kepada satker pemerintah
daerah dicatat menggunakan kodefikasi barang dengan tujuan untuk
dijual/diserahkan, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117128 |Barang Persediaan 7.000.000 | Neraca

Lainnya untuk Dijual/

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda
K 491421 Pendapatan Sitaan 7.000.000 LO
/Rampasan

Transfer Masuk

Transaksi transfer masuk merupakan transaksi perolehan persediaan dari hasil
kiriman satker lainnya dalam lingkup pemerintah pusat, baik dalam 1 (satu) K/L
maupun lintas K/L. Transaksi transfer juga dapat terjadi antara suatu satker
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dengan subsatker yang berbeda satker atau sebaliknya, serta antara subsatker
dengan subsatker yang berbeda satker. Transaksi transfer dicatat pada saat
persediaan beserta BAST transfer telah diserahkan oleh satker pemberi kepada
satker penerima.

Idealnya, transaksi transfer masuk dicatat pada periode (bulan) yang sama
dengan transaksi transfer keluar. Transaksi transfer masuk dan transfer keluar
dilakukan secara online dengan dilengkapi identitas satker pengirim dan
penerima transfer. Data transaksi transfer masuk dan transfer keluar dilakukan
penyandingan dan dapat dimonitor melalui Aplikasi Monitoring Data dan
Transaksi SAKTI. Selisih transaksi transfer masuk dan transfer keluar persediaan
dimungkinkan terjadi apabila terdapat transaksi transfer manual antara satker di
K/L dengan satker BUN.

Transaksi transfer masuk dicatat melalui Modul Persediaan sehingga terbentuk

jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxx Persediaan XXX XXX Neraca
K 313221 Transfer Masuk XXX LPE

Contoh ilustrasi transaksi transfer masuk:

Satker D memperoleh kiriman barang persediaan dari Satker F yang merupakan
sesama satker pada entitas pemerintah pusat berupa suku cadang peralatan
laboratorium sebanyak 5 buah senilai Rp500.000,00. Berdasarkan BAST, Satker
D melakukan pencatatan transaksi transfer masuk pada Modul Persediaan
sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117114 Suku Cadang 500.000 Neraca
K 313221 Transfer Masuk 500.000 LPE

Transaksi transfer juga dapat dilakukan antara subsatker dengan subsatker lain
dalam 1 (satu) satker, atau antara subsatker dengan satker induknya. Transaksi
ini disebut internal transfer. Sebagaimana transaksi transfer masuk, pencatatan
transaksi internal transfer masuk pada Modul Persediaan dilakukan secara online
namun tidak membentuk jurnal akuntansi.

Reklasifikasi Masuk

Transaksi reklasifikasi masuk merupakan transaksi yang digunakan untuk
mencatat persediaan yang sebelumnya telah dicatat menggunakan klasifikasi
barang persediaan yang lain. Transaksi reklasifikasi masuk merupakan transaksi
lanjutan dari transaksi reklasifikasi keluar. Transaksi reklasifikasi dapat berupa
perubahan dari satu kode barang menjadi satu kode barang lain (one to one),
dari satu kode barang menjadi beberapa kode barang (one to many), atau dari
beberapa kode barang menjadi satu kode barang (many to one). Total nilai
persediaan yang direklasifikasi masuk harus sama dengan total nilai yang
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direklasifikasi keluar. Selain itu, transaksi reklasifikasi juga dapat mencatat
perubahan dari kode barang aset tetap/aset lainnya (selain kode barang
golongan 1) baik aset intrakomptabel maupun aset ekstrakomptabel menjadi
kode barang persediaan (kode golongan 1), atau sebaliknya. Pencatatan
transaksi reklasifikasi masuk harus dilakukan pada periode (bulan) yang sama
dengan reklasifikasi keluar.

Dokumen sumber yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
reklasifikasi masuk adalah surat pernyataan Pengguna Barang (PB) atau Kuasa
Pengguna Barang (KPB) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal
yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat dilakukan pencatatan transaksi
reklasifikasi masuk melalui Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca

K 391151 [Koreksi atas Reklasifikasii XXX LPE
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Contoh ilustrasi transaksi reklasifikasi masuk:

Satker E membeli barang persediaan berupa obat-obatan senilai
Rp 1.000.000,00 yang seharusnya dicatat sebagai barang konsumsi, namun
Satker E mencatat sebagai persediaan lainnya. Atas kondisi tersebut, Satker E
melakukan koreksi kodefikasi barang persediaan dari obat-obatan (persediaan
lainnya) menjadi obat-obatan (barang konsumsi). Berdasarkan Surat Pernyataan
KPB, Satker E merekam pencatatan transaksi reklasifikasi keluar dan
reklasifikasi masuk persediaan melalui Modul Persediaan. Jurnal yang terbentuk
pada buku besar akrual atas pencatatan transaksi reklasifikasi masuk sebagai
berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang Konsumsi 1.000.000 | Neraca
K 391151 Koreksi atas  Reklasifikasi 1.000.000 LPE

Persediaan/Aset Tetap/Aset]
Lainnya

Perolehan Lainnya

Transaksi perolehan lainnya merupakan transaksi perolehan pada TAB yang
tidak berasal dari penambahan saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah
masuk, sitaan/rampasan, reklasifikasi masuk, dan/atau transaksi-transaksi
perolehan di atas.

Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan transaksi perolehan
lainnya antara lain surat pernyataan PB/KPB, BAST, dokumen perolehan,
dan/atau dokumen lain yang setara.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat pencatatan transaksi
perolehan lainnya melalui Modul Persediaan adalah sebagai berikut:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117 xxx  |Persediaan XXX XXX Neraca
K 491429 |Pendapatan Perolehan Aset XXX LO

Lainnya

Contoh ilustrasi transaksi perolehan lainnya:

Satker B membeli 10 buah toner tipe X dengan nilai total sebesar
Rp4.000.000,00. Atas pembelian tersebut, Satker B memperoleh bonus berupa
2 buah toner tipe Y dengan nilai total Rp700.000,00. Atas kondisi tersebut, Satker
B mencatat 2 buah toner yang merupakan bonus pembelian sebagai transaksi
perolehan lainnya melalui Modul Persediaan, sehingga terbentuk jurnal pada
buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang Konsumsi 700.000 Neraca
K 491429 |Pendapatan Perolehan Aset| 700.000 LO

Lainnya

Perolehan Persediaan melalui Pengadaan dan Pengembangan Persediaan
Dalam Proses

Selain transaksi mutasi masuk persediaan sebagaimana dijelaskan di atas,
terdapat pula perolehan persediaan melalui pengadaan dan pengembangan
persediaan dalam proses yang terdiri dari beberapa termin pembayaran dan
penyerahan progres penyelesaian pekerjaan. Contoh dari transaksi ini antara lain
pekerjaan konstruksi gedung bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat
atau pemerintah daerah.

Seperti halnya transaksi pembelian persediaan, pencatatan transaksi ini
didahului dengan perekaman BAST pada Modul Komitmen, dilanjutkan dengan
pendetailan barang melalui Modul Persediaan. Selanjutnya, satker melakukan
perekaman resume tagihan (SPP) dan SPM, serta SP2D yang telah diterbitkan
KPPN mitra kerja melalui Modul Pembayaran.

Pencatatan transaksi pengadaan dan pengembangan persediaan dalam proses
melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pada saat dilakukan perekaman BAST masing-masing termin melalui
Modul Komitmen, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D 117911 |Persediaan yang Belum Diregister XXX | Neraca
K 218111 |Utang yang Belum Diterima Tagihannya | XXX | Neraca

Pengadaan dan pengembangan persediaan dalam proses dicatat
menggunakan kodefikasi barang dengan tujuan untuk dijual/ diserahkan.

b. Pada saat dilakukan pendetailan barang untuk masing-masing termin
melalui Modul Persediaan, terbentuk jurnal pada buku besar
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akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117132 Barang Dalam Proses XXX Neraca
K 117911 |Persediaan yang Belum XXX Neraca
Diregister
Untuk masing-masing termin, dilakukan pencatatan menggunakan

kodefikasi barang 16 digit yang berbeda.

Pada saat dilakukan pencatatan resume tagihan (SPP) untuk masing-
masing termin melalui Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku
besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 218111 |Utang yang Belum XXX Neraca
Diterima Tagihannya

K 212112 [Belanja Barang yang XXX Neraca
Masih Harus Dibayar

Pada saat SP2D telah terbit dan dilakukan pencatatan SP2D melalui Modul
Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 212112 Belanja Barang yang XXX Neraca
Masih Harus Dibayar
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain| XXX LPE

Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran juga membentuk jurnal pada
buku besar kas sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 52xxxX |Belanja Barang yang XXX LRA
Menghasilkan Persediaan
K 313111 DDitagihkan ke Entitas Lain XXX -

Setelah seluruh termin progress fisik diselesaikan, dilakukan pencatatan
transaksi penyelesaian persediaan dalam proses melalui Modul Persediaan
dengan tujuan untuk mereklasifikasi beberapa barang dalam proses yang
telah dicatat sebelumnya menjadi 1 (satu) barang dengan tujuan untuk
dijual/diserahkan. Transaksi ini menghasilkan jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 11712x |Persediaan untuk Dijual/ xxx | Neraca
Diserahkan kepada Masyarakat/
Pemda
K 117132 Barang Dalam Proses XXX Neraca
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Contoh ilustrasi transaksi pengadaan barang dalam proses:

Satker A melakukan pengadaan 1 unit bangunan pasar yang akan diserahkan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Y. Pengadaan tersebut dibayarkan
secara per termin sesuai dengan perkembangan pembangunan. Pembayaran
termin pertama dilakukan pada bulan Maret 2022 senilai Rp200.000.000,00
dengan progres pekerjaan sebesar 40%. Selanjutnya, pada bulan September
2022 dilakukan pembayaran termin kedua senilai Rp300.000.000,00 dengan
progres pekerjaan sebesar 100%. Satker A mencatat transaksi tersebut sebagai
pengadaan barang dalam proses melalui Modul Persediaan, sehingga terbentuk
jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal pada buku besar akrual pada saat Pencatatan BAST masing-masing
termin di Modul Komitmen:

1) BAST termin pertama:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 117911 [Persediaan yang 200.000.000| Neraca
Belum Diregister
K 218111 |Utang yang belum Diterima |200.000.000| Neraca

Tagihannya

2) BAST termin kedua:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 117911 |Persediaan yang 300.000.000| Neraca
Belum Diregister
K | 218111 Utang yang Belum Diterima|300.000.000| Neraca
Tagihannya

b. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pendetailan barang masing-
masing termin di Modul Persediaan:

1) Pendetailan termin pertama:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D (117132 Barang Dalam Proses 200.000.000| Neraca
K 117911 |Persediaan yang 200.000.000| Neraca

Belum Diregister

2) Pendetailan termin kedua:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |117132|Barang Dalam Proses 300.000.000 | Neraca
K 1117911 Persediaanyang Belum 300.000.000| Neraca

Diregister

Termin pertama dan termin kedua dicatat menggunakan kodefikasi
barang 16 digit yang berbeda.
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Jurnal pada buku besar akrual pada saat dilakukan pencatatan resume
tagihan (SPP) untuk masing-masing termin melalui Modul Pembayaran

sebagai berikut:

1) SPP termin pertama:
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 218111 |Utang yang Belum Diterima |200.000.000| Neraca
Tagihannya
K ]212112 Belanja Barang yang Masih |200.000.000| Neraca
Harus Dibayar
2) SPP termin kedua:
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 218111 |Utang yang Belum Diterima [300.000.000, Neraca
Tagihannya
K |212112 Belanja Barang yang Masih |300.000.000| Neraca
Harus Dibayar

Jurnal pada buku besar akrual pada saat SP2D telah terbit dan dilakukan
pencatatan SP2D masing-masing termin melalui Modul Pembayaran,
terbentuk sebagai berikut:

1) SP2D termin pertama:
D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 212112 |Belanja Barang yang Masih |200.000.000| Neraca
Harus Dibayar
K |313111 Ditagihkan ke Entitas Lain  |200.000.000| LPE
2) SP2D termin kedua:
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |212112Belanja Barang yang Masih |300.000.000| Neraca
arus Dibayar
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain  |{300.000.000| LPE

Pencatatan SP2D masing-masing termin pada Modul Pembayaran juga
membentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

1) SP2D termin pertama:
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 526113 Belanja Gedung Dan 200.000.000| LRA
Bangunan Untuk Diserahkan
ke Masyarakat/ Pemda
K 313111 |Ditagihkan ke Entitas Lain  |200.000.000 i
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2) SP2D termin kedua:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 526113 Belanja Gedung Dan = 300.000.000 | LRA
Bangunan Untuk
Diserahkan ke Masyarakat

/Pemda

K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain | 300.000.000

f. Setelah seluruh termin progres fisik diselesaikan, dilakukan pencatatan
transaksi penyelesaian persediaan dalam proses melalui Modul
Persediaan, dengan tujuan untuk mereklasifikasi 2 (dua) unit persediaan
dalam proses yang telah dicatat sebelumnya menjadi 1 (satu) barang
dengan tujuan untuk dijual/diserahkan. Transaksi ini menghasilkan jurnal
pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117122 |Tanah Bangunan untuk Dijual/ 500.000.000| Neraca

Diserahkan kepada Masyarakat /

Pemda

K [117132 |Barang Dalam proses 500.000.000 | Neraca

Transaksi Retur (Pengembalian)

Selain transaksi-transaksi di atas, dimungkinkan pula terjadi retur, dimana
persediaan yang telah dikeluarkan dari gudang dan dicatat transaksi mutasi
keluarnya dilakukan pengembalian ke gudang, karena satu dan lain hal.
Dokumen sumber yang dapat dijadikan dasar pencatatan transaksi retur
persediaan adalah surat pernyataan PB/KPB dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Retur yang terjadi pada tahun anggaran yang sama dengan terjadinya transaksi
mutasi keluar dicatat sebagai transaksi opname fisik masuk, sehingga
berdampak pada penambahan saldo persediaan dan pengurangan beban
persediaan atau beban yang terbentuk pada saat terjadi transaksi mutasi keluar
(misalnya beban penyerahan persediaan kepada masyarakat/pemerintah
daerah, beban penyerahan persediaan dalam rangka bantuan sosial, dan lain
sebagainya).

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan retur TAB melalui
transaksi opname fisik masuk pada Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117 xxx |Persediaan XXX XXX Neraca
K 593xxx |Beban Persediaan XXX XXX LO

Dalam kondisi tertentu, retur juga dimungkinkan terjadi pada tahun anggaran
yang berbeda dengan terjadinya transaksi mutasi keluar. Atas kondisi ini, satker
dapat mencatat transaksi opname fisik masuk pada Modul Persediaan,
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dilanjutkan dengan melakukan penjurnalan melalui Modul GLP.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas transaksi ini adalah sebagai
berikut:

a. Perekaman transaksi opname fisik masuk pada Modul Persediaan

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxx Persediaan XXX XXX Neraca
K 593xxx Beban Persediaan XXX XXX LO

b.  Penjurnalan melalui Modul GLP

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593xxx Beban Persediaan XXX XXX LO
K 391113 Koreksi Nilai Persediaan XXX LPE

Contoh ilustrasi transaksi retur (pengembalian) TAB:

Pada awal tahun 2022, Satker pada Satker X menugaskan beberapa personil
untuk terlibat dalam misi perdamaian ke luar negeri. Untuk keperluan tersebut,
dilakukan pengeluaran amunisi dari gudang senjata sejumlah 20.000 butir
amunisi. Pada akhir tahun 2022, personil tersebut kembali dan mengembalikan
sisa amunisi sejumlah 15.000 butir amunisi ke gudang senjata. Pencatatan yang
dilakukan atas kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pada awal tahun 2022, berdasarkan dokumen pengeluaran barang, satker
mencatat transaksi pemakaian sebanyak 20.000 butir amunisi pada Modul
Persediaan, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai

berikut:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593112 Beban Persediaan Amunisi XXX LO
K 117112 |Amunisi XXX Neraca

b. Pada akhir tahun 2022, berdasarkan surat pernyataan KPB dan/atau
dokumen lain yang sah, satker mencatat transaksi opname fisik masuk
sebanyak 15.000 butir amunisi pada Modul Persediaan, sehingga terbentuk
jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 |Amunisi XXX Neraca
K 593112 |Beban Persediaan Amunisi XXX LO

Contoh ilustrasi transaksi retur (pengembalian) TAYL:

Pada awal tahun 2022, Satker pada Satker X menugaskan beberapa personil
untuk terlibat dalam misi perdamaian ke luar negeri. Untuk keperluan tersebut,
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dilakukan pengeluaran amunisi dari gudang senjata sebanyak 20.000 butir
amunisi. Pada tahun 2024, personil tersebut kembali dan mengembalikan sisa
amunisi sebanyak 15.000 butir amunisi ke gudang senjata. Pencatatan yang
dilakukan atas kondisi tersebut sebagai berikut:

a.

Pada awal tahun 2022, berdasarkan dokumen pengeluaran barang, satker
mencatat transaksi pemakaian sejumlah 20.000 butir amunisi pada Modul
Persediaan, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai
berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593112 [Beban Persediaan Amunisi XXX LO
K 117112 |Amunisi XXX Neraca

Pada tahun 2024, berdasarkan surat pernyataan KPB dan/atau dokumen
lain yang sah, satker mencatat transaksi opname fisik masuk sebanyak
15.000 butir amunisi pada Modul Persediaan, sehingga terbentuk jurnal
pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 Amunisi XXX Neraca
K 593112 Beban Persediaan Amunisi | XXX LO

Selanjutnya, satker melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai
berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593112 Beban Persediaan Amunisi | XXX *) LO
K 391113 |Koreksi Nilai Persediaan | XXX *) LPE

*) Nilai yang dijumal sesuai dengan nilai yang terbentuk pada saat
pencatatan opname fisik masuk

Setiap penjurnalan yang dilakukan oleh satker agar dilengkapi dengan
dokumen sumber berupa memo penyesuaian yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang, dan dilampiri dokumen pendukung terkait.

Jenis-jenis transaksi mutasi keluar persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Pemakaian

Transaksi pemakaian merupakan transaksi mutasi keluar persediaan pada
TAB untuk digunakan dalam operasional satker. Pada Modul Persediaan,
transaksi pemakaian juga digunakan untuk mencatat mutasi keluar
persediaan akibat penjualan/penyerahan kepada masyarakat/pemerintah
daerah, penyerahan dalam rangka bantuan sosial, dan pemakaian untuk
tujuan strategis/berjaga-jaga. Untuk persediaan dengan tujuan untuk
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dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, prosedur
pemindahtanganan dilakukan sesuai regulasi mengenai BMN.

Dokumen yang dapat menjadi dasar pencatatan transaksi pemakaian
antara lain dokumen terkait pengeluaran/pemakaian barang, keputusan
penghapusan terkait pemindahtanganan barang, dan/atau dokumen lain
yang dipersamakan. Beban yang terbentuk atas transaksi pemakaian
persediaan tergantung pada kodefikasi barang yang dimutasi keluar. Jurnal
pada buku besar akrual atas pencatatan transaksi pemakaian persediaan
adalah sebagai berikut:

a.

b.

C.

Mutasi keluar berupa pemakaian untuk operasional satker

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593xxx |Beban Persediaan XXX XXX LO
K 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca
Mutasi keluar berupa penjualan/penyerahan kepada

masyarakat/pemerintah daerah

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 59312x Beban Persediaan XXX XXX LO
untuk Dijual/Diserahkan
kepada Masyarakat / Pemda
K 11712x |Persediaan xxx untuk XXX Neraca

Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat / Pemda

Mutasi keluar berupa penyerahan dalam rangka bantuan sosial

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 573112 Beban Bantuan Sosial untuk] XXX LO
Pemberdayaan Sosial Dalam

Bentuk Barang
K 117141 |Persediaan dalam Rangka XXX Neraca

Bantuan Sosial

Meskipun akun belanja dan beban terkait bantuan sosial terdiri dari
beberapa akun yang berbeda, saat ini transaksi pemakaian
persediaan berupa penyerahan dalam rangka bantuan sosial yang
direkam pada Modul Persediaan hanya menghasilkan Behan Bantuan
Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang. Untuk itu,
dalam hal diperlukan, setelah melakukan pencatatan transaksi melalui
Modul Persediaan, satker agar melakukan jurnal pada Modul
Akuntansi dan Pelaporan (GLP) untuk memunculkan beban bantuan
sosial yang seharusnya.
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Jurnal yang dilakukan melalui modul GLP sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D 57xxxx [Beban Bantuan Sosial XXX | XXX LO
dalam Bentuk Barang
K 573112 Beban Bantuan Sosial untuk | XXX LO
Pemberdayaan Sosial Dalam
Bentuk Barang

d. Mutasi keluar dalam rangka tujuan strategis/berjaga-jaga
D/K Akun Uraian Akun Rp. Laporan
D 593141 Beban Persediaan untuk XXX LO
Tujuan Strategis/Berjaga-
jaga
K 117191 |Persediaan untuk Tujuan XXX | Neraca
Strategis / Berjaga-jaga
Contoh ilustrasi transaksi pemakaian:
Pada Satker C terdapat pemakaian barang persediaan berupa kertas
HVS A4 sebanyak 5 rim dengan nilai total Rp250.000,00. Pencatatan
transaksi pemakaian pada Modul Persediaan oleh Satker C
menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593111 Beban Barang Konsumsi | 250.000 LO
K 117111 Barang Konsumsi 250.000 | Neraca
Hibah Keluar

Transaksi hibah keluar merupakan transaksi mutasi keluar persediaan yang
ditujukan kepada masyarakat/pemerintah daerah/pihak lain di luar lingkup
pemerintah pusat. Transaksi hibah keluar digunakan atas barang yang
awalnya diniatkan untuk digunakan dalam operasional satker, namun
karena satu dan lain hal, barang tersebut diserahkan kepada
masyarakat/pemerintah daerah/pihak lain di luar lingkup pemerintah pusat.

Prosedur hibah keluar dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan
mengenai BMN. Transaksi hibah keluar dicatat oleh satker pemberi
berdasarkan keputusan penghapusan. Jurnal yang terbentuk pada buku
besar akrual pada saat pencatatan transaksi hibah keluar melalui Modul
Persediaan adalah sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593128 |Beban Barang Persediaan XXX LO
Lainnya untuk Dijual/
Diserahkan kepada
Masyarakat/ Pemda
K 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca
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Contoh ilustrasi transaksi Hibah keluar:

Satker X memiliki barang persediaan berupa suku cadang laboratorium
yang digunakan dalam kegiatan operasional. Karena satu dan lain hal,
ditetapkan bahwa Satker X akan memberikan suku cadang laboratorium
tersebut kepada satuan kerja pemerintah daerah senilai Rp5.000.000,00.
Pencatatan transaksi hibah keluar oleh Satker X pada Modul Persediaan
menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 593128 |Beban Barang Persediaan |5.000.000 LO
Lainnya untuk Dijual /
Diserahkan ke Masyarakat
/ Pemda

K 117114 |Suku Cadang 5.000.000| Neraca

Transfer Keluar

Transfer keluar merupakan transaksi mutasi keluar persediaan yang
diberikan kepada satker lain dalam lingkup pemerintah pusat, baik dalam 1
K/L maupun lintas K/L. Transaksi transfer keluar juga dapat terjadi antara
suatu satker dengan subsatker yang berbeda satker atau sebaliknya, serta
antara subsatker dengan subsatker lain lintas satker. Pencatatan transaksi
transfer keluar oleh satker pemberi dilakukan secara online berdasarkan
BAST transfer.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual ketika dilakukan pencatatan
transaksi transfer keluar melalui Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313211 [Transfer Keluar XXX LPE
K 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca

Contoh ilustrasi transaksi transfer keluar:

Satker Y memberikan barang persediaan berupa obat-obatan (persediaan
lainnya) kepada Satker K senilai Rpl0.000.000,00. Pencatatan transaksi
transfer keluar oleh Satker Y pada Modul Persediaan menghasilkan jurnal
pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 313211 |Transfer Keluar 10.000.000 LPE
K 117199 [Persediaan Lainnya 10.000.000 | Neraca
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Transaksi transfer juga dapat dilakukan antara satu subsatker dan
subsatker lain dalam 1 (satu) lingkup satker atau dari 1 (satu) subsatker
kepada satker induk atau sebaliknya. Transaksi ini disebut internal transfer.
Pencatatan transaksi internal transfer keluar dilakukan berdasarkan BAST
transfer oleh satker pemberi. Sebagaimana transaksi transfer antar satker,
transaksi internal transfer keluar dilakukan secara online namun tidak
membentuk jurnal akuntansi.

Reklasifikasi Keluar

Transaksi reklasifikasi keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk
mengeliminasi persediaan yang dicatat menggunakan klasifikasi/kodefikasi
barang yang tidak seharusnya. Satker melakukan reklasifikasi keluar dan
reklasifikasi masuk dalam rangka menyesuaikan klasifikasi atau kodefikasi
barang. Ketika melakukan perekaman transaksi reklasifikasi keluar
persediaan, satker dapat memilih untuk mengeluarkan semua layer pada
kodefikasi barang tersebut atau memilih layer tertentu dalam suatu
kodefikasi barang. Selain itu, transaksi reklasifikasi keluar juga dapat
digunakan untuk mengeluarkan barang persediaan untuk selanjutnya
direklasifikasi masuk menjadi aset tetap/aset lainnya, termasuk aset
ekstrakomptabel. Dokumen yang dapat menjadi dasar pencatatan transaksi
reklasifikasi keluar adalah surat pernyataan PB/KPB dan/atau dokumen lain
yang sah. Transaksi reklasifikasi keluar harus ditindaklanjuti dengan
transaksi reklasifikasi masuk pada periode (bulan) yang sama.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat mencatat transaksi
reklasifikasi keluar melalui Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391151 [Koreksi atas Reklasifikasi XXX LPE
Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya
K 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca

Contoh ilustrasi transaksi reklasifikasi keluar:

Satker E membeli barang persediaan berupa obat-obatan senilai Rp
1.000.000,00 yang seharusnya dicatat sebagai obat-obatan (barang
konsumsi), namun Satker E mencatat sebagai obat-obatan (persediaan
lainnya). Atas kondisi tersebut, Satker E melakukan koreksi kodefikasi
barang persediaan dari obat-obatan (persediaan lainnya) menjadi obat-
obatan (barang konsumsi). Pencatatan transaksi reklasifikasi keluar oleh
Satker E melalui Modul Persediaan menghasilkan jurnal pada buku besar
akrual sebagai berikut:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 391151 [Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan |1.000.000| LPE
/ Aset Tetap / Aset Lainnya

K | 117199 |Persediaan Lainnya 1.000.000| Neraca
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Usang/Rusak

Transaksi usang/rusak merupakan transaksi yang digunakan untuk
mengeliminasi barang persediaan yang sudah usang/rusak, berdasarkan
keputusan PB/KPB. Transaksi usang/rusak merupakan transaksi yang
mengeliminasi persediaan dari neraca untuk dimasukkan ke dalam daftar
persediaan usang/rusak.

Persediaan usang adalah persediaan yang secara fisik masih bagus,
namun tidak dapat digunakan atau tidak cocok lagi dengan
kondisi/teknologi terbaru. Contohnya obat-obatan yang sudah kadaluarsa,
amplop besar dengan cetakan nama K/Lyang sudah tidak dapat digunakan
lagi karena adanya reorganisasi, dan lain sebagainya.

Persediaan rusak adalah persediaan yang secara fisik rusak sehingga tidak
dapat digunakan sesuai fungsinya. Contohnya tinta printer yang mengalami
kerusakan pada salah satu sisinya sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat pencatatan
transaksi usang/rusak melalui Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596121 |Beban Persediaan XXX LO
Rusak/Usang
K 117 xxx  |Persediaan XXX XXX Neraca

Contoh ilustrasi transaksi usang:

Pada Satker P, ketika melakukan opname fisik di gudang ditemukan disket
lama yang sudah tidak akan digunakan lagi sebanyak 100 keping dengan
nilai total Rp750.000,00. Pencatatan transaksi usang/rusak oleh Satker P
pada Modul Persediaan menghasilkan jurnal pada buku besar akrual
sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596121 Beban Persediaan 750.000 LO
Rusak/Usang
K 117111 Barang Konsumsi 750.000 Neraca

Contoh ilustrasi transaksi rusak:

Pada satker K, ketika melakukan opname fisik di gudang ditemukan tinta
printer yang mengalami kerusakan/kebocoran sehingga tidak dapat
digunakan lagi sebanyak 20 buah dengan nilai total Rp2.000.000,00.
Pencatatan transaksi usang/rusak oleh Satker K pada Modul Persediaan
menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596121 Beban Persediaan, 2.000.000 LO
Rusak/ Usang
K 117111 Barang Konsumsi 2.000.000 Neraca

Penghapusan Lainnya

Transaksi penghapusan lainnya merupakan transaksi mutasi keluar
persediaan pada TAB atas hal-hal yang tidak biasa terjadi yang tidak dapat
digolongkan sebagai persediaan keluar yang lain, antara lain:

b.  Barang persediaan berkurang karena kehilangan (pencurian).
b. Barang persediaan berupa hewan/ikan/tanaman yang mati.

Transaksi penghapusan lainnya dicatat berdasarkan pernyataan PB/KPB
dan/atau dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal yang terbentuk pada
buku besar akrual dari pencatatan transaksi penghapusan lainnya pada
Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596111 |Beban Pelepasan Aset XXX LO
K 117xxx  |Persediaan XXX XXX Neraca

Contoh ilustrasi transaksi penghapusan lainnya:

Pada Satker R, terdapat barang persediaan yang akan diserahkan kepada
masyarakat berupa bibit (anak) sapi. Karena suatu hal, ditemukan 1 ekor
anak sapi yang mati, dimana harga anak sapi tersebut saat dicatat
sebelumnya adalah Rp5.000.000,00 per ekor. Pencatatan transaksi
penghapusan lainnya pada Modul Persediaan akan membentuk jurnal pada
buku besar akrual sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 596111 |Beban Pelepasan Aset 5.000.000 LO
K 117123 |Hewan dan Tanaman 5.000.000 Neraca

untuk Dijual/Diserahkan
ke Masyarakat / Pemda

Koreksi persediaan mencakup transaksi koreksi jumlah/kuantitas dan
koreksi nilai/harga satuan. Transaksi koreksi dapat berdampak pada
penambahan atau pengurangan saldo persediaan yang disajikan dalam
Neraca beserta akun-akun lain yang terkait. Variasi transaksi koreksi dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Jumlah/ Kuantitas
Transaksi koreksi jumlah/kuantitas dilakukan sebagai tindak lanjut

atas kesalahan pencatatan kuantitas barang pada saat perekaman
transaksi perolehan (mutasi masuk) persediaan. Koreksi
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jumlah/kuantitas terdiri dari koreksi kurang/keluar yang digunakan
untuk mengoreksi kesalahan berupa lebih catat persediaan dan
koreksi tambah/masuk yang digunakan untuk mengoreksi kesalahan
berupa kurang catat persediaan.

Dengan metode penilaian FIFO, setiap perolehan (mutasi masuk)
persediaan dicatat sebagai layer yang berbeda. Dengan demikian,
untuk masing-masing kode barang dimungkinkan terdiri dari beberapa
layer perolehan dengan harga satuan yang berbeda-beda. Dalam
mencatat transaksi koreksi kuantitas, satker perlu memilih layer
tertentu yang mengalami kesalahan catat.

Prinsip-prinsip yang diterapkan atas transaksi koreksi jumlah/kuantitas
persediaan antara lain:

a. Koreksi dilakukan atas layer persediaan yang mengalami
kesalahan kuantitas.

b.  Koreksi hanya dapat dilakukan atas layer persediaan yang masih
bersaldo. Dalam hal layer berkenaan sudah tidak bersaldo,
dilakukan koreksi atas layer yang lain (misalnya layer
berikutnya).

c. Koreksi kuantitas digunakan untuk mengoreksi jumlah
persediaan akibat kesalahan pencatatan transaksi perolehan
atau mutasi masuk persediaan. Dengan demikian, transaksi
koreksi pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan
perbaikan/pembetulan atas transaksi mutasi masuk persediaan.

d. Dalam hal kesalahan kuantitas persediaan disebabkan oleh
kesalahan pencatatan transaksi mutasi keluar, koreksi dilakukan
melalui pencatatan transaksi mutasi keluar berkenaan atau
memasukkan/menambahkan kembali persediaan melalui menu
opname fisik masuk.

e. Koreksi kuantitas hanya berlaku untuk kesalahan pencatatan
perolehan persediaan pada TAB. Kesalahan pencatatan
kuantitas atas perolehan persediaan TAYL seharusnya telah
ditemukan dan disesuaikan melalui transaksi opname fisik pada
akhir TAYL.

Dokumen sumber yang dapat digunakan dalam mencatat transaksi
koreksi kuantitas persediaan antara lain surat pemyataan PB/KPB,
dokumen perolehan persediaan, dan dokumen lain yang sah.
Pencatatan transaksi koreksi kuantitas persediaan dilakukan melalui
Modul Persediaan dan membentuk jurnal pada buku besar akrual.

Jurnal yang terbentuk dari transaksi koreksi kuantitas persediaan
dimungkinkan berbeda-beda, tergantung pada jenis transaksi
perolehan (mutasi masuk) layer persediaan tersebut.

a. Koreksi kuantitas tambah dilakukan terhadap layer persediaan
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yang diperoleh dari transaksi mutasi masuk berupa penambahan
saldo awal, transfer masuk, dan reklasifikasi masuk.

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117xxx [Persediaan XXX XXX Neraca
K 1391113 |Koreksi Nilai XXX LPE

Persediaan

b. Koreksi kuantitas kurang dilakukan terhadap layer persediaan
yang diperoleh dari transaksi mutasi masuk berupa penambahan
saldo awal, transfer masuk, dan reklasifikasi masuk.

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |391113Koreksi Nilai Persediaan XXX LPE
K 117xxx|Persediaan XXX XXX Neraca

c. Koreksi kuantitas tambah dilakukan terhadap layer persediaan
yang diperoleh dari transaksi mutasi masuk selain penambahan
saldo awal, transfer masuk, dan reklasifikasi masuk.

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |117xxx|Persediaan XXX XXX Neraca
K 1491511 Pendapatan Penyesuaian | XXX LO

Nilai Persediaan

d. Koreksi kuantitas kurang dilakukan terhadap layer persediaan
yang diperoleh dari transaksi mutasi masuk selain penambahan
saldo awal, transfer masuk, dan reklasifikasi masuk.

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |593311|Beban Penyesuaian Nilai XXX LO
Persediaan
K [117xxx|Persediaan XXX XXX Neraca

Contoh ilustrasi transaksi koreksi tambah atas transaksi masuk
berupa perolehan lainnya:

Satker M mendapatkan bonus dari pembelian barang berupa alat tulis
sejumlah 20 lusin dengan nilai satuan Rp 1.000,00, tetapi pada saat
pencatatan terjadi kesalahan dimana kuantitas yang dicatat sejumlah
15. Dengan demikian, terjadi kesalahan kurang catat yang
mengharuskan Satker M melakukan koreksi jumlah/kuantitas tambah.
Pencatatan yang dilakukan oleh Satker M melalui Modul Persediaan
sebagai berikut:

a. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan transaksi
perolehan lainnya:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang Konsumsi 15.000 Neraca
Perolehan Aset
Lainnya

b. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan transaksi
koreksi kuantitas tambabh:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang Konsumsi 5.000 Neraca
K 491511 |Pendapatan 5.000 LO

Penyesuaian Nilai
Persediaan

Contoh ilustrasi transaksi koreksi kurang atas transaksi masuk berupa
perolehan lainnya:

Satker G mendapatkan bonus dari pembelian barang berupa alat tulis
sejumlah 20 lusin dengan nilai satuan Rp 1.000,00, tetapi pada saat
pencatatan terjadi kesalahan dimana-kuantitas yang dicatat sejumlah
25. Dengan demikian, terjadi kesalahan lebih catat yang
mengharuskan Satker G melakukan koreksi jumlah/kuantitas kurang.
Pencatatan yang dilakukan oleh Satker G melalui Modul Persediaan
sebagai berikut:

a. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan transaksi
perolehan lainnya:

Aset Lainnya

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang Konsumsi 25.000 | Neraca
K 491429 [Pendapatan Perolehan | 25.000 LO

b. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan transaksi
koreksi kuantitas kurang:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593311 |Beban Penyesuaian | 5.000 LO
Nilai Persediaan
K 117111 |Barang Konsumsi 5.000 Neraca
Contoh ilustrasi transaksi koreksi tambah atas transaksi masuk

berupa penambahan saldo awal:

Pada Satker T terdapat pencatatan penambahan saldo awal barang
persediaan berupa suku cadang alat angkutan darat sejumlah 15 unit
dengan nilai satuan Rp20.000,00, tetapi pada saat pencatatan terjadi
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kesalahan dimana kuantitas yang dicatat sejumlah 10. Dengan
demikian, terjadi kesalahan kurang catat yang mengharuskan Satker
T melakukan koreksi jumlah/kuantitas tambah. Pencatatan yang
dilakukan oleh Satker T melalui Modul Persediaan sebagai berikut:

a. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan transaksi
penambahan saldo awal:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang Konsumsi | 200.000 | Neraca
K 391113 |Koreksi Nilai 200.000 LPE

Persediaan

b. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan transaksi
koreksi kuantitas ditambah:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang Konsumsi | 100.000| Neraca
K 391113 |Koreksi Nilai 100.000 LPE

Persediaan

Contoh ilustrasi transaksi koreksi kurang atas transaksi masuk berupa
penambahan saldo awal:

Pada Satker Z terdapat pencatatan penambahan saldo awal barang
persediaan berupa suku cadang alat angkutan darat sejumlah 15 unit
dengan nilai satuan Rp20.000,00, tetapi pada saat pencatatan terjadi
kesalahan dimana kuantitas yang dicatat sejumlah 20. Dengan
demikian, terjadi kesalahan lebih catat yang mengharuskan Satker Z
melakukan koreksi jumlah/kuantitas kurang. Pencatatan yang
dilakukan oleh Satker Z melalui Modul Persediaan sebagai berikut:

a. Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan transaksi
penambahan saldo awal:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang Konsumsi 400.000 Neraca
b K 391113 [Koreksi Nilai 400.000 LPE
' Persediaan
Jurnal pada buku besar akrual pada saat pencatatan transaksi
koreksi kuantitas kurang:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391113 [Koreksi Nilai 100.000 LPE
K |117111 Barang Konsumsi 100.000 Neraca
Koreksi Nilai

Transaksi koreksi nilai merupakan transaksi koreksi persediaan atas
kesalahan pencatatan nilai/harga satuan barang (kurang catat/lebih
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catat). Koreksi nilai terdiri dari koreksi nilai kurang untuk mengoreksi
kesalahan lebih catat barang persediaan dan koreksi nilai tambah
untuk mengoreksi kesalahan kurang catat. Transaksi koreksi nilai
dilakukan atas kesalahan pencatatan transaksi mutasi masuk
persediaan TAB atau TAYL. Transaksi koreksi nilai dilakukan dengan
memilih layer persediaan yang mengalami kesalahan pencatatan.

Prinsip-prinsip yang diterapkan atas transaksi koreksi nilai persediaan
antara lain:

a. Koreksi dilakukan atas layer yang mengalami kesalahan
nilai/harga satuan.

b. Koreksi dapat dilakukan atas layer persediaan yang masih
bersaldo (belum dimutasi keluar sama sekali), layer persediaan
yang telah dimutasi keluar seluruhnya, atau layer persediaan
yang telah dimutasi keluar sebagian.

c. Untuk layer persediaan yang masih bersaldo, koreksi dilakukan
atas transaksi mutasi masuk persediaan  dengan
memperhatikan:

1) Jenis transaksi mutasi masuknya; dan
2) Periode terjadinya transaksi mutasi masuk (TAB atau
TAYL).

d. Untuk persediaan yang telah dimutasi keluar seluruhnya atau
sebagian, koreksi dilakukan atas transaksi mutasi masuk dan
mutasi keluar dengan memperhatikan:

1) Jenis transaksi mutasi masuknya;

2) periode terjadinya transaksi masuk (TAB atau TAYL);

3) Jenis transaksi mutasi keluarnya; dan

4) Periode terjadinya transaksi mutasi keluar (TAB atau
TAYL).

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan
transaksi koreksi nilai adalah surat pernyataan PB/KPB dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal yang terbentuk pada buku
besar akrual dari perekaman transaksi koreksi nilai persediaan pada
Modul Persediaan dimungkinkan bervariasi, tergantung pada jenis
dan periode terjadinya transaksi mutasi masuk persediaan serta jenis
dan periode terjadinya transaksi mutasi keluar.

a. Koreksi nilai kurang dilakukan atas layer persediaan yang
diperoleh pada TAB dari transaksi mutasi masuk selain
penambahan saldo awal, transfer masuk, atau reklasifikasi

masuk:
D/K| Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D |593311Beban Penyesuaian Nilai XXX| LO

Persediaan
K [117xxx|Persediaan XXX XXX| Neraca
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b. Koreksi nilai tambah dilakukan atas layer persediaan yang
diperoleh pada TAB dari transaksi mutasi masuk selain
penambahan saldo awal, transfer masuk, atau reklasifikasi

masuk:
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117 xxx|Persediaan XXX XXX Neraca
K 1491511 Pendapatan Penyesuaian | XXX LO
Nilai Persediaan

c. Koreksi nilai kurang dilakukan atas layer persediaan yang
diperoleh pada TAB dari transaksi mutasi masuk berupa
penambahan saldo awal, transfer masuk, atau reklasifikasi

masuk:
D/K Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 391113 |Koreksi Nilai Persediaan | XXX LPE
K 117 xxx [Persediaan XXX XXX | Neraca

d. Koreksi nilai tambah dilakukan atas layer persediaan yang
diperoleh pada TAB dari transaksi mutasi masuk berupa
penambahan saldo awal, transfer masuk, atau reklasifikasi

masuk:
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117 xxx|Persediaan XXX XXX Neraca
K 1391113|Koreksi Nilai Persediaan XXX LPE

e. Koreksi nilai kurang dilakukan atas layer persediaan yang
diperoleh pada TAYL dari semua jenis transaksi mutasi masuk:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391113 |Koreksi Nilai XXX LPE
Persediaan
K 117 xxx |Persediaan XXX XXX Neraca

f. Koreksi nilai tambah dilakukan atas layer persediaan yang
diperoleh pada TAYL dari semua jenis transaksi mutasi masuk:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca
K 391113 |Koreksi Nilai Persediaan| XXX LPE

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, transaksi koreksi nilai dapat
dilakukan atas layer persediaan yang telah dimutasi keluar sebagian
atau seluruhnya, baik pada TAB maupun TAYL. Apabila layer
persediaan yang telah dimutasi keluar dilakukan koreksi nilai, maka
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perbaikan nilai akan terjadi pada transaksi mutasi masuk dan mutasi
keluar atas layer persediaan tersebut.

Jurnal yang terbentuk dalam rangka perbaikan transaksi mutasi keluar
persediaan dibedakan berdasarkan peri ode terjadinya transaksi
mutasi keluar tersebut. Koreksi nilai atas persediaan yang telah
dimutasi keluar pada TAB secara otomatis akan mengoreksi nilai
akun-akun yang terbentuk pada saat terjadinya transaksi mutasi
keluar persediaan tersebut, sedangkan koreksi atas persediaan yang
telah dimutasi keluar pada TAYL secara otomatis akan mengoreksi
akun ekuitas.

a.

Koreksi nilai kurang atas mutasi keluar TAB dengan jenis
transaksi selain transfer keluar dan reklasifikasi keluar:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca
K SXXXXX  |Beban XXX *) XXX LO

*) Sesuai dengan akun yang terbentuk saat terjadinya mutasi
keluar persediaan.

Koreksi nilai tambah atas mutasi keluar TAB dengan jenis
transaksi selain transfer keluar dan reklasifikasi keluar:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 5XXXxX |Beban *) XXX LO
K 117xxX |Persediaan XXX XXX Neraca

*) Sesuai dengan akun yang terbentuk saat terjadinya mutasi
keluar persediaan.

Koreksi nilai kurang atas mutasi keluar TAB dengan jenis

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |117xxx|Persediaan XXX XXX Neraca
K 1391113|Koreksi Nilai Persediaan XXX LPE

Koreksi nilai tambah atas mutasi keluar TAB dengan jenis
transaksi berupa transfer keluar dan reklasifikasi keluar:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391113 |Koreksi Nilai Persediaan XXX LPE
K [117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca

Koreksi nilai kurang atas semua jenis transaksi mutasi keluar
TAYL:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca
K 391113 [Koreksi Nilai XXX LPE

Persediaan
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Koreksi nilai tambah atas semua jenis transaksi mutasi keluar
TAYL:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan

D |391113 |Koreksi Nilai XXX LPE
Persediaan

K 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca

llustrasi Koreksi Nilai Tambabh:

a.

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai tambah atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi masuk berupa transfer
masuk:

Pada TAB, Satker H memperoleh transfer masuk persediaan
berupa amunisi sebanyak 200 box dengan nilai satuan
Rp50.000,00, namun pada saat pencatatan terjadi kesalahan
dimana nilai satuan yang seharusnya Rp50.000,00 dicatat
sebesar Rp5.000,00. Amunisi tersebut belum digunakan sama
sekali ketika ditemukan kesalahan pencatatan. Atas kesalahan
tersebut, Satker H melakukan transaksi koreksi nilai tambah atas
barang tersebut.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari pencatatan
transaksi di atas pada Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi transfer masuk TAB:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 |Amunisi 1.000.000| Neraca
K 313221 Transfer Masuk| 1.000.000 LPE

2) Pencatatan transaksi koreksi nilai tambah:

D/K Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 Amunisi 9.000.000 Neraca
K 391113 |[Koreksi Nilai 9.000.000 LPE

Persediaan

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai tambah atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi mutasi masuk berupa
perolehan lainnya:

Pada TAB, Satker S mendapat bonus dari pembelian barang
berupa sapu sebanyak 20 buah dengan nilai satuan
Rpl0.000,00, namun pada saat pencatatan terjadi kesalahan
dimana nilai satuan yang seharusnya Rp 10.000,00 dicatat
sebesar Rp 1.000,00. Sapu tersebut belum digunakan sama
sekali ketika ditemukan kesalahan pencatatan. Atas kondisi
tersebut, Satker S melakukan transaksi koreksi nilai tambah atas
barang tersebut.
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Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari pencatatan
transaksi di atas pada Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi perolehan lainnya:

D/K | Akun Uraian Akun Rp |[Laporan

D [117113Bahan untuk pemeliharaan | 20.000| Neraca

K 1491429 Pendapatan Perolehan 20.000f LO
Aset Lainnya

3) Pencatatan transksi koreksi nilai tambah:

D/K | Akun Uraian Akun Rp |Laporan

D |117113|Bahan untuk 180.000| Neraca
pemeliharaan

K |491511Pendapatan Penyesuaian |180.000| LO
Nilai Persediaan

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai tambah atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi masuk berupa transfer
masuk dan telah dilakukan pemakaian:

Pada TAB, Satker H memperoleh transfer masuk persediaan
berupa amunisi sebanyak 200 box dengan nilai satuan
Rp50.000,00, namun pada saat pencatatan terjadi kesalahan
dimana nilai satuan yang seharusnya Rp50.000,00 dicatat
sebesar Rp5.000,00. Amunisi tersebut telah dilakukan dilakukan
pemakaian sejumlah 20 box. Atas kondisi tersebut, Satker H
melakukan transaksi koreksi nilai tambabh.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari perekaman
transaksi di atas pada Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi transfer masuk:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 |Amunisi 1.000.000 | Neraca
K 313221 |[Transfer Masuk | 1.000.000 LPE

2) Pencatatan transaksi pemakaian:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D |593112|Beban Persediaan 100.000 LO
Amunisi

K [117112/Amunisi 100.000| Neraca

3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi mutasi masuk (transfer masuk):
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 |Amunisi 9.000.000%)| Neraca
K 391113 [Koreksi Nilai9.000.000*)| LPE

Persediaan

*) 200 x (50.000 — 5.000) = 9.000.000

4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi mutasi keluar (Pemakaian):

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593112 Beban 900.000**) LO
Persediaan
Amunisi
K 117112 Amunisi 900.000**) | Neraca

** 20 x (50.000 — 5.000) = 900.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami penambahan sebesar Rp8.100.000,00
[(200 - 20) x (50.000-5.000)].

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai tambah atas persediaan
yang diperoleh dari transaksi masuk berupa penambahan saldo
awal dan telah dilakukan transfer keluar:

Pada Satker F, setelah dilakukan inventarisasi fisik ternyata
ditemukan sebanyak 50 box ordner dengan nilai satuan
Rp5.000,00 yang belum tercatat pada periode TAYL, sehingga
dicatat pada TAB melalui transaksi penambahan saldo awal.
Pada saat pencatatan transaksi penambahan saldo awal, terjadi
kesalahan pencatatan dimana nilai satuan yang seharusnya
Rp5.000,00 dicatat sebesar Rp500,00. Ordner tersebut telah
dilakukan transfer keluar sejumlah 10 box. Atas kondisi tersebut,
Satker F mencatat transaksi koreksi nilai tambah melalui Modul
Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan
transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi penambahan saldo awal:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang 25.000 Neraca
Konsumsi
K 391113 |Koreksi Nilai 25.000 LPE
Persediaan
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2) Pencatatan transaksi transfer keluar:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313311 [Transfer Keluar 5.000 LPE
K 117111 Barang 5.000 Neraca

Konsumsi

5) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi mutasi masuk (penambahan saldo awal)

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang 225.000 *)| Neraca
Konsumsi
K 1491511 |Pendapatan 225.000 *) LO
Penyesuaian
Nilai Persediaan

*) 50 x (5.000 - 500) = 225.000

6) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi transfer keluar:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |391113 [Koreksi Nilai 45.000 **)|  LPE
Persediaan
K 117111 Barang 45.000 **)| Neraca
Konsumsi

)10 X (5.000 - 500) = 45.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami penambahan sebesar Rp 180.000,00 [(50 -
10) x (5.000-500)].

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai tambah atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi masuk berupa hibah
masuk dan telah dilakukan pemakaian.

Pada TAB, Satker J mendapatkan hibah barang berupa gelas
ukur laboratorium sebanyak 100 box dengan nilai satuan per box
Rp40.000,00, tetapi pada saat pencatatan terjadi kesalahan
pencatatan dimana nilai satuan yang seharusnya Rp40.000,00
dicatat sebesar Rp30.000,00. Gelas ukur laboratorium tersebut
telah dilakukan pemakaian sejumlah 60 box. Atas kondisi
tersebut, Satker J mencatat transaksi koreksi nilai tambah
melalui Modul Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan
transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan BAST hibah pada Modul Komitmen dan
pendetailan pada Modul Persediaan:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911 |Persediaan yang| 3.000.000 | Neraca
Belum Diregister
K 218211 Hibah Langsung | 3.000.000 | Neraca
yang Belum
disahkan
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang 3.000.000 | Neraca
konsumsi
K 117911 |Persediaan yang| 3.000.000 | Neraca
Belum Diregister
2) Pencatatan transaksi pemakaian:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593111 Beban Barang |1.800.000 LO
Konsumsi
K 117111 Barang 1.800.000 | Neraca
Konsumsi
3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi mutasi masuk (hibah masuk):
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang 1.000.000 *) | Neraca
Konsumsi
K 491511 |Pendapatan 1.000.000 %)| LO
Penyesuaian
Nilai
Persediaan
*) 100 x (40.000 - 30.000) = 1.000.000
4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi pemakaian:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593111 Beban Barang |600.000*) | LO
Konsumsi
K 117111 |Barang 600.000 **) | Neraca
Konsumsi

**) 60 X (40.000 - 30.000) = 600.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami penambahan sebesar Rp400.000,00 [(100
- 600) x (40.000-30.000)].
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Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai tambah atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi masuk berupa hibah
masuk dan telah dilakukan transfer keluar.

Pada TAB, Satker J memperoleh hibah barang persediaan
berupa drum fcit mesin fotocopy dari Satker Pemerintah Daerah
K sebanyak 15 buah dengan nilai satuan Rp400.000,00, namun
pada saat pencatatan terjadi kesalahan pencatatan dimana nilai
satuan yang seharusnya Rp400.000,00 dicatat sebesar
Rp40.000,00. Drum kit mesin fotocopy tersebut telah dilakukan
transfer keluar kepada Satker L sejumlah 5 buah. Atas kondisi
tersebut, Satker J mencatat transaksi koreksi nilai tambah
melalui Modul Persediaan.

Jurnal pada buku besar yang terbentuk atas transaksi di atas
adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan BAST hibah pada Modul Komitmen dan
pendetailan pada Modul Persediaan:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911 |Persediaan yang| 600.000 | Neraca
Belum Diregister
K [218211 [Hibah Langsung| 600.000 | Neraca
yang Belum
Disahkan
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang 600.000 | Neraca
Konsumsi
K 117911 |Persediaan yang| 600.000 |Neraca
Belum Diregister
2) Pencatatan transaksi transfer keluar:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313211 [Transfer Keluar 200.000 LPE
K 117111 Barang 200.000 | Neraca
Konsumsi
3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi mutasi masuk (hibah masuk):
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang 5.400.000 *) | Neraca
Konsumsi
K 491511 |Pendapatan 5.400.000 *)| LO
Penyesuaian
Nilai
Persediaan

*) 15 x (400.000 - 40.000) = 5.400.000
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4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi transfer keluar:

D/K Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 391113Koreksi Nilai 1.800.000 **) | LPE
Persediaan
K 117111|Barang 1.800.000 **) | Neraca
Konsumsi

“) 5 x (400.000 - 40.000) = 1.800.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di
neraca  otomatis mengalami penambahan sebesar
Rp3.600.000,00 [(15 - 5) x (400.000 - 40.000)].

llustrasi Koreksi Nilai Tambah TAYL

a.

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai tambah atas persediaan
yang diperoleh pada TAYL dari transaksi masuk berupa
rampasan dan belum dimutasi keluar:

Pada tahun 2022, terhadap amunisi yang diperoleh dari
rampasan telah diputuskan untuk menjadi BMN Satker H.
Amunisi sebanyak 200 box dengan nilai satuan Rp50.000,00,
tetapi pada saat pencatatan terjadi kesalahan dimana nilai
satuan yang seharusnya Rp50.000,00 dicatat oleh Satker H
sebesar Rp5.000,00. Atas kondisi tersebut, Satker H baru
mengetahui kesalahan pencatatan pada tahun 2023 dan
melakukan transaksi koreksi nilai tambah atas barang tersebut
di tahun 2023. Terhadap amunisi tersebut, belum terjadi
transaksi mutasi keluar.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan
transaksi di atas melalui Modul Persediaan adalah sebagai
berikut:

1) Pencatatan transaksi rampasan pada tahun 2022:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 Amunisi 1.000.000 | Neraca
K 1491421 Pendapatan 1.000.000 LO

Sitaan /
Rampasan

2) Pencatatan transaksi koreksi nilai tambah pada tahun
2023:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 117112 Amunisi 9.000.000| Neraca
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K 391113|Koreksi Nilai 9.000.000 LPE
Persediaan

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai tambah atas persediaan
yang diperoleh pada TAYL dari transaksi masuk berupa hibah
masuk dan telah dilakukan mutasi keluar pada TAYL:

Pada tahun 2022, Satker J memperoleh hibah barang
persediaan berupa drum kit mesin fotocopy dari Satker
Pemerintah Daerah K sebanyak 15 buah dengan nilai satuan
Rp400.000,00, namun pada saat pencatatan terjadi kesalahan
pencatatan dimana nilai satuan yang seharusnya Rp400.000,00
dicatat sebesar Rp40.000,00. Satker J baru mengetahui
kesalahan pencatatan tersebut pada tahun 2023, dimana drum
kit mesin fotocopy tersebut telah dipakai pada tahun 2022
sejumlah 5 buah. Atas kondisi tersebut, Satker J mencatat
transaksi koreksi nilai tambah atas barang tersebut pada tahun
2023.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan
transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan BAST hibah pada tahun 2022 melalui Modul
Komitmen dan pendetailan pada Modul Persediaan:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911 Persediaan yang | 600.000 | Neraca
Belum Diregister

K 218211|Hibah Langsung | 600.000 | Neraca
yang Belum
Disahkan

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang Konsumsi| 600.000 | Neraca
K 117911Persediaan yang | 600.000 Neraca

Belum Diregister

2) Pencatatan transaksi pemakaian pada tahun 2022:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |593111Beban Barang 200.000 LO
Konsumsi
K 117111|Barang Konsumsi| 200.000 | Neraca

3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi mutasi masuk (hibah masuk) TAYL.:



189

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang Konsumsi |5.400.000 *)| Neraca
K 391113 Koreksi Nilai 5.400.000 *)| LPE

Persediaan

*) 15 x (400.000 - 40.000) = 5.400.000

4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi mutasi keluar (pemakaian) TAYL:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 391113 [Koreksi Nilai 1.800.000 **) | LPE
Persediaan

K 117111 Barang 1.800.000 **) | Neraca
Konsumsi

*¥) 5 X (400.000 - 40.000) = 1.800.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami penambahan sebesar Rp3.600.000,00 [(15
- 5) x (400.000 - 40.000)].

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai tambah atas persediaan
yang diperoleh pada TAYL dari transaksi masuk berupa transfer
masuk dan telah dilakukan mutasi keluar pada TAB:

Pada tahun 2022, terdapat transaksi transfer masuk barang
persediaan pada Satker H berupa amunisi sebanyak 200 box
dengan nilai satuan Rp50.000,00, namun pada saat pencatatan
terjadi kesalahan dimana nilai satuan yang seharusnya
Rp50.000,00 dicatat sebesar Rp5.000,00. Satker H baru
mengetahui kesalahan pencatatan tersebut pada tahun 2023,
dimana amunisi tersebut telah dilakukan pemakaian pada tahun
2023 sejumlah 20 box. Atas kondisi tersebut, Satker H mencatat
transaksi koreksi nilai tambah melalui Modul Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan
transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi transfer masuk pada tahun 2022:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 Amunisi 1.000.000| Neraca
K 313221 [Transfer Masuk [1.000.000| LPE

2) Pencatatan transaksi pemakaian pada tahun 2023:

D/K Akun Uraian Akun Rp |Laporan
D 593112 |Beban Persediaan|100.000 LO
Amunisi
K 117112 |Amunisi 100.000| Neraca
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3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi mutasi masuk (transfer masuk) TAYL:

D/K| Akun Uraian Rp Laporan

D [117112 |Amunisi 9.000.000 *) Neraca

K 391113 [Koreksi Nilai 9.000.000 *) LPE
Persediaan

*) 200 X (50.000 - 5.000) = 9.000.000

4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai tambah atas
transaksi mutasi keluar (pemakaian) TAB:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593112 Beban 900.000 LO
Persediaan
Amunisi
K 117112 |Amunisi 900.000| Neraca

**) 20 x (50.000 - 5.000) = 900.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami penambahan sebesar Rp8.100.000,00
[(200 - 20) x (50.000-5.000)].

llustrasi Koreksi Nilai Kurang

a.

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai kurang atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi masuk berupa transfer
masuk dan belum terdapat transaksi mutasi keluar:

Pada Satker H, terjadi transaksi transfer masuk barang
persediaan pada TAB berupa amunisi sebanyak 200 box dengan
nilai satuan Rp50.000,00, namun pada saat pencatatan terjadi
kesalahan dimana nilai satuan yang seharusnya Rp50.000,00
dicatat sebesar Rp500.000,00. Atas kondisi tersebut, Satker H
mencatat transaksi koreksi nilai kurang melalui Modul
Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar atas pencatatan
transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi transfer masuk pada TAB:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 |Amunisi 100.000.000 Neraca
K 1313221 |[Transfer Masuk [100.000.000 LPE

2) Pencatatan transaksi koreksi nilai kurang:
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D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391113 Koreksi Nilai 90.000.000 LPE
Persediaan
K 117112 /Amunisi 90.000.000 | Neraca

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai kurang atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi masuk berupa rampasan
dan belum terdapat transaksi mutasi keluar:

Atas barang rampasan berupa 20 box amunisi, telah terdapat
keputusan yang mendasari pengakuan amunisi tersebut sebagai
BMN untuk digunakan dalam operasional Satker S. Terdapat
kesalahan pencatatan amunisi tersebut, dimana nilai satuan
yang seharusnya Rpl50.000,00 dicatat oleh Satker S sebesar
Rpl.500.000,00. Atas kesalahan tersebut, satker S mencatat
transaksi koreksi nilai kurang melalui Modul Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan
transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi rampasan pada TAB:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117112 |Amunisi 30.000.000 | Neraca
K ]491421 Pendapatan Sitaan/ |30.000.000 LO

Rampasan

2) Pencatatan transaksi koreksi nilai kurang:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 593311 |Beban penyesuaian | 27.000.000 LO
nilai persediaan

K 117111 |[Amunisi 27.000.000 | Neraca

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai kurang atas perolehan
persediaan pada TAB dari transaksi masuk berupa transfer
masuk yang telah dilakukan pemakaian:

Pada satker H, terdapat transfer masuk barang persediaan
berupa amunisi sebanyak 200 box dengan nilai satuan
Rp50.000,00. Namun pada saat pencatatan terjadi kesalahan
pencatatan nilai satuan yang seharusnya Rp50.000,00 menjadi
dicatat sebesar Rp500.000,00. Amunisi tersebut telah dilakukan
pemakaian sejumlah 20 box. Atas kesalahan tersebut, Satker H
mencatat transaksi koreksi nilai kurang melalui Modul
Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari pencatatan
transaksi tersebut adalah sebagai berikut:



192

1) Pencatatan transaksi transfer masuk pada TAB:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Amunisi 100.000.000| Neraca
K 313221 [Transfer Masuk|100.000.000| LPE

2) Pencatatan transaksi pemakaian:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 593112 |Beban Persediaan 10.000.000 LO
Amunisi

K |117112 Amunisi 10.000.000 | Neraca

3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas
transaksi mutasi masuk (transfer masuk) TAB:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan

D | 391113 [Koreksi nilai 90.000.000%) LPE
Persediaan

K 1117112 Amunisi 90.000.000%*) | Neraca

*) 200 x (500.000 — 50,000) = 90.000.000

4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas
transaksi pemakaian:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |[117112 |JAmunisi 9.000.000 **)| Neraca
K [593112 Beban Persediaan (9.000.000 **), LO

Amunisi

**) 20 x (500.000 - 50.000) = 9.000.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami pengurangan sebesar Rp81.000.000,00
[(200 - 20) x (500.000 - 50.000)].

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai kurang atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi masuk berupa
penambahan saldo awal dan telah dilakukan transfer keluar:
Pada satker F, setelah dilakukan inventarisasi ternyata
ditemukan sebanyak 50 box ordner dengan nilai satuan
Rp5.000,00 yang belum tercatat pada periode TAYL, sehingga
dicatat pada TAB sebagai penambahan saldo awal. Namun,
pada saat pencatatan terjadi kesalahan dimana nilai satuan yang
seharusnya Rp5.000,00 dicatat sebesar Rp50.000,00. Ordner
tersebut telah dilakukan transfer keluar sejumlah 10 box, pada
saat diketahui adanya kesalahan pencatatan. Atas kesalahan
tersebut, satker F mencatat transaksi koreksi nilai kurang pada
Modul Persediaan. Jurnal yang terbentuk pada pada buku besar
akrual atas pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai
berikut:
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1) Pencatatan transaksi penambahan saldo awal pada TAB:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |117111Barang Komsumsi | 2.500.000 | Neraca
K [391113Koreksi Nilai 2.500.000 LPE

Persediaan

2) Pencatatan transaksi transfer keluar:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |313211 [Transfer Keluar 500.000 LPE
K 1117111 |Barang Konsumsi 500.000 Neraca

3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas
transaksi mutasi masuk (penambahan saldo awal) TAB:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391113 [Koreksi 2.250.000*)| LPE
K 117111 |Barang 2.250.000 *) | Neraca

Konsumsi

*) 50 X (50.000 - 5.000) = 2.250.000

4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas
transaksi transfer keluar:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang 450.000 **) | Neraca
K 391113 [Koreksi 450.000 **) | LPE

*)10 x (50.000 - 5.000) = 450.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami pengurangan sebesar Rp 1.800.000,00 [(50
- 10) x (50.000 - 5.000)].

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai kurang atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi masuk berupa hibah
masuk dan telah dilakukan pemakaian:

Satker J memperoleh hibah barang berupa gelas ukur
laboratorium sebanyak 100 box dengan nilai satuan per box
Rp40.000,00, namun pada saat pencatatan terjadi kesalahan
dimana nilai satuan yang seharusnya Rp40.000,00 dicatat
sebesar Rp50.000,00. Persediaan tersebut telah dilakukan
pemakaian sejumlah 60 box, ketika ditemukan kesalahan
pencatatan. Atas kesalahan tersebut, Satker J mencatat
transaksi koreksi nilai kurang melalui Modul Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari pencatatan
transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan BAST hibah pada Modul Komitmen dan
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pendetailan pada Modul Persediaan pada TAB:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 117911 |Persediaan yang|5.000.000| Neraca
Belum Diregister
K 218211 Hibah yang 5.000.000| Neraca
Belum Disahkan

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang 5.000.000| Neraca
Komsumsi

K 117911 |Persediaan yang|5.000.000| Neraca
Belum Diregister

2) Pencatatan transaksi pemakaian:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593111 Beban Barang | 3.000.000 LO
Konsumsi
K 117111 |Barang 3.000.000 | Neraca
Konsumsi

3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas
transaksi mutasi masuk (hibah masuk) TAB:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593311 Beban 1.000.000 *)| LO
Penyesuaian
Nilai Persediaan
K 117111 Barang 1.000.000 *) | Neraca
Konsumsi

*) 100 x (50.000 - 40.000) = 1.000.000

4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas
transaksi pemakaian:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang 600.000 **) | Neraca
Konsumsi
K 593111 BebanBarang | 600.000 **) LO
Konsumsi

* 60 X (50.000 - 40.000) = 600.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami pengurangan sebesar Rp400.000,00 [(100
- 60) x (50.000-40.000)].

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai kurang atas persediaan
yang diperoleh pada TAB dari transaksi masuk berupa perolehan
lainnya dan telah dilakukan transfer keluar.

Satker J mendapatkan bonus dari pembelian barang persediaan
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berupa drum kit mesin fotocopy sebanyak 15 buah dengan nilai
satuan Rp400.000,00, namun pada saat pencatatan terjadi
kesalahan dimana nilai satuan yang seharusnya Rp400.000,00
tetapi dicatat sebesar Rp4.000.000,00. Persediaan tersebut
telah dilakukan transfer keluar sebanyak 5 buah. Atas kesalahan
tersebut, Satker J mencatat transaksi koreksi nilai kurang melalui

Modul Persed

iaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari pencatatan
transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi perolehan lainnya pada TAB:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 |Barang 60.000.000| Neraca
Konsumsi
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
K 491429 |Pendapatan 60.000.000 LO
Perolehan
Aset Lainnya
2) Pencatatan transaksi transfer keluar:
D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 313211 ([Transfer 20.000.000| LPE
Keluar
K 117111 Barang 20.000.000| Neraca
Konsumsi
3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas
transaksi mutasi masuk (perolehan lainnya) TAB:
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |593311 Beban 54.000.000*)| LO
Penyesuaian
Nilai Persediaan
K ]117111 Barang 54.000.000 *)
Konsumsi Neraca
*) 15 x (4.000.000 - 400.000) = 54.000.000
4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas

transaksi transfer keluar:

D/K Akun |Uraian Akun Rp Laporan

D 117111 |Barang 18.000.000 **)| Neraca
Konsumsi

K 391113 |Koreksi Nilai |18.000.000 **)| LPE
Persediaan

*) 5 x (4.000.000 - 400.000) = 18.000.000
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Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami pengurangan sebesar Rp36.000.000,00
[(15 - 5) x (4.000.000 - 400.000)].

llustrasi Koreksi Nilai Kurang TAYL

a.

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai kurang atas persediaan
yang diperoleh pada TAYL dari transaksi masuk berupa transfer
masuk dan belum dilakukan mutasi keluar:

Pada tahun 2022, Satker H mencatat transaksi transfer masuk
barang persediaan berupa amunisi sebanyak 200 box dengan
nilai satuan Rp50.000,00, namun terjadi kesalahan dimana nilai
satuan yang seharusnya Rp50.000,00 dicatat sebesar
Rp500.000,00. Satker H baru mengetahui kesalahan pencatatan
pada tahun 2023. Atas kondisi tersebut, Satker H mencatat
transaksi koreksi nilai kurang melalui Modul Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan
transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi transfer masuk pada tahun 2022:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112/Amunisi 100.000.00 | Neraca
K 313221 [Transfer Masuk (100.000.00| LPE

2) Pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas perolehan
persediaan TAYL:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
391113|Koreksi Nilai 90.000.000| LPE
D Persediaan
K 117112 Amunisi 90.000.000 | Neraca

Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai kurang atas persediaan
yang diperoleh pada TAYL dari transaksi masuk berupa hibah
masuk dan telah dilakukan pemakaian pada TAYL:

Pada tahun 2022, Satker J memperoleh hibah barang
persediaan berupa drum kit mesin fotocopy dari Satker
Pemerintah Daerah K sebanyak 15 buah dengan nilai satuan per
buah Rp400.000,00, namun pada saat pencatatan terjadi
kesalahan pencatatan dimana nilai satuan yang seharusnya
Rp400.000,00 dicatat sebesar Rp4.000.000,00. Satker J baru
mengetahui kesalahan pencatatan tersebut pada tahun 2023,
ketika persediaan tersebut telah dilakukan pemakaian pada
tahun 2022 sejumlah 5 buah.
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Atas kondisi tersebut, Satker J mencatat transaksi koreksi nilai
kurang di tahun 2023 melalui Modul Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas pencatatan
transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan BAST hibah pada Modul Komitmen dan
pendetailan barang melalui Modul Persediaan pada tahun
2022:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D (117911 |Persediaan yang |60.000.000| Neraca
Belum Diregister

K 218211 |Hibah yang Belum|60.000.000| Neraca
Disahkan

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan

D |117111 Barang Konsumsi |60.000.000| Neraca

K 1117911 |Persediaan yang 60.000.000| Neraca

Belum Diregister

2) Pencatatan transaksi pemakaian pada tahun 2022:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 593111 Beban Barang 20.000.000| LO
Konsumsi

K 117111 Barang Konsumsi |20.000.000| Neraca

3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai atas transaksi
mutasi masuk (hibah masuk) TAYL:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Lapora
D 391113 Koreksi Nilai 54.000.000 *)| LPE
Persediaan
K 117111 Barang Konsumsi |54.000.000 *)|Neraca
*) 15 x (4.000.000 - 400.000) = 54.000.000
4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas

transaksi pemakaian TAYL:

D/K| Akun Uraian Akun Rp Lapora

D [|117111 |Barang Konsumsi (18.000.000 **)Neraca

K 391113 [Koreksi Nilai 18.000.000 **)| LPE
Persediaan

*%) 5 x (4.000.000 - 400.000) = 18.000.000

Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami pengurangan sebesar Rp36.000,00 [(15 - 5)
X (4.000.000 - 400.000)].
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Contoh ilustrasi transaksi koreksi nilai kurang atas persediaan
yang diperoleh pada TAYL dari transaksi masuk berupa transfer
masuk dan telah dilakukan pemakaian pada TAB:

Pada tabun 2022, Satker H memperoleh transfer masuk barang
persediaan berupa amunisi sebanyak 200 box dengan nilai
satuan Rp50.000,00, tetapi pada saat pencatatan terjadi
kesalahan dimana nilai satuan yang seharusnya Rp50.000,00
tetapi dicatat sebesar Rp500.000,00. Satker H baru mengetahui
adanya kesalahan pencatatan pada tahun 2023, ketika
persediaan tersebut telah dilakukan pemakaian pada tahun 2023
sejumlah 20 box. Atas kondisi tersebut, Satker H mencatat
transaksi koreksi nilai kurang melalui Modul Persediaan.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual atas transaksi di
atas adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan transaksi transfer masuk pada tahun 2022:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117112 |Amunisi 100.000.00| Neraca
K 313221 |[Transfer Masuk |{100.000.00| LPE

2) Pencatatan transaksi pemakaian pada tahun 2023:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 593112 Beban Persediaan [10.000.000| LO
Amunisi

K 117112 Amunisi 10.000.000| Neraca

3) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas
transaksi mutasi masuk (transfer masuk) TAYL:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan

D [391113 |Koreksi Nilai 90.000.000 *) | Neraca
Persediaan

K 117112 |Amunisi 90.000.000 *)| LPE

*) 200 x (500.000 - 50.000) = 90.000.000

4) Dampak pencatatan transaksi koreksi nilai kurang atas
transaksi pemakaian TAB:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |117112 Amunisi 9.000.000 **) | Neraca
K 593112 Beban 9.000.000 **) | LO

Persediaan
Amunisi

*#) 20 x (500.000 - 50.000) = 9.000.000
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Berdasarkan jurnal koreksi di atas, saldo persediaan di neraca
otomatis mengalami pengurangan sebesar Rp81.000.000,00
[(200 - 20) x (500.000 - 50.000)].

Transaksi Opname Fisik {Stock Opname)

Sesuai ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan
penatausahaan BMN, transaksi opname fisik (stock opname) persediaan
dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan (akhir tahun) dalam rangka
penyesuaian pencatatan persediaan. Berdasarkan hasil inventarisasi yang
dituangkan dalam berita acara opname fisik atau dokumen yang dipersamakan,
satker melakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Apabila terjadi selisih kurang catat dimana kuantitas persediaan dalam
pembukuan lebih kecil daripada kuantitas barang secara fisik, satker
mencatat selisih tersebut sebagai transaksi opname fisik masuk.

2. Apabila terjadi selisih lebih catat dimana kuantitas persediaan dalam
pembukuan lebih besar daripada kuantitas barang secara fisik, satker
mencatat selisih tersebut sebagai transaksi opname fisik keluar.

Transaksi opname fisik masuk dan opname fisik keluar dapat dijelaskan lebih
lanjut sebagai berikut:

1. Opname Fisik Masuk

Transaksi opname fisik masuk adalah transaksi yang menambah kuantitas
sehingga berdampak pada penambahan nilai persediaan dan pengurangan
beban persediaan atau beban yang terbentuk saat mutasi keluar
persediaan  (misalnya beban penyerahan persediaan kepada
masyarakat/pemerintah daerah, beban penyerahan dalam rangka bantuan
so sial, dan lain sebagainya).

Transaksi opname fisik masuk berdampak pada penambahan kuantitas
persediaan layer terakhir dengan harga satuan sesuai layer terakhir
tersebut. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari perekaman
transaksi opname fisik masuk pada Modul Persediaan adalah sebagai

berikut:
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca
K | Sxxxxx [Beban XXX *) XXX LO

*) Sesuai dengan jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan mutasi keluar
atas persediaan tersebut.

Contoh ilustrasi transaksi opname fisik masuk:

Pada akhir periode pelaporan, dilakukan inventarisasi barang persediaan
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dan ditemukan perbedaan dimana kuantitas barang di gudang lebih besar
daripada pencatatan di sistem aplikasi. Perbedaan tersebut terjadi pada
barang persediaan berupa tinta/toner printer, dimana saldo yang ada di
gudang sebanyak 40 buah tetapi pada sistem aplikasi tercatat sejumlah 25
buah yang terdiri dari 2 layer persediaan. Layer A sebanyak 5 buah dengan
harga satuan sebesar Rpl50.000,00 dan layer B sebanyak 20 buah dengan
harga satuan Rp200.000,00. Atas perbedaan tersebut, satker melakukan
pencatatan transaksi opname fisik masuk pada Modul Persediaan yang
berdampak pada penambahan kuantitas di layer B menggunakan harga
satuan layer B. Jurnal yang terbentuk pada saat pencatatan opname fisik
masuk pada Modul Persediaan sebagai berikut:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D [117111 Barang Konsumsi 3.000.000 *)| Neraca
K [593111 |Beban Barang Konsumsi 3.000.000 *) LO
*) (40 - 25) x 200.000 = 3.000.000

Opname Fisik Keluar

Transaksi opname fisik keluar adalah transaksi yang mengurangi kuantitas
persediaan sehingga berdampak pada pengurangan nilai persediaan dan
penambahan beban persediaan atau beban yang terbentuk saat mutasi
keluar persediaan (misalnya beban penyerahan persediaan kepada
masyarakat/pemerintah daerah, beban penyerahan dalam rangka bantuan
sosial, dan lain sebagainya).

Pencatatan nilai transaksi opname fisik keluar dilakukan sesuai prinsip
FIFO. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari perekaman
transaksi opname fisik keluar pada Modul Persediaan adalah sebagai
berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 5xxxxx [Beban XXX *) XXX LO
K 117xxx |Persediaan XXX XXX Neraca

*) Sesuai dengan jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan mutasi keluar
atas persediaan tersebut.

Contoh ilustrasi transaksi opname fisik keluar:

Pada akhir periode pelaporan, dilakukan inventarisasi barang persediaan
dan ditemukan selisih dimana kuantitas barang di gudang lebih kecil
daripada pencatatan pada sistem aplikasi. Selisih tersebut terjadi pada
barang berupa tinta/toner printer, dimana kuantitas barang di gudang
sebanyak 40 buah, tetapi pada sistem aplikasi tercatat sejumlah 50 buah
yang terdiri dari 3 layer persediaan. Layer A sebanyak 10 buah dengan nilai
satuan Rpl80.000,00, layerB sebanyak 25 buah dengan nilai satuan
Rpl50.000,00, dan layer C sebanyak 15 buah dengan nilai satuan sebesar
Rp200.000,00. Atas selisih tersebut, satker melakukan pencatatan
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transaksi opname fisik keluar pada Modul Persediaan, sehingga
berdampak pada pengurangan kuantitas layer A sesuai dengan urutan
FIFO.

Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual pada saat pencatatan
transaksi opname fisik keluar pada Modul Persediaan sebagai berikut:

D/K Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593111 Beban Barang Konsumsi 1.800.000 *) LO
K 117111 |Barang Konsumsi 1.800.000 *) | Neraca

*) (50 - 40) x 180.000 = 1.800.000

TRANSAKSI PIUTANG

Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, piutang dibedakan menjadi 2 (dua)
jenis, yaitu:

1. Piutang jangka pendek adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan
diterima dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan
diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.

Piutang dicatat pada saat kriteria pengakuan piutang terpenuhi, sebagai contoh:

1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila
telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang
menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur
dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca dengan nilai yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak
tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan (allowance method). Metode ini
mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya
dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang
bruto. Penyisihan piutang tersebut mencerminkan kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Kualitas . -

Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 0,5%
tempo
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Kurang Lancar [Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 10%
Pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan |Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 50%
Kedua tidak dilakukan pelunasan

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 100%
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara (DJKN)

Dalam penyajiannya di laporan keuangan, piutang jangka panjang dilakukan

jurnal penyesuaian saat akhir periode laporan keuangan. Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai

Bagian Lancar TPA atau Bagian Lancar TP/TGR.

Beberapa pencatatan yang dilakukan saat terjadinya transaksi piutang adalah
sebagai berikut:

1. Saldo Awal

Dalam penatausahaan piutang, perlu dilakukan pembentukan saldo awal
piutang terlebih dulu sebelum melakukan transaksi berjalan. Pada saat
akhir tahun anggaran sebelumnya terdapat piutang yang memiliki saldo,
maka saldo tersebut menjadi saldo awal piutang di tahun anggaran
berikutnya.

Selain mengambil saldo akhir tahun anggaran sebelumnya, saldo awal
dapat terbentuk dari transaksi pada tahun anggaran sebelumnya yang
belum dicatat karena alasan tertentu. Atas hal tersebut, transaksi tersebut
akan menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 115xxx |Piutang XXX XXX Neraca
K 1391119 [Koreksi Lainnya XXX LPE
Jurnal koreksi atas transaksi TAYL pada buku besar akrual.

Selain memunculkan saldo piutang, perekaman piutang TAYL pada TAB
juga memunculkan penyisihan piutang tidak tertagih secara otomatis
dengan jurnal sebagai berikut:

D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |391119 Koreksi Lainnya XXX Neraca
K | 116xxx |Penyisihan Piutang Tidak XXX LPE

Tertagih XXX

Jurnal penyisihan piutang atas traksaksi TAYL dan TAB pada buku besar
akrual

2.  Timbulnya Piutang

Timbulnya piutang pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan
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pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya
yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan.

Pencatatan atas timbulnya piutang menghasilkan jurnal pada buku besar
akrual sebagai berikut:

a) Piutang Pajak (hanya terdapat pada Kementerian Keuangan):
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 1151xx |Piutang Pajak XXX XXX Neraca
K | 41xxxx |Pendapatan Pajak XXX XXX LO
Jurnal piutang pajak pada buku besar akrual.
b) Piutang Bukan Pajak/PNBP:
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 1152xx |Piutang Bukan Pajak XXX XXX Neraca
K | 42xxxx |Pendapatan Bukan Pajak XXX LO
XXX
Jurnal piutang bukan pajak pada buku besar akrual.
c) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA):
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D | 151xxx |Piutang TPA XXX XXX Neraca
K | 42xxxx |Pendapatan Bukan Pajak XXX LO
XXX
Jurnal piutang TPA pada buku besar akrual.
d) Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR):
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D |152111 |Piutang TP/TGR XXX Neraca
K 42579x|Pendapatan Ganti XXX LO
Kerugian Negara XXX
e) Piutang Jangka Panjang Lainnya:
D/K | Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 155xxx |Piutang Jangka Panjang XXX Neraca
Lainnya XXX
K | 425999 Pendapatan Anggaran XXX LO
Lain-lain

Jurnal piutang jangka panjang lainnya pada buku besar akrual.

3. Penyesuaian atau Koreksi Nilai Piutang

Selama proses pencatatan piutang, terdapat kemungkinan terjadinya
kesalahan pencatatan nilai piutang sehingga dilakukan penyesuaian atau
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koreksi ke nilai piutang yang seharusnya. Koreksi tersebut dilakukan untuk:

a. Mencatat perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah
tutup buku atau sudah dilakukan transaksi lanjutan,

b.  Melakukan koreksi terhadap selisih nilai mata uang, atau

c. Menambahkan/mengurangi nilai piutang pada tahun berjalan.

Pencatatan yang dilakukan terhadap koreksi piutang yang dilakukan pada
TAB dan TAYL adalah sebagai berikut: